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RINGKASAN

Hingga hari ini masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama
Islam, yang tidak mengetahui bahwa di dalam Islam ada Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketidaktahuan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya kajian dan penyebaran HAM
dalam perspektif Islam di tengah-tengah umat.

Sebaliknya, yang dipahami oleh banyak masyarakat adalah HAM yang
dideklarasikan secara universal oleh PBB pada tahun 1948. HAM ini jugalah yang
mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk memahami HAM. Indonesia hingga Kini
telah mempunyai beberapa peraturan perundangan berkaitan dengan HAM vyaitu antara
lain Undang Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM
dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Permasalahannya ialah, ada beberapa perbedaan pandangan antara peraturan
perundangan tentang HAM di Indonesia dengan HAM dalam perspektif Islam.
Perbedaan tersebut menjadi ganjalan bagi umat Islam Indonesia yang menghendaki agar
ajaran Islam senantiasa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menemukan dan mengembangkan model
harmonisasi antara HAM perspektif Islam dengan peraturan perundangan tentang HAM
di Indonesia. Dengan harapan bahwa keduanya dapat dipadukan secara harmoni dan
dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga penghormatan terhadap HAM
meningkat dan dalam waktu yang sama pelanggaran HAM dapat dikurangi.

Berdasarkan hal itu, maka tujuan penelitian ini ialah (1) Mempromosikan,
menyebarluaskan dan upaya mengimplementasikan HAM dalam perspektif Islam kepada
masyarakat Indonesia; (2) Mengidentifikasi dan memetakan peraturan perundangan di
Indonesia yang berkaitan dengan HAM; dan (3) Mendesain dan mengembangkan model
harmonisasi antara HAM perspektif Islam dengan Peraturan Perundangan tentang HAM
di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan
mengkaji secara mendalam dokumen-dokumen HAM perspektif Islam sebagaimana
dirumuskan dalam khutbah Nabi Muhammad saw. yang terakhir, Deklarasi Medinah,
Deklarasi Universal HAM Islam tahun 1981 dan Deklarasi Kairo tentang HAM Islam
tahun 1991. Demikian pula, semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan HAM
di Indonesia akan dikaji dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mencari data di
lapangan, akan dilakukan wawancara dengan para informan yang bekerja di dalam
bidang HAM baik di Yogyakarta maupun Jakarta. FGD akan dilakukan sebagai
pendalaman terhadap semua permasalahan HAM yang berkembang di dalam masyarakat.

Penelitian ini mendapatkan temuan-temuan berikut: A. Ada tiga dokumen penting
dan mendasar yang membahas tentang HAM menurut pandangan Islam. Dokumen
pertama dibuat pada era Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lalu
sekitar tahun 622M. Dokumen kedua diadopsi oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di
Paris. Sedang dokumen ketiga dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara anggota
Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990M. B. Instrumen Nasional Pokok
Hak Asasi Manusia di Indonesia dan perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di
Indonesia dapat dikategorikan menjadi lima: Pertama, Hak Asasi Manusia dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen);
Kedua, Perundang-undangan Nasional Hak Asasi Manusia dan hubungannya dengan
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ratifikasi Perjanjian Internasional; Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia; Keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan Kelima, beberapa pengaturan “sektoral” di bidang
Hak Asasi Manusia seperti Keppres No.50 Tahun 1993 (KOMNAS HAM), UU No.3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

anak.



PRAKATA

Alhamdulillah dengan kurnia Allah penelitian berjudul: “Model Harmonisasi Hak
Asasi Manusia Perspektif Islam Dengan Peraturan Perundangan Tentang Hak Asasi
Manusia Di Indonesia” telah selesai tahun pertama. Ada dua temuan penting pada tahun
pertama ini yaitu: A. Ada tiga dokumen penting dan mendasar yang membahas tentang
HAM menurut pandangan Islam. Dokumen pertama dibuat pada era Nabi Muhammad
SAW lebih dari empat belas abad yang lalu sekitar tahun 622M. Dokumen kedua
diadopsi oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di Paris. Sedang dokumen ketiga dibuat
dan ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada
tahun 1990M. B. Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia di Indonesia dan
perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dikategorikan menjadi
lima: Pertama, Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen); Kedua, Perundang-undangan Nasional Hak
Asasi Manusia dan hubungannya dengan ratifikasi Perjanjian Internasional; Ketiga,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keempat, Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan Kelima,
beberapa pengaturan “sektoral” di bidang Hak Asasi Manusia seperti Keppres No.50
Tahun 1993 (KOMNAS HAM), UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU
No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Selanjutnya, diharapkan penelitian ini didanai untuk tahun kedua, karena model
harmonisasi antara hak asasi manusia perspektif Islam dengan peraturan perundangan
tentang hak asasi manusia di Indonesia baru akan dibahas pada tahun kedua tersebut.

Semoga penelitian ini memberikan kontribusi yang positif pada pengembangan
disiplin IImu Hukum dan HAM, terutama yang terkait dengan masalah HAM dalam
perspektif Islam. Dan semoga penelitian ini secara langsung atau tidak langsung
memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan penghormatan bangsa dan Negara
terhadap HAM sehingga pelanggaran terhadap HAM vyang terjadi di tengah-tengah
masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir.
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BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara umum, masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa Hak Asasi
Manusia (HAM) adalah hak yang ada dan melekat pada diri manusia, karena ia manusia.
Hak itu bukan diperoleh dari suatu otoritas Negara atau pemerintahan, tetapi
dianugerahkan oleh Allah karena martabatnya sebagai manusia. Hak yang asasi dan
fundamental itu melekat erat pada diri manusia dan tidak dipisahkan. Jika hak tersebut
dipisahkan darinya, maka ia tidak akan dihargai lagi sebagai manusia.

Masyarakat Indonesia juga paham bahwa HAM harus diperjuangkan dan
dipromosikan secara kontinyu. Selain itu, masyarakat juga mengerti bahwa setiap orang
harus mendapatkan perlindungan hak-hak asasinya dalam situasi apapun juga.

HAM vyang dipahami dan diperjuangkan oleh banyak masyarakat Indonesia
adalah HAM yang dideklarasikan secara universal oleh PBB pada tahun 1948. HAM ini
jugalah yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk memahami HAM. HAM
internasional ini seharusnya disesuaikan dengan agama, budaya dan adat-istiadat bangsa
Indonesia apabila ingin diterapkan di Indonesia, dan hingga saat ini Indonesia telah
mempunyai beberapa peraturan perundangan berkaitan dengan HAM vyaitu antara lain
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM dan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Namun fakta menunjukkan bahwa selain HAM internasional yang dibuat oleh PBB
ternyata di dalam Islam ada HAM. HAM menurut perspektif Islam ini kurang atau bahkan tidak
dikenal masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang
tidak mengetahui bahwa di dalam agama Islam itu ada ajaran mengenai HAM. HAM yang
mereka ketahui dan kenal adalah HAM yang berasal dari Barat dan Kristen, yang notabene anti

Islam.

Padahal dalam kenyataannya HAM dalam Islam itu sudah ada sejak munculnya agama
Islam itu sendiri. Selain Al-Quran dan Hadits, khutbah terakhir Nabi Muhammad saw. dan
Konstitusi Medinah, merupakan sumber awal HAM dalam Islam. Disusul dengan berbagai
dokumen resmi HAM dalam Islam lainnya, yang sebenarnya merupakan alternatif dari HAM
buatan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Hak Asasi Manusia menurut perspektif Islam ini merupakan hal yang harus
dikenalkan di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Lebih
jauh lagi, HAM perspektif Islam ini perlu disosialisasikan, dipromosikan, dan

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata. Hal ini karena tidak ada
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agama lain, selain Islam, yang berani merumuskan HAM dalam agama. Selain itu, HAM
dalam Islam merupakan suatu alternatif dari HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa karena ia
jauh lebih komprehensif dan harus ditafsirkan sesuai syariat Islam serta harus tunduk
kepadanya. Namun karena negara kita sudah mempunyai peraturan perundangan tentang
HAM vyaitu antara lain berupa Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39
Tahun 1999 mengenai HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM, maka cara yang dianggap paling baik untuk merealisasikan penerapan
HAM menurut perspektif Islam ialah dengan mengharmonisasikan antara HAM
perspektif Islam tersebut dengan peraturan perundangan mengenai HAM yang sudah ada
di negara kita ini.

Harmonisasi ini diperlukan karena ada beberapa perbedaan antara peraturan
perundangan tentang HAM di Indonesia dengan HAM perspektif Islam. Perbedaan
tersebut antara lain dari segi penghormatan terhadap manusia, tujuan, rincian dan
proteksi, rangkuman, kesejajaran hak dengan fitrah manusia, implikasi konsep hak asasi
manusia, dan ketundukan kepada syariat Islam.

Dalam masalah ketundukan kepada syariat Islam misalnya, ada dua prinsip yang
dianut oleh HAM perspektif Islam yang berseberangan dengan Deklarasi HAM PBB dan
peraturan perundangan tentang HAM di Indonesia. Prinsip tersebut sebagaimana
dinyatakan dalam Deklarasi Kairo ialah seperti berikut: Pasal 24 “Semua hak-hak dan
pernyataan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini adalah sesuai dengan syariat
Islam”, dan Pasal 25: ”Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan
atau uraian pasal-pasal dalam Deklarasi ini”.

Perbedaan prinsip di atas dan perbedaan-perbedaan lainnya menjadi ganjalan bagi
umat Islam Indonesia yang menghendaki agar ajaran Islam senantiasa diimplementasikan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan tersebut juga mendorong
penghormatan yang rendah atau kurang terhadap Hak Asasi Manusia di tengah-tengah
masyarakat.

Dengan harmonisasi antara hak asasi manusia perspektif Islam dengan peraturan
perundangan tentang HAM di Indonesia, ke depan diharapkan HAM setiap individu
masyarakat akan semakin dihormati, dan dalam waktu yang sama, pelanggaran terhadap

HAM dapat berkurang dan diminimalisir.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:
Apakah yang dimaksud dengan HAM dalam perspektif Islam?
Apa sajakah Peraturan Perundangan tentang HAM di Indonesia?

Bagaimanakah model mengharmonisasikan HAM dalam Perspektif Islam dengan
HAM dalam peraturan perundangan di Indonesia?
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Ringkas Perkembangan HAM di Barat

Sejarah perkembangan HAM di Barat pada umumnya dihubungkan dengan
dokumen Magna Carta tahun 1215 di Inggris (Evie Fitriani, 2000: 22-34; Scott
Davidson, 1994: 20-27; Zeffry Alkatiri, 2007: 99-112). Raja pada umumnya ditafsirkan
sebagai pengejawantahan dari kuasa Ilahi di dalam dunia ini. Kuasanya mutlak terhadap
kekuasaan bawahannya dan juga terhadap rakyatnya. Dengan adanya Magna Carta
kekuasaan raja dibatasi dan dapat dikontrol agar tidak sewenang-wenang atas para
pangeran dan rakyatnya. Para pangeran atau bangsawan mempunyai hak yang tidak dapat
dilanggar oleh raja. Rakyat juga harus mendapat perlindungan dari kekuasaan yang tidak
terbatas. (Scott Davidson, 1994: 20-31).

Kekuasaan raja atau pemerintah terhadap bawahan atau rakyatnya memang harus
dibatasi. Tiada kekuasaan yang mutlak di bumi ini. Kekuasaan yang hanya untuk dan
demi kekuasaan itu sendiri, dan bukannya demi kesejahteraan rakyat, pasti akan
membawa korban, dan penguasa itu akan cenderung menggunakan kekuasaannnya untuk
dirinya sendiri ataupun keluarga dan kelompoknya. Dengan munculnya Magna Carta,
raja Inggris dibatasi wewenangnya, sebagai kompromi antara raja John dengan para
bangsawan (Evie Fitriani, 2000: 22-34; Scott Davidson, 1994: 20-27; Zeffry Alkatiri,
2007: 99-112).

Hal ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Wewenang raja dibatasi, dan
para bangsawan mempunyai hak yang tidak boleh dilanggar oleh raja. Kompromi
kekuasaan ini mendapat maknanya yang lebih besar dalam Bill Rights (1689) yang
melindungi hak-hak individu dari kekuasaan raja. Bill Rights atau selengkapnya berjudul
An Act Declarating the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of
the Crown. Dalam Bill Rights parlemen memegang kekuasaan yang penting dalam
memperjuangkan hak-hak individu. Hal ini dipahami sebagai perkembangan dari hak-hak
yang harus diperjuangkan berhadapan dengan kekuasaan raja. Hak individu dianggap
sebagai hak penting yang wajib dilindungi. Raja tidak boleh berindak sewenang-wenang
terhadap parlemen dan juga terhadap rakyatnya. Ada batas-batas kuasa yang perlu
diperhatikan dan tiadak boleh dilanggar (Evie Fitriani, 2000: 22-34; Scott Davidson,
1994: 20-27; Zeffry Alkatiri, 2007: 99-112).

Pengalaman perlindungan terhadap hak di Inggris ini diperkaya dengan
perjuangan rakyat Amerika Serikat dengan The Virginia Declaration of Rights yang
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disusun oleh George Mason yang antara lain isinya mencatumkan berbagai hak yang
harus dinikmati oleh rakyat. Para penguasa tidak boleh merampas hak-hak rakyat. Hak-
hak yang dimaksud antara lain kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan
beribadat. Kebabasan dan hak mendasar tersebut tidak dapat dirampas oleh penguasa
sewenang-wenang saja. Penguasa mesti memperhatikan hak-hak tersebut. Hal ini
kemudian mempengaruhi Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776), yang disusun oleh
Thomas Jefferson. Antara lain dikatakan: “Kami berpendapat: Bahwa kebenaran berikut
ini sudah jelas dengan sendirinya; bahwa semua manusia diciptakan setara; bahwa
penciptanya telah menganugerahi hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; bahwa di
antara hak-hak itu adalah hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan; bahwa
untuk menjamin hak-hak ini, orang mendirikan pemerintahan, yang memperoleh
kekuasaannya yang benar berdasarkan persetujuan rakyat yang diperintahnya; bahwa
kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah
dan menyingkirkannya”.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika ini masih diperkaya dengan pengadopsian Bill
Rights yang mencatumkan berbagai hak rakyat yang harus mendapat perlindungan. Mulai
tahun 1791, Amerika Serikat memasukkan berbagai hak asasi yang penting bagi
kehidupan manusia. Selain hak hidup, memperkembangkan diri dan kebebasan, lebih
ditonjolkan perlunya perlindungan terhadap hak untuk mengeluarkan pendapat, hak hati
nurani, kebebasan berbicara, kebebasan beribadat, kebebasan berserikat, dan lainnya. Hal
ini nampak dalam beberapa kali amandemen yang intinya ialah melindungi hak-hak asasi
manusia. Hak milik dan pribadi yang tidak boleh dicampuri urusannnya oleh orang lain
pun mendapat perlindungan hukum.

Pengalaman Inggris dan Amerika Serikat ini membuka wawasan baru di Perancis
dengan la Declaration des droits de ’homme et du citoyen tahun 1791, yang kemudian
diamandemen beberapa kali dan akhirnya menjadi konstitusi Perancis. Hak asasi manusia
mulai dari hak hidup, mengembangkan diri dan kebebasan dasar yang dimiliki manusia
sampai dengan hak-hak sosial politik mendapat perlindungan hukum yang semakin jelas.
Manusia diakui secara mendasar mempunyai kebebasan yang asasi dan hak-hak yang
harus dijamin dan dilindungi agar manusia sendiri dapat hidup dan berkembang dengan
seutuhnya (Hikmahanto Juwana, 2000: 117-127).

Pemahaman Hak Asasi Manusia di Barat ini berkembang dan mempengaruhi
berbagai negara yang kemudian mengadopsi atau pun mengambil gagasan-gagasan HAM
itu untuk melindungi rakyatnya dari kesewenangan penguasa. Rakyat tidak boleh menjadi
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korban. Akan tetapi keganasan dan kejahatan manusia itu tetap saja ada dan masih sulit
untuk dihilangkan. Keangkuhan kekuasaan tetap bercokol dalam hidup manusia. Hal ini
nampak jelas dengan adanya berbagai perang di dunia ini. Manusia yang angkuh dan
sombong menunjukkan kekuatan dan kemampuannnya menguasai sesamanya. Adanya
perang dunia | dan Il menyebabkan korban manusia yang tiada terhitung banyaknya.
Selain itu, terjadi kerusakan dan kehancuran kemanusiaan, harta benda dan berbagai
peninggalan sejarah yang sangat berharga (Aryeh Neier, 2003: 121-135).

Perang dunia | dan Il meninggalkan luka-luka kemanusiaan yang tidak dapat
disembuhkan. Pengalaman Jepang dengan hancurnya Hirosima dan Nagasaki yang
musnah dijatuhi bom, juga pengalaman Eropa yang meninggalkan luka-luka kemanusiaan
dengan adanya kamp-kamp konsentrasi, tempat kerja paksa, penyiksaan dan pembunuhan
manusia. Hancurnya kemanusiaan itu mengetuk hati beberapa pemimpin negara untuk
memikirkan adanya generasi baru di masa depan yang menjamin hak asasi manusia,
damai dan kesejahteraan umum (Bhatara Ibnu Reza, 2004: 77-92). Akhirnya pada tahun
1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan demi perdamaian dunia dan hak asasi
manusia. Tiga tahun setelah itu, pada tanggal 10 Desember 1948 Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia diproklamasikan. (Emilie M. Hafner —Burton & Kiyoteru Tsutsui, 2007:
68-101).

Dalam Deklarasi itu diharapkan akan muncul suatu tekad untuk membangun
generasi baru masa depan yang mampu menjamin adanya perdamaian dan Hak asasi
manusia. Mulai dari hak atas kehidupan, hak hidup, larangan diskriminasi berdasarkan
apapun, hak dan kebebasan berserikat, beragama dan mengeluarkan serta menerima
informasi dan berpendapat, hak untuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum
dan hak-hak lainnya, semuanya mau menjamin agar manusia benar-benar dilindungi
hidupnya dan dapat berkembang dengan seutuhnya.

Deklarasi Universal HAM ini lalu diperkaya dengan hukum HAM antara lain dua
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dengan dua protokolnya. Dan berbagai
instrumen HAM lainnya mulai dari hak dan tanggungjawab pribadi, hak pembangunan
sampai dengan pengadilan pidana internasional, semuanya itu menjamin bahwa HAM itu

mendapat perlindungan yang tepat. (Heiner Bielefeldt, 2001: 11-52).
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B. Konsep Dasar HAM

HAM Barat ini mempunyai ciri khas yang sangat penting untuk diperhatikan,
yakni sifatnya universal, berlaku umum, mutlak dan langgeng. HAM berlaku universal,
artinya berlaku di seluruh jagad raya ini tanpa kecuali. HAM berlaku secara universal dan
seharusnya mendapat yurisdiksi yang universal pula. Namun dalam kenyataannya,
banyak pelanggaran HAM di mana-mana. Untuk itu perlunya adanya kesadaran akan
HAM, promosi dan proteksi HAM dan akhirnya harus ada pemberdayaan HAM di
seluruh jagad raya juga (Neil J. Kritz, 2003: 137-166). HAM berlaku umum, artinya bagi
siapa saja tanpa kecuali. HAM itu setara bagi siapa saja dan berlakunya pun untuk semua
orang secara setara di mana saja berada. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan dan
dengan alasan apapun. HAM berlaku mutlak, artinya tidak dapat ditawar-tawar. Nilai
HAM itu sungguh mutlak, karena menyangkut hidup manusia, sementara hidup manusia
itu mutlak adanya. Oleh karena itu, HAM bersifat langgeng, artinya sampai manusia
menghembuskan nafas terakhir alias mati. HAM hanya dibatasi oleh kematian. Jadi selagi
manusia masih hidup, HAM tetap berlaku dan harus dikembangkan terus menerus tanpa
henti.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang
seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena
hakekat dan kodratnya sebagai manusia. Dikatakan “universal” karena hak-hak itu
dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli apapun
warna kulitnya maupun agamanya. Sementara itu dikatakan “melekat” atau inheren
karena hak-hak itu dimiliki siapapun manusia berkat kodrat kelahirannya sebagali
manusia dan bukan pemberian dari negara atau organisasi kekuasaan manapun.
(Wignjosoebroto, 2003: 297). Konsekuensi logisnya, hak-hak tersebut tidak mungkin
diambil alih, diingkari, dan atau dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh penguasa.

Senada dengan pernyataan di atas, Rudi Rizki menegaskan bahwa Hak Asasi
Manusia yang dimiliki oleh setiap manusia mengandung beberapa sifat dasar yaitu: (1)
inheren; secara kodrati melekat pada diri manusia; (2) universal; berlaku untuk semua
tanpa diskriminasi; (3) inalienable; tidak dapat diingkari; (4) indivisible; tidak dapat
dibagi; (5) interdependent; saling tergantung; (6) harus dilindungi, dihormati dan
dipertahankan; dan (7) tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dengan
demikian manusia berdasarkan martabatnya, memiliki hak-hak yang karena sifatnya yang
asasi tidak mungkin diambil alih, diingkari dan atau dilanggar siapapun. (Rizki, 2005:
99).



14

Pembacaan terhadap Universal Declaration of Human Rights, dalam pasal yang
mengatur mengenai hak-hak dasar dan kebebasan menunjukkan bahwa pengaturan hak
asasi manusia di dalam konstitusi modern terhadap hak-hak dasar dan kebebasan
mendasarkan pada kebebasan (freedom), persamaan (equality), dan keadilan (justice)
Ketiga hal tersebut merupakan pengakuan yang bersifat fundamental atas suatu hak asasi
manusia. (Kamali, 1999: 1-2).

C. Instrumen Internasional HAM

Instrumen internasional HAM di bidang yang ada saat ini diawali dengan
pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan Komisi Kerja Hak
Asasi Manusia PBB (suatu komisi fungsional di bawah dewan Ekonomi dan Sosial PBB)
dalam merumuskan tabulasi hukum dan kebebasan dasar manusia yang dapat diterima.

Latar belakang terbentuknya PBB adalah adanya Perang Dunia Il yang telah
membawa penderitaan kepada jutaan orang, sehingga PBB tumbuh dari perasaan yang
dalam dari setiap orang saat itu bahwa di dunia harus tidak lagi terjadi peperangan dan
bangsa-bangsa harus dapat bekerjasama untuk memelihara perdamaian dunia. Ide seperti
itu terutama dinyatakan oleh dua orang tokoh dunia pada tanggal 14 Agustus Tahun 1941
di atas kapal tempur yang sedang berlayar di lautan atlantik, yakni Franklin Dealino
Roosevelt (Presiden AS) dan Winston Churchill (Perdana Menteri Britania Raya). Kedua
pembicaraan tokoh ini kemudian dikenal sebagai “Piagam Atlantik” (Atlantic Charter),
sebuah piagam yang dimaksudkan untuk membantu semua orang di seluruh dunia bebas
dari segala keinginan dan bebas dari rasa ketakutan (Lavinia Dobler, 1981: 8)

Bebas dari segala rasa takut dan bebas untuk semua keinginan ini kemudian

menandai munculnya generasi pertama HAM. Atau dapat dikatakan bahwa generasi

pertama HAM ditandai dengan kata-kata “Freedom from...”. Adalah Karel Vasak,
seorang ahli hukum dari Perancis yang membantu kita untuk memahami dengan lebih
baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep Hak Asasi
Manusia. Vasak membagi perkembangan HAM ini menjadi 3 (tiga) generasi. Istilah
“Generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang
diprioritaskan pada suatu kurun waktu tertentu. Sedangkan hak-hak yang muncul pada

generasi ke dua diwakili oleh perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak

ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar

setiap orang mulai dari makan sampai pada kesehatan. Generasi kedua ini ditandai
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dengan kata-kata “Right to..”. Pemenuhan kebutuhan mendasar pada hak-hak ini
membutuhkan pera aktif negara.
Adapun generasi ketiga HAM adalah “Hak Solidaritas” (Hak Bersama). Hak-hak

ini muncul dari tuntutan gigih dari negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas
tatanan internasional yang adil. Contoh dari hak-hak ini adalah Hak atas pembangunan,
hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas warisan budaya
sendiri. Meskipun terjadi sedikit pertentangan tentang hak-hak tersebut di atas, namun
satu yang pasti bahwa pelaksanaan hak-hak semacam itu akan bergantung pada kerjasama
internasional dan bukan sekedar tanggung jawab suatu negara (Knut D Asplund, 2008:
15-16).

C. De Rover dalam bukunya To Serve and To Protect mengatakan : “Selama
rancangan Piagam PBB ada diskusi hebat mengenai seberapa banyak hak asasi manusia
yang akan dinyatakan dan dalam bentuk apa. Semangat awal untuk memasukkan Bill of
Rights lengkap dalam piagam dihapuskan dengan segera untuk memasukkan pernyataan
umum hak asasi manusia saja, dan bahkan kompromi bukannya tidak diperdebatkan oleh
beberapa negara sekutu utama. International Bill of Human Rights sendiri merupakan
istilah yang digunakan untuk acuan kolektif terhadap tiga instrumen pokok hak-hak asasi
manusia dan protokol opsinya yakni: Universal Declaration of Human Rights (UDHR),
International Covenant and Civil and Political Rights (ICCPR), The International
Covenant on economics, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Protocol Opsi
Pertama pada ICCPR. Kemampuan lobi LSM meminta perhatian yang lebih tegas dan
luas terhadap hak asasi manusia (maupun peranan PBB dalam menghadapali
penyalahgunaan Hak Asasi Manusia berpengaruh dalam membujuk negara-negara yang
enggan memasukkan hak-hak tersebut ke dalam Piagam PBB. Pasal Piagam berbunyi:

“Tujuan dari piagam adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan
internasional....untuk kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-
masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan,
dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin,
bahasa atau agama..”

Adapun kewajiban hak asasi manusia yang pokok dari semua negara anggota PBB
dapat ditemukan dasarnya dalam Pasal 55 dan 56 Piagam PBB.

Pernyataan sejagat Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human
RightssfUDHR) dewasa ini merupakan satu-satunya instrumen hak asasi manusia
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terpenting, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember Tahun
1948. Instrumen ini bukan merupakan traktat tetapi dimaksudkan untuk menjadi sebuah
kerangka dokumen yang akan dapat memberikan pedoman dan penafsiran mengenai
ketentuan dan kewajiban hak asasi manusia yang terdapat dalam Piagam PBB (C. De
Rover, 2000: 53).

Bagaimana dengan pandangan para pemikir Muslim? Misalnya, Al-Maududi
(Pemikir Muslim Sunni dari Pakistan yang sangat berpengaruh), menyatakan: “Political
system of Islam has been based on three principles, viz: Unity of Allah, prophethood, and
Caliphate”. Dalam bukunya “Human Rights in Islam” Maududi mengatakan:
“International standards explicit include equal rights between men and women and
between adherents of different religious,... ”

Dengan pandangan al-Maududi tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan ajaran
agama bisa berbeda dengan ketentuan umum dalam UDHR. Oleh karena itu barangkali
pandangan De Rover dapat kita aplikasikan di sini bahwa perlu ada semacam penafsiran
dari ketentuan-ketentuan baik dari Piagam PBB maupun UDHR apabila berhadapan
dengan ketentuan-ketentuan hukum agama, --tidak hanya Islam saja-- tetapi sangat
dimungkinkan dengan ajaran-ajaran agama lainnya. Oleh karena itu komunitas
internasional mengakui adanya The Universal Islamic Declaration on Human Rights
(UIDHR) yang dipersiapkan oleh perwakilan dari Mesir, Pakistan, Saudi Arabia dan
negara-negara Islam lainnya. Di dalam UIDHR ini hak-hak asasi dibatasi oleh Syariat.
Misalnya dalam Pasal 19 UIDHR dinyatakan bahwa : “Every person is entitled to marry,
to found a family, and to bring up children in conformity with his religion, tradition and
culture”. (Human Rights Review, April-June, 2005: 130).

Meskipun demikian Islam memiliki ajaran dengan semangat kebersamaan untuk
saling menghormati ajaran masing-masing agama. Demikian juga untuk bekerjasama
dalam komunitas internasional seperti ditunjukkan dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13,
bahwa Allah telah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan, bersuku-
suku, dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, bekerja-sama satu sama lain
dengan tetap menghormati ajaran agama masing-masing.

Perlu dipahami bahwa UDHR dirumuskan oleh negara-negara barat, bukan negara
Islam. Oleh karena itu wajar apabila tidak sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai Islam.
Antonio Cassesse mengatakan bahwa: “yang dituntut oleh teks-teks itu hanyalah
menghormati standar-standar minimum tertentu yang berkenaan dengan hubungan-

hubungan antara warga negara dan negara, penghormatan bagi hak-hak asasi manusia
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tertentu, beberapa kebebasan pokok tertentu dan hak untuk memiliki pemerintahan
sendiri. Masing-masing negara memiliki kebebasan untuk menentukan kebebasannya
sendiri. Jadi kata Antonio Cassesse ajaran Hukum Internasional itu sangat luwes.
Keluwesan itu bahkan nampak dalam perjanjian internasional. Jadi universalnya Hukum
Internasional dalam pandangan Antonio Cassesse adalah Universal yang nisbi. Namun
dia mengajukan pandangan bahwa perlu ada pendekatan dan persepsi dasar yang dapat
diambil oleh negara-negara dalam masalah hak asasi agar dapat melihat sampai ke mana
ia memiliki persamaan dan perbedaan. (Antonio Cassesse, 1994: 68-69)
Ilias Bantekas adalah salah seorang yang mengusulkan bahwa agama adalah salah
satu sumber Hukum Internasional. Bantekas mengatakan bahwa :
“International law is no-more a Euro-centric exercise, with muslim and other
nations exerting significance influence in International relations. Admitting that
International Law is to a very large degree secular, religious rule are not
completely divorced from legal rules”, even if a religious rule finds its place
within the International Legal System”, it can not override existing treaties,
customs and especially jus cogens. This is particularly important, vis-a vis
relativist states in the field of human rights”. (International Journal on Minority
and Group Rights 15, 2007: 408)

Dalam bidang hukum Islam, terdapat Piagam Madinah. Piagam Madinah ini

merupakan suatu piagam politik dan HAM untuk mengatur kehidupan bersama di
Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup
yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Saw. Ada tiga belas
kelompok yang mengikatkan diri dalam Piagam Madinah ini, baik kaum mukminin,
muslimin Muhajirin dari suku Quraisy, Kaum Yahudi, Bani Jusyam, dan lain-lainya.
Piagam in i dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad Saw dengan wakil-
wakil penduduk kota Madinah pada Tahun 622 M. Semua warga bebas untuk memiliki
kepercayaannya masing-masing. Orang-orang non Islam dilindungi oleh orang-orang
Islam. Semua bersaudara dalam suasana yang demokratis. (Sukardja, 2012: vi)

Perlu juga dikemukakan di sini bahwa dalam bidang peperangan, kita mengenal
adanya Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta dua Protokol Tambahannya yaitu Protokol
Tambahan | dan Il Tahun 1977. Pada dasarnya konvensi ini disusun oleh Henry Dunant
dan teman-temannya dari Swiss setelah mengalami kejadian yang luar biasa pada
pertempuran di kota Solferino, Italia utara pada tahun 1859, di mana dalam pertempuran
itu tak kurang dari 40.000 orang menjadi korban keganasan perang secara sia-sia. Henry
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Dunant kemudian memikirkan hal tersebut, yakni kalau memang perang tidak bisa
dicegah, setidaknya perang harus dapat dilakukan secara manusiawi (to humanize war).
Oleh karena itu, ia mendirikan organisasi perlindungan untuk korban perang yang semula
bernama Komite Jenewa, yang di kemudian hari diubah namanya menjadi Komite
Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ICRC). Di
samping itu Henry Dunant menyusun hukum untuk mengatur perang (Hukum Perang)
yang kemudian ia ganti namanya menjadi International Humanitarian Law (Hukum
Perikemanusiaan Internasional) yang nama lengkapnya adalah International
Humanitarian Law Applicabl in Armed Conflict (Mataram, 1994: 8).

Hukum Perang yang diubah namanya menjadi hukum Perikemanusiaan
Internasional ini mengatur bagaimana cara memanusiawikan perang yaitu dengan cara
mengatur alat dan metode dalam perang (Means and Method of Warfare) dan bagaimana
mengatur tentang perlindungan korban peperangan, penghukuman penjahat perang, dan
sebagainya. Aturan dalam perang ini disebut juga Hukum Konflik Bersenjata (Law of
Armed Conflict) yang terdiri dari International Armed Conflict (Konflik Bersenjata Antar
negara) dan Non International Armed Conflict (Pemberontakan Dalam Sebuah Negara).
Mahkamah Pengadilan HAM dalam perang yang kemudian dibentuk bersifat ad hoc
seperti di Nurmberg, Yugoslavia dan Ruanda. Oleh karena itu kemudian dikembangkan
dengan pembentukan ICC (International Criminal Court) yang tidak hanya berwenang
mengadili kejahatan berat Hak Asasi manusia, tetapi juga termasuk pengadilan bagi
penjahat perang, genosida dan terorisme.

Di samping Piagam PBB, UDHR, ICCPR, Konvensi Jenewa 1949, dan Piagam
Madinah kita masih mengenal beberapa instrumen HAM internasional yang penting
lainnya seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk
diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi
Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan lain sebagainya. Perkembangan Hukum

Internasional dan Hak Asasi Manusia ini bersifat dinamik terjadi setiap saat.
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A.Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Mempromosikan, menyebarluaskan dan upaya mengimplementasikan HAM dalam
perspektif Islam kepada masyarakat Indonesia;
2. Mengidentifikasi dan memetakan peraturan perundangan di Indonesia yang berkaitan
dengan HAM;
3. Mendesain dan mengembangkan model harmonisasi antara HAM dalam perspektif

Islam dengan peraturan perundangan tentang HAM di Indonesia.

B.Urgensi Penelitian

1. Bagi Perkembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif pada pengembangan
disiplin IImu Hukum dan HAM, terutama yang terkait dengan masalah HAM dalam
perspektif Islam.
2. Bagi Bangsa dan Negara

Penelitian ini diupayakan untuk memberikan deskripsi dan analisa terhadap HAM
perspektif Islam. Selanjutnya penelitian ini juga diupayakan mengkaji secara mendalam
semua peraturan perundangan yang berkaitan HAM di Indonesia. Kemudian dari aktivitas
tersebut dapat dirumuskan model yang dianggap paling baik dan sesuai untuk
mengharmonisasikan antara HAM perspektif Islam dan peraturan perundangan tentang
HAM di Indonesia. Jika hal ini dapat dicapai, maka penelitian ini secara langsung atau
tidak langsung berkontribusi besar dalam meningkatkan penghormatan bangsa dan
Negara terhadap HAM sehingga pelanggaran terhadap HAM vyang terjadi di tengah-
tengah masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir.
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BAB 4. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan
menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum
empiris. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu melukiskan dan
menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai substansi
HAM dalam perspektif Islam dan semua peraturan perundangan yang berkaitan
dengan HAM di Indonesia.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini
mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik
hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4)
perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Dalam penelitian hukum normatif, yang
akan diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sedangkan metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
masyarakat. Akan tetapi peneliti akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum
normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi
pendukung, dan digunakan untuk akurasi data sekunder. Penelitian empiris dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui metode kualitatif,

teknik yang digunakan berupa wawancara dan focus group discussion (FGD).

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
(1) DataPrimer

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil penelitian lapangan,
dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan menggunakan
pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Selain itu, data
primer juga diperolehi melalui Focus Group Discussion (FGD).

a. Wawancara

Untuk keperluan akurasi data sekunder dan pengayaan, maka akan dilakukan

wawancara terhadap responden dan beberapa narasumber yang mempunyai



21

otoritas keilmuan dan kompetensi di bidang HAM, HAM dalam Islam, dan
HTN antara lain:
1. Prof. Dr. Syamsul Anwar (llmu Syariah);
2. Prof. Dr. Yunahar llyas (Ilmu Tafsir).
3. Prof. Dr. Jimly as-Siddique (Iimu HTN).
4. Ahli HAM di KOMNASHAM, Jakarta.
5. Ahli HAM di Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
6. Ahli HAM dari Pusat-Pusat Studi HAM di Yogyakarta dan Jakarta.
Wawancara dilakukan memiliki dua fungsi, yaitu untuk memperoleh data
primer dari responden, dan untuk memperoleh data pendukung dari
narasumber guna keperluan akurasi data sekunder.
Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, dengan
menggunakan pedoman wawancara berupa kuisener yang disusun secara rinci
agar tidak ada hal-hal yang terlewati. Pedoman wawancara juga disusun
disesuaikan dengan bidang ilmu atau kompetensi narasumber. Hasil
wawancara nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah
dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan di Yogyakarta dan Jakarta.
b. Focus Group Discussion (FGD)
Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memperoleh data mengenai
latar belakang filosofis dibuatnya HAM perspektif Islam dan peraturan
perundangan tentang HAM di Indonesia.
Maksud Focus group discussion adalah mengajak partisipan berdialog, tanpa
harus menggiringnya pada suatu konsensus. Peneliti dalam hal ini hanya
berfungsi sebagai fasilitator yang akan mengklarifikasi suatu kejadian dengan
menggali informasi sebanyak mungkin mengenai pengetahuan, dan sikap serta
tindakan yang sama atau berbeda antar partisipan dalam Focus group
discussion tersebut. Dalam Focus group discussion bisa dilakukan dengan
cepat, dan akurat karena adanya cross check.
Agar Focus group discussion mendapatkan hasil yang memuaskan, maka akan
menghadirkan partisipan dari kalangan akademisi dan pakar hukum
khususnya hukum Islam, dan pakar HAM. FGD akan dilaksanakan di
Yogyakarta.

(2) Data sekunder
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Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai hasil studi pustaka yaitu

dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji secara mendalam buku, jurnal,

makalah dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam

penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melalui studi

pustaka dan riset media yang dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang

berada di Kota Yogyakarta, serta melakukan penelusuran informasi di

website-website.

Data sekunder ini diklasifikasikan menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

1.

Bahan hukum primer yang terdiri dari:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan melalui
penelusuran kitab-kitab figih, sirah dan tafsir dalam kajian hukum dan
HAM Islam dan dokumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan penelitian ini, yaitu antara lain:

e Khutbah terakhir Nabi Muhammad saw.

e Deklarasi Medinah.

e Deklarasi Universal HAM Islam tahun 1981.

e Deklarasi Kairo tentang HAM Islam tahun 1991.

e UUD 1945, khususnya tentang HAM

e Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

e Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder meliputi:

Buku-buku atau literatur mengenai HAM dan HAM Islam;

jurnal-jurnal;

makalah-makalah;

dan artikel-artikel yang diterbitkan media massa ataupun cyber media
mengenai HAM

Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier dapat berupa:
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e Kamus dwi bahasa;
e Kamus hukum;

e Ensiklopedia

C. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data hasil penelitian berupa data sekunder dan data primer. Data disusun
secara sistematis dan logis. Kegiatan pengolahan data adalah kegiatan untuk
mengadakan sistematisasi terhadap data primer dan data sekunder. Sistematisasi
dilakukan untuk memudahkan pekerjaan analisis.

Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Yuridis Kualitatif, yaitu analisis
terhadap data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam
penelitian ini pisau analisisnya adalah kajian HAM Islam dan peraturan perundangan
tentang HAM.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain:

a. Melakukan perbandingan antara HAM dalam perspektif Islam dengan

peraturan perundangan yang dikaji dalam penelitian ini;

b. Mendesain dan mengembangkan model harmonisasi antara HAM dalam

perspektif Islam dengan peraturan perundangan yang berlaku hingga saat

ini sebagai jawaban atas permasalahan yang dimunculkan.

D. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dan Jakarta. Penentuan lokasi
penelitian didasarkan pada kebutuhan akan data penelitian ini diperoleh, yaitu data
sekunder dan data primer. Di samping juga terkait dengan spesifikasi penelitiannya.
Secara keseluruhan penelitian ini akan dilakukan selama dua tahun, di mulai
pada bulan April 2015 hingga bulan Maret 2017, meliputi waktu persiapan penelitian,
penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, pengolahan, dan analisis data, penulisan

laporan serta diseminasi laporan penelitian.
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BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HAK ASASI MANUSIA MENURUT AJARAN ISLAM

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat
manusia, karena kewujudannya sebagai manusia. Hak itu merupakan bagian dari
manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena
dia adalah makhluk Allah yang berbentuk manusia. Hak itu bukan diperolehnya dari
suatu otoritas negara atau pemerintahan atau pihak apapun lainnya, tetapi merupakan
anugerah Allah kepada manusia supaya bermartabat sebagai manusia. Sebagai manusia,
dia harus memiliki hak yang asasi, fundamental, dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya.
Jika haknya itu dipisahkan dari dirinya, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu
akan merosot dan direndahkan, dan bahkan dia tidak akan dihargai sebagai manusia lagi.

Hak sepenting ini tidak mungkin luput dari perhatian Islam. Islam sebagai agama
universal dan komprehensif mustahil mengabaikan Hak Asasi Manusia. Bahkan menurut
ajaran Islam, Hak Asasi Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari syariat Islam
dan harus merujuk kepadanya. Oleh karena itu sumber utama HAM dalam Islam tiada
lain adalah al-Quran dan hadis (termasuk di dalamnya sirah atau perjalanan hidup Nabi
Muhammad SAW.). Dari kedua sumber utama inilah para ulama dan cendekiawan
Muslim menyarikan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai HAM menurut pandangan
Islam.

Sesuai perjalanan waktu, hingga hari ini ada tiga dokumen penting dan mendasar
yang membahas tentang HAM menurut pandangan Islam. Dokumen pertama dibuat pada
era Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lalu sekitar tahun 622M.
Dokumen kedua diadopsi oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di Paris. Sedang
dokumen ketiga dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi
Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990M. Ini berarti ada jarak yang cukup jauh antara
dokumen pertama dan kedua-ketiga. Tiga dokumen HAM tersebut oleh para cendekiawan
Muslim dianggap mewakili pandangan Islam dalam masalah HAM, yaitu sebagai berikut:

1. Piagam Madinah.

2. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia.

3. Deklarasi Cairo.
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Berikut ini keterangan secara rinci mengenai dokumen-dokumen tersebut:

1. Piagam Madinah.

Piagam Madinah dikenal juga dengan istilah Konstitusi Madinah. Di dalam
bahasa asalnya yaitu bahasa Arab, disebut shahifat al-Madinah. Piagam Madinah adalah
sebuah dokumen yang disusun atas perintah Nabi Muhammad SAW. Isinya merupakan
perjanjian formal antara beliau dengan semua kaum dan suku penting di Yathrib yang
kemudian berubah nama menjadi Madinah pada tahun 622 Masehi.

Di dalam dokumen tersebut ditetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-
kewajiban bagi kaum Muslimin yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor,
kaum Yahudi yang terdiri dari beberapa puak, dan beberapa komunitas penyembah
berhala yang ada di Madinah dan sekitarnya, dengan tujuan utama menggabungkan
mereka semua menjadi umat yang bersatu padu, terhindar dari pertentangan dan
peperangan yang berterusan dan saling membantu menghadapi agresi musuh bersama.

Dalam Piagam Madinah hubungan antara sesama warga yang Muslim dan non
Muslim didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam
menghadapi serangan dari luar dan menghormati kebebasan beragama. Melalui perjanjian
ini pula, seluruh warga negara --baik Muslim maupun non Muslim-- maupun negara
tetangga yang terikat dengan perjanjian ini, terjamin hak dan kewajiban politiknya secara
adil dan merata.

Piagam Madinah berisi 47 pasal yang dimulai dengan mukadimah, lalu
dilanjutkan dengan hal-hal seputar pembentukan umat, persatuan seagama, persatuan
segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara,
pimpinan negara, politik perdamaian dan penutup.

Siti Nafidah mencatat, dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak
terdapat pasal-pasal. Pemberian pasal-pasal sebanyak 47 itu baru kemudian dilakukan
oleh A.J. Winsick dalam karyanya Mohammed en de joden te Madina tahun 1928 M yang
ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam sastra Semit. Melalui karyanya itu,
Winsick mempunyai andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah di kalangan
sarjana Barat yang menekuni studi Islam. Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu
dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab. (Nafidah, 2010)

Oleh karena banyak kesalahan dalam penterjemahan Piagam Madinah ke dalam

bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam banyak referensi, maka berikut ini dipaparkan



26

teks asli Piagam Madinah beserta terjemahan dan pembagiannya menjadi 10 bab 47
pasal: (Ibn Hisyam, 1411H, 3:31-35)

I. MUKADIMAH

per (a8 agad ey gy Ui e Ol s Gl (8 il a2 (e QIS 18 el a3l
FVEPNRTAEN

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari

Muhammad Nabi Allah SAW, untuk kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal

dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri

dan berjuang bersama mereka.

Il. PEMBENTUKAN UMAT
Pasal 1

ol ()50 e Banl g Al gl )
Sesungguhnya mereka satu umat, selain dari (komunitas) manusia yang lain.

Pasal 2

O Janiill 5 g yaally aguile (53 a5 Ledlae | 5 al) 3T gy () slBlay aginsy o G e O soaleall Y
Cie3all

Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu

mengambil dan memberi diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan

dengan cara baik dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 3

Criasall O Jadll 5 oy pmally Lo (o Aila IS5 5V pglilae ) slBlaty pginy ) e Case s ¥
Banu ‘Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat di
antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 4

Critapal) (s Janll 5 (g malls Lgile (85 agia ddila JS 5 15V aelilan (O slilaty agling ) o saclu sy
Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat
di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 5

e 3all o Jandll iy prally Lgsile (o5 pgia il JS 5 (W) (0 slilaty pgins ) (o Gjall g 0
Banu Al-Harts sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat
di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 6

e el Crp Jansill 5 g pmally Laile (5065 pge ddilla (S5 5V pelilae () glilaty pglinyy Lo a5y 1
Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat
di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 7
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Critaal) G Janll 5 Cag malls Lguile (585 agia il JS 5 5V aelilaa 0 slilaty aging ) e Jladll sy Y
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar
diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 8

bl 5 g paally Lgile (o285 g il S5 (W) pelilan () glilaty aging ) o Cise (n s ee s A
Ctiazal

Banu ‘Amru bin ‘Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan

tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 9

e 3all O Jasdll 5 o g paally Lgile (o285 pgie ddilla US 5 (W) aglilaa (o slilaty aginn ) o coill 55 .9
Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat
di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 10

Op bl oy pmally aile (50 peie Al IS5 A5Y) aelilan (pslilaty aginny o usY) sis Ve
(e el

Banu Al-Aus sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik

dan adil di antara kaum mukminin.

I1l. PERSATUAN SEAGAMA
Pasal 11

Jie gl elad (8 Cagyaally o shaa () agi s e (S AY Cpiagall ()5 )
Kaum mukminin tidak membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara
mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12

Adgd (esa (se (ese Al V5 VY
Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan hamba mukmin
lainnya tanpa persetujuan (tuan)nya.

Pasal 13

e O Ciesall G dd ) Olgae sl 1 1 alls s () ) pe (i O o i) Ciesall Gl Y
pddal ol S g baes 4jle

Kaum mukminin yang bertagwa bersatu menentang orang yang melampaui batas di

antara mereka dan menuntut sesuatu secara zalim, atau jahat, atau bermusuhan atau

membuat kerusakan di kalangan kaum mukminin. Mereka kompak dalam menentangnya,

sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14
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Oese o 1S ey Vg IS 8 Liase ase JiB Y5 ) 8
Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya karena sebab membunuh orang
kafir. Seorang mukmin juga tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang
beriman.

Pasal 15

Gl (9 any ) ga agaany Giasall ()5 palial agle uag sasl s ) Aad o)y V0
Jaminan perlindungan Allah satu, diberikan kepada mereka yang paling rendah (lemah).
Kaum mukminin itu sebagiannya menjadi pelindung bagi sebagian lainnya, selain dari
(komunitas) manusia yang lain.

IV. PERSATUAN SEGENAP WARGA NEGARA
Pasal 16

el pealite V5 (pasllae ye 6 sy puaill Al (18 3 50 (g Lingi (ga 43l 5 11
Orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, mereka tidak
dizalimi dan tidak diserang.

Pasal 17

et dae g el ga o VA Qe (3 DU 3 Gase (30 (ase alln Y Baal 5 Gieall s 05 VY
Perdamaian kaum mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat
perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah,
kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18
Limny Lgpadany g Uine &3¢ 438 OS 051 A
Setiap pasukan yang berperang bersama kita bahu-membahu satu sama lain.

Pasal 19

s Gual e Guiall s piagall (s ) de 3 paoles JU Lay Gams e pgdans (o el 05 )9
Mﬁ\}

Orang-orang mukmin itu bersatu padu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam

peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk

yang terbaik dan lurus.

Pasal 20

(e sle s Jomy Vs Ladi W iy A Vle & pdia jmy W ad) Ve
Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy,
dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21

ool dag ¥ S ale Cpiapall ()5 Jsiall (g (oamsn o W) 40 258 4dld Ay e DI Lia e Jagie ) e 4l V)
Agle oY)

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus

dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman

harus bersatu dalam menghukumnya dan tidak boleh melindunginya.

Pasal 22
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Ge s sse Vs Bana eaiy o JAY) asdly Bl Gl s ddnall 028 (A Lay 8 (el Jag Y il VY

oo Y g Gy die 35 Vg Al gy dpae 5 il Al agle Gl ol o 5 s
Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, dan beriman kepada Allah
dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi perlindungan kepadanya.
Siapa yang memberi bantuan dan perlindungan untuknya, akan mendapat kutukan dan
kemurkaan Allah pada hari kiamat, dan tidak akan diterima darinya penyesalan dan
tebusan.

Pasal 23

B2 s das e ) G e se (8 ol (e 4 iilia) Laga oS35 YT
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah
Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

V. GOLONGAN MINORITAS
Pasal 24

Ol Vsala Lo (e sall ae (55885 25l 05 Y £
Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25

Y oald Qi g alls (e V) caguiil 5 agall s agind Gnalusall § agin 3 seall go:\.'u}d\cuhi QJ}Q‘;:I:\J)HOJ}_YD
Ay Jaly 4ndi V) s

Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum

Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini

berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat,

maka janganlah ia menjelekkan melainkan diri dan keluarganya.

Pasal 26
Cise (o dseal e e Jladll (a asea 0)5 YT
Kaum Yahudi Bani Najjar memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 27
Cise o sl Lo dia o al i 2gedd 5 TV
Kaum Yahudi Bani al-Harts memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 28
Cise (25l Lo Jisaebis i ased o5 YA
Kaum Yahudi Banu Sa’idah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 29
Coige sl Lo Jieadia b ased 0. VY
Kaum Yahudi Banu Jusyam memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 30

Case i asgal e Jle as¥) (G ased Ol LY
Kaum Yahudi Banu Al-Aus memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 31



30

Ay Jaly andi ) g Y adld il alla (e V) ecise (3 geal Lo Jie Al iy 356 )5 .1
Kaum Yahudi Banu Tsa’labah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf, kecuali
yang zalim dan jahat, maka janganlah ia menjelekkan melainkan diri dan keluarganya.

Pasal 32
pernilS Alel oy Lk )5 T
Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Tsa’labah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 33

S 33 Ol i i 3l Lo e gl il ) 7Y
Kaum Yahudi Banu as-Syutaibah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf. Dan
kebajikan itu tanpa dosa.

Pasal 34
agnatilS Auled ) ge 05 Y8
Sekutu-sekutu Tsa’labah memiliki hak sama seperti mereka (Banu Tsa’labah).

Pasal 35
(.@...mis J}@.\MLE.} U‘J Yo
Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) memiliki hak sama seperti mereka (Yahudi).

VI. TUGAS WARGA NEGARA

Pasal 36

V) ady Jaly ol audid b8 e adls o a B e aai Y ails 8 a2 (30 Y) agie aal a0 Y adly T
Dl e i ol olls 0

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. la

tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa

berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan

keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

Pasal 37
peie 05 Amaall 028 ol ol (e o pall agiy 05 peil Gpalusall Glo g gl 3 sl) e s TV
psthaall uaill () 5 ddlay 5 el 3l Al adl 5 Y1 (50 Ll 5 dapaill il
Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya.
Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini.
Mereka saling memberi saran dan nasehat serta kebaikan tanpa melakukan kejahatan.
Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pertolongan
diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38
Ol ) sala Le Griaall pa (585 2 56l ) YA
Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukiminin selama dalam peperangan.

VII. PERLINDUNGAN NEGARA
Pasal 39

Asall o3 JaY L ala i 0l T4
Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

Pasal 40
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A Y Jlae ye oS Jladl o 8
Orang yang berlindung diperlakukan seperti diri penjamin (pelindung), sepanjang tidak
bertindak merugikan dan tidak jahat.

Pasal 41
Lelal 3 V) A pa s Y il 8)
Jaminan (perlindungan) tidak boleh diberikan kecuali seizin ahlinya.

VIII. PIMPINAN NEGARA

Pasal 42

ha 2z g day Do il ) ed e (ld sdlud Gy i)y s e dbaaall oda Jal gw S Le 4l L €Y
ool Al s i L (8 o dl o) 5 alu g 4adle A

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang

dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan)

Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah sangat

memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 43
Lo pai e Yy G B i 4d)y €Y
Tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44

R (e o paill agin 0y £ 8
Mereka (pendukung Piagam ini) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota
Yatsrib (Madinah).

Pasal 45
e ad 48 Sl Jia 152 13 agdl 5 40 gy g 43 salliay agdld (43 guuly ) 4 sallay mlia ) 1 sen 1))y €0
el A agila (e agiian (Wbl JS e el 8 Gl e V) (paia sl
Apabila mereka (pendukung Piagam ini) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan)
memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus
dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi
ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang atas
nama agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai
tugasnya.

IX. POLITIK PERDAMAIAN

Pasal 46

O s Aaaall 038 Jal (e Gl 5l ae Al 228 JAY Le Jia o agudil 5 agall e ( s¥) S50 ()5 €7
A G

Kaum Yahudi al-Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti

kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua

pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan

(pengkhianatan).

X. PENUTUP
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Pasal 47

Csd U 138 Jany Y Al 5 ol g Abanall sda & Baal o ) o) g cdnds o V) S s Y Y
A Jgmy a2y G5 0 oal s ol il alla e V) ALaall (el 2a8 (g el zUA (e s Al Gl
&
Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sungguh Allah sangat membenarkan
dan memandang baik isi Piagam ini. Piagam ini tidak membela orang zalim dan jahat.
Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang yang tetap berada di Madinah aman,
kecuali orang yang zalim dan jahat. Sungguh Allah adalah Pelindung orang yang berbuat
baik, bertakwa dan (Pelindung) Muhammad Rasulullah SAW.

**k*

Dengan meneliti dan mencermati Piagam Madinah seperti dipaparkan di atas
dapat diambil kesimpulan seperti berikut:

1. Piagam Madinah adalah Piagam yang luar biasa karena dibuat empat belas abad
yang lalu atas perintah Nabi Muhammad SAW tatkala berhijrah dari Mekkah ke Madinah
sekitar tahun 622M. Piagam Madinah merupakan deklarasi awal yang memperkenalkan
HAM sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam masyarakat
Madinah yang plural dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan pemeluk agama.
Dengan Piagam Madinah, masyarakat dari seluruh golongan kala itu dapat bersatu padu,
saling mendukung dan tanpa tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah
mengakui dan memperhatikan masalah HAM dan bahkan telah dipraktekkan oleh kaum
Muslimin dalam kehidupan nyata jauh lebih dahulu dibanding dengan Deklarasi HAM
oleh PBB yang baru dibuat pada tahun 1948.

1. Piagam Madinah dapat disebut sebagai cikal-bakal, model dan pemicu kelahiran
dokumen-dokumen HAM lainnya menurut perspektif Islam.

2. Piagam Madinah dibuat bagi semua kelompok dan golongan masyarakat yang ada
di Madinah saat itu, yaitu kaum Mukminin dari kalangan Muhajirin dan Ansor, kaum
Yahudi dengan berbagai macam puaknya dan kaum Musyrikin di Madinah dan
sekitarnya, dengan tujuan menggabungkan keragaman tersebut menjadi satu umat yang
saling menghormati dan bahu-membahu melawan musuh bersama.

3. Semua orang dan setiap kabilah kabilah tanpa kecuali tunduk kepada sistem dan
hukum Islam. Setiap perselisihan yang terjadi baik antara orang-orang yang seagama
maupun antar agama dalam permasalahan-permasalahan duniawi, penyelesaiannya
dikembalikan kepada hukum Islam. Namun dalam masalah akidah dan ibadah, masing-
masing berhak melaksanakannya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
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Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam meskipun yang mempunyai otoritas
tertinggi saat itu di Madinah adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau.

4. Seluruh warga negara Madinah, baik Muslim maupun Non Muslim berkedudukan
sama di hadapan hukum.

5. Seluruh warga negara Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama, adil dan
tanpa diskriminasi.

6. Interaksi antara komunitas Muslim dengan non Muslim didasarkan pada prinsip-
prinsip: bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama,
membela yang lemah dan teraniaya, saling menasehati, dan menghormati agama dan
keyakinan masing-masing.

7. Stabilitas negara adalah kewajiban bersama. Tidak boleh membentuk kelompok
atau bekerjasama dan apalagi berkonspirasi dengan komunitas lain, tanpa perkenan dari

Muhammad SAW. sebagai kepala negara.

2. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Dewan Islam Eropa
pada tanggal 21 Dzul Qa’dah 1401 / 19 September 1981. Deklarasi Islam Universal Hak
Asasi Manusia ini adalah dokumen pokok kedua setelah Deklarasi Universal mengenai
Hak Asasi Manusia dalam Islam yang diumumkan di Konferensi Internasional tentang
Nabi Muhammad SAW. dan misinya, yang diadakan di London pada tanggal 12-15 April
1980.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam dicanangkan oleh Dewan
Islam Eropa untuk menandai awal abad ke-15 Hijriyah dan disusun oleh para ulama
Muslim terkemuka, ahli hukum dan perwakilan dari berbagai gerakan dan pemikiran
Islam.

Di dalam kata pengantarnya, Sekertaris Jenderal Dewan Islam Eropa antara lain
menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam Islam berakar kuat di atas keyakinan bahwa
Allah adalah Pembuat hukum dan Sumber segala hak asasi manusia. Dan oleh karena hak
asasi manusia adalah anugerah Allah, maka tidak ada penguasa, pemerintah, organisasi
atau otoritas apa pun yang boleh memperkecil atau membatasi atau membiarkannya.

Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem Islam yang
umum dan bersandar kepada al-Quran dan hadis. Menjadi suatu kewajiban atas semua
pemerintah Muslim dan organ masyarakat untuk berkomitmen terhadapnya, baik secara

tersurat maupun tersirat dalam kerangka sistem tersebut.
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Sayangnya, hak asasi manusia dilanggar dengan cara yang paling buruk dan
menjijikkan di banyak negara dunia, termasuk beberapa negara Muslim. Pelanggaran-
pelanggaran tersebut menyadarkan hati nurani dunia dengan berjalannya waktu.
(Anonim, 1981)

Deklarasi ini diharapkan memberikan dorongan kuat kepada bangsa-bangsa
Muslim untuk berdiri teguh dan membela dengan tegas dan berani hak-hak yang
diberikan kepada mereka oleh Allah.

Deklarasi ini berisi 23 pasal yang didahului dengan preambul, lalu pasal-pasal
mengenai hak hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk kesetaraan dan larangan
diskriminasi, hak untuk keadilan, hingga yang terakhir adalah pasal mengenai hak
kebebasan untuk berpindah dan berdomisili, lalu disudahi dengan penjelasan dan
referensi dari al-Quran dan hadis untuk setiap pasal.

Deklarasi ini menurut sebagian penulis, dibuat untuk menjawab bagaimana
tantangan zaman menemukan HAM dalam Islam yang seimbang, Islami dan tidak
individualistis. Tapi Deklarasi ini kurang mendapat respon dari kalangan intelektual dan
cendekiawan, baik dari dunia Islam maupun dunia Barat. Sulit menemukan referensi
mengenai Deklarasi ini. Biasanya, ia hanya disinggung secara sekilas dalam banyak
tulisan. Hal ini terjadi, mungkin karena Deklarasi ini seolah-olah dibuat sebagai saingan
Deklarasi Universal HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 dan
perumusannya senada dengannya, hanya ditambah dan dilengkapi dengan sumber Islami
yaitu al-Quran dan Hadis. Selain itu, gaya bahasa dan istilah-istilah dalam Deklarasi ini
memang sangat terasa Barat, khususnya Perancis. (Sardi, 2014).

Berikut ini dipaparkan teks asli Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia
dalam bahasa Arab dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bisa
diketahui apakah Deklarasi ini hanya sekedar copy paste dari DUHAM PBB, atau
kontennya berbeda dan memang merujuk kepada dua sumber Islam; al-Quran dan Hadis

sehingga bisa dianggap sebagai HAM Islami.

e @ G K8 4 ve ek O ) AYed Qs Gl Aikag Sl & pe QUG il Gl g
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Wabhai sekalian manusia! Sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu semua dari laki-
laki dan perempuan, dan Kami telah membuat kamu menjadi bangsa-bangsa dan suku-
suku, supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya, yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah
Maha Menegtahui lagi Maha Mengenal. (Al Quran, surat al-Hujurat 49:13)

Aalul



35

Preambul
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MENGINGAT aspirasi manusia sejak dahulu kala untuk tatanan dunia yang adil di mana
orang bisa hidup, berkembang dan makmur dalam lingkungan yang bebas dari ketakutan,
penindasan, eksploitasi dan perampasan, masih belum tercapai;
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MENGINGAT kasih sayang Ilahi kepada umat manusia yang tercermin dalam
anugerahNya berupa sarana penghidupan perekonomian yang melimpah terbuang tanpa
tanggungjawab, atau penduduk bumi dihalangi daripadanya tanpa hak;
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MENGINGAT Allah telah memberikan manusia melalui wahyuNya dalam Al-Quran dan
Sunnah Nabi Muhammad SAW kerangka hukum dan moral yang mengikat dan mengatur
lembaga-lembaga kemanusiaan;
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MENGINGAT hak asasi manusia yang ditetapkan oleh hukum llahi bertujuan untuk
menganugerahkan martabat dan kehormatan kepada umat manusia dan untuk
menghilangkan penindasan dan kezaliman;
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MENGINGAT hak-hak berdasarkan sumber Ilahi ini tidak bisa dilanggar atau dibatalkan
atau diabaikan oleh pemerintah atau organisasi atau lembaga lain, dan tidak bisa dibuang
atau diubah;
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Oleh karena itu, kami sebagai orang-orang Islam yang yakin kepada:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

9)

Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Sang Pencipta, Pemberi rezeki,

Tuan, Pemberi petunjuk kepada manusia dan Sumber segala hukum;

kekhalifahan manusia yang telah diciptakan untuk mewujudkan kehendak Allah di

bumi;

hikmah bimbingan Ilahi yang dibawa oleh para nabi, yang misinya menemukan titik

puncak dalam pesan Ilahi akhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW

kepada seluruh umat manusia;

bahwa rasionalitas saja tanpa cahaya wahyu dari Allah tidak bisa menjadi panduan

pasti dalam urusan manusia dan tidak bisa menyediakan santapan rohani bagi jiwa

manusia. Dan bahwa ajaran Islam merupakan intisari dari bimbingan Ilahi dalam
bentuknya yang sempurna, merasa berkewajiban untuk mengingatkan manusia akan
status tinggi dan martabat yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah;

dakwah kepada seluruh manusia menuju misi Islam;

ketentuan perjanjian awal kami dengan Allah, tugas dan kewajiban kami memiliki

prioritas di atas hak-hak kami, dan bahwa ada tugas terletak di bahu kami masing-

masing untuk menyebarkan ajaran Islam, dengan kata-kata, perbuatan dan dengan
segala cara yang sesuai, dan untuk membuat ajaran tersebut efektif bukan hanya
dalam kehidupan pribadi kita, tetapi juga di dalam masyarakat sekitar Kita;

kewajiban kami untuk membangun sebuah tatanan Islam:

1) di mana semua manusia sama, tanpa ada yang menikmati hak istimewa yang
membedakannya dengan orang lain atau menderita diskriminasi karena alasan ras,
warna kulit, jenis kelamin, asal atau bahasa;

2) di mana semua manusia dilahirkan bebas;

3) di mana perbudakan dan kerja paksa dibenci;

4) di mana kondisi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga institusi keluarga
harus dilestarikan, dilindungi dan dihormati sebagai dasar dari kehidupan sosial;

5) di mana penguasa dan rakyat sama-sama tunduk dan sama di hadapan hukum
tersebut;

6) di mana ketaatan harus diberikan kepada perintah yang sejalan dengan hukum;
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7) di mana semua kekuasaan duniawi dianggap sebagai amanat suci yang harus
dilaksanakan dalam batas yang ditentukan oleh syariat dan dalam cara yang
disetujui olehnya, dan dengan memperhatikan prioritas yang ditetapkannya;

8) di mana semua sumber daya ekonomi akan diperlakukan sebagai berkah Ilahi
yang diberikan kepada umat manusia, untuk dinikmati oleh semua sesuai dengan
aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah;

9) di mana semua urusan publik harus ditentukan dan dipimpin, dan kewenangan
untuk mengurusnya harus dilaksanakan setelah musyawarah antara orang-orang
beriman yang memenuhi syarat untuk berkontribusi pada keputusan yang sesuai
baik dengan syariat maupun kepentingan publik;

10)di mana setiap orang harus melakukan kewajiban secara proporsional sesuai
dengan kapasitasnya dan memikul tanggung jawab sesuai perbuatannya;

11)di mana setiap orang, dalam kasus pelanggaran hak-haknya, yakin langkah-
langkah perbaikan yang tepat sesuai dengan syariat;

12) di mana tidak seorangpun dapat dirampas haknya yang dijamin syariat, melainkan
yang dibenarkan dan sejauh yang diizinkan oleh syariat;

13) di mana setiap individu berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap siapa
saja yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau
terhadap salah satu anggotanya,;

14) di mana setiap usaha harus dilakukan untuk:

i. menjamin pembebasan umat manusia dari setiap jenis eksploitasi, kezaliman
dan penindasan,

ii. menjamin keamanan, martabat dan kebebasan untuk semua, sesuai dengan
hukum dan cara-caya yang dapat diterima serta dalam batasan-batasan yang
ditetapkan oleh hukum;
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Dengan ini, sebagai hamba Allah dan sebagai anggota Persaudaraan Islam Universal,
pada awal abad XV dari Era Islam, menegaskan komitmen kami untuk menjunjung tinggi
hak asasi manusia berikut yang tidak dapat diganggu-gugat dan dicabut dan yang kami
anggap ajaran inti Islam.
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I. Hak Hidup
a) Kehidupan adalah suci dan ia dijamin untuk setiap manusia dan setiap usaha harus
dilakukan untuk melindunginya. Tidak boleh menghilangkan nyawa melainkan dengan
alasan yang dibenarkan hukum.
b) Setiap manusia memiliki kehormatan dalam kehidupannya dan setelah kematiannya,
dan keselamatan badan manusia terpelihara dan tidak boleh diganggu gugat.
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Il. Hak untuk Kebebasan

a) Manusia dilahirkan bebas. Tidak ada orang yang boleh membatasi kebebasannya
melainkan yang ditetapkan hukum.

b) Setiap orang dan setiap bangsa menikmati hak yang tidak bisa diganggu gugat berupa
kebebasan fisik, budaya, ekonomi dan politik, dan berhak untuk berjuang dengan segala
cara melawan setiap pelanggaran hak ini. Hukum menjamin hak setiap orang atau bangsa
yang tertindas untuk meminta dukungan dari orang atau masyarakat lain dalam
perjuangannya itu.
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I11. Hak untuk Kesetaraan dan Larangan Diskriminasi
a) Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak atas peluang yang sama dan
perlindungan di bawah naungannya.
b) Semua orang berhak atas upah yang adil sebagai imbalan atas pekerjaannya.
c) Tidak ada seorangpun yang dihalangi dari peluang kerja atau diperlakukan secara
diskriminatif dan mendapat penyiksaan fisik dengan alasan keyakinan agama, warna
kulit, asal, jenis kelamin atau bahasa.
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IV. Hak untuk Keadilan
a) Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum, dan hanya sesuai
dengan hukum saja.
b) Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk memprotes kezaliman; dan untuk
menggunakan cara-cara yang dibenarkan hukum untuk menuntut pencederaan dan
kerugian yang tidak sah dan untuk mempertahankan diri dari tuduhan-tuduhan yang
ditujukan kepadanya dan mendapatkan peradilan yang adil di dalam pengadilan
independen dalam perselisihannya dengan otoritas publik atau otoritas lainnya.
c) Setiap orang memiliki hak dan kewajiban membela hak-hak orang lain dan masyarakat
pada umumnya (Hisbah).
d) Tidak ada seorangpun mendapatkan diskriminasi ketika membela hak-hak pribadi
maupun publik.
e) Setiap Muslim memiliki hak dan kewajiban menolak mematuhi setiap perintah yang
bertentangan dengan hukum, dari manapun sumbernya.
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V. Hak untuk Peradilan Yang Adil
a) Setiap terdakwa bebas sehingga terbukti bersalah di depan pengadilan independent dan
adil.
b) Setiap terdakwa bebas sehingga terbukti bersalah melalui peradilan adil yang
memberikan segala jaminan yang cukup untuk pembelaannya.
¢) Hukuman tidak diberikan melainkan sesuai ketentuan hukum syariat sebanding dengan
keseriusan kejahatan dan dengan mempertimbangkan keadaan di mana perbuatan tersebut
dilakukan.
d) Tidak ada tindakan kejahatan melainkan yang dinyatakan dengan jelas dalam syariat.
e) Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sebagai pengikut, anggota
keluarga atau kelompoknya tidak memiliki tanggung jawab pidana selama mereka tidak
turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan kejahatan
tersebut.
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V1. Hak Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan
Setiap orang memiliki hak perlindungan dari pelecehan oleh lembaga resmi. la tidak
bertanggung jawab untuk menjustifikasi dirinya sendiri kecuali untuk membuat
pembelaan atas tuduhan yang dibuat terhadap dirinya atau di dalam keadaan di mana ia
diduga secara logis melakukan kejahatan.
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VII. Hak Perlindungan Terhadap Penyiksaan
Tidak boleh ada orang yang harus mengalami penyiksaan fisik atau psikis atau perlakuan
yang menghinakan atau mendapat ancaman pencederaan, atau untuk salah seorang
kerabat atau kawan karibnya, atau memaksanya untuk mengakui perbuatan jahat atau
menekannya untuk menyetujui suatu perbuatan yang membahayakan kepentingannya.
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VI11. Hak Perlindungan Kehormatan dan Reputasi
Setiap orang memiliki hak untuk membela kehormatan dan reputasinya melawan fitnah
dan tuduhan tidak berdasar atau upaya penghinaan dan pemerasan.

esadll 5 IX
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IX. Hak Suaka

a) Setiap orang berhak untuk mencari perlindungan di Negara lain jika ditindas. Hak ini

dijamin untuk setiap orang tanpa memandang ras, agama, warna kulit dan jenis

kelaminnya.

b) Al-Masjid Al-Haram di Mekah adalah tempat perlindungan bagi seluruh umat Islam.
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X. Hak Minoritas
a) Prinsip Al-Qur'an "Tidak ada paksaan dalam agama" mengatur hak-hak agama bagi
minoritas non-Muslim.
b) Di negara Muslim, minoritas agama berhak menentukan pilihan untuk diatur sesuai
dengan hukum Islam dalam urusan sipil dan pribadi mereka, atau sesuai dengan hukum
mereka sendiri.
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XI1. Hak dan Kewajiban Berpartisipasi Dalam Manajemen Urusan Publik
a) Sesuai dengan hukum syariat, setiap individu dalam masyarakat (umat) berhak untuk
memangku jabatan publik.
b) Musyawarah adalah dasar hubungan administratif antara pemerintah dan
rakyat. Rakyat berhak memilih atau melengserkan pemerintahnya sesuai prinsip ini.
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XI11. Hak untuk Kebebasan Berkeyakinan, Berpikir dan Berucap
a) Setiap orang berhak untuk mengungkapkan pikirannya dengan bebas selama tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Siapapun tidak berhak menyebarkan
kemungkaran atau hal-hal yang melanggar etika umum atau hal-hal yang mendorong
untuk berbohong atau fitnah atau menjelekkan orang lain.
b) Menuntut ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran adalah hak dan kewajiban setiap
Muslim.
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¢) Setiap Muslim memiliki hak dan kewajiban untuk memprotes dan melawan penindasan
(dalam batas-batas yang ditetapkan hukum syarait), meskipun hal itu menantang otoritas
tertinggi di dalam negara.

d) Tidak boleh memberi batasan terhadap penyebaran informasi asalkan tidak
membahayakan keamanan masyarakat dan selama masih dalam batas-batas yang
ditetapkan oleh syariat.

e) Tidak seorangpun boleh menghina atau mengejek keyakinan agama orang lain atau
menghasut permusuhan publik terhadap mereka. Menghormati perasaan keagamaan
orang lain adalah kewajiban setiap Muslim.
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XI111. Hak Kebebasan Beragama
Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinan
agamanya.
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X1V. Hak untuk Berpartisipasi dalam Perkumpulan
a) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara individual maupun kolektif dalam
kehidupan agama, sosial, budaya dan politik masyarakat dan dalam membangun lembaga
dan instansi yang memerintahkan apa yang benar dan mencegah apa yang mungkar.
b) Setiap orang berhak untuk memperjuangkan pembentukan lembaga di mana
pemenuhan hak-hak ini akan dimungkinkan. Masyarakat dan Negara pada umumnya,
harus membangun kondisi sehingga memungkinkan orang-orang mengembangkan
kepribadian mereka.
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XV. Sistem Ekonomi dan Hak-hak yang Berkembang darinya
a) Dari segi perekonomian, semua orang berhak atas manfaat penuh dari alam dan semua
sumber dayanya. Ini adalah berkat yang diberikan oleh Allah demi kepentingan umat
manusia secara keseluruhan.
b) Semua orang berhak mencari nafkah sesuai hukum syariat.
c) Setiap orang berhak untuk memiliki harta secara individual maupun bersekutu.
Kepemilikan negara atas sebagian sumber daya ekonomi tertentu untuk kepentingan
umum adalah sah.
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d) Orang miskin memiliki hak atas sebagian kekayaan orang kaya sebagaimana
ditetapkan oleh undang-undang zakat, yang dipungut dan dikumpulkan sesuai dengan
syariat.

e) Semua alat-alat produksi harus  dimanfaatkan untuk  kepentingan
masyarakat (umat) secara keseluruhan, dan tidak boleh diabaikan atau disalahgunakan.

f) Dalam rangka untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang seimbang dan
untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi, syariat melarang monopoli, praktek-
praktek perdagangan yang tidak masuk akal dan terbatas, riba, penggunaan paksaan
dalam pembuatan kontrak dan publikasi iklan yang menyesatkan.

g) Semua kegiatan ekonomi diperbolehkan dengan syarat tidak merugikan kepentingan
masyarakat (umat) atau melanggar hukum dan nilai-nilai Islam.
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XVI. Hak Perlindungan Properti
Properti tidak boleh dicabut kecuali untuk kepentingan umum dan dengan pembayaran
kompensasi yang adil.
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XVII. Status dan Martabat Pekerja
Islam menghormati kerja dan pekerja dan memerintahkan umat Islam tidak hanya untuk
memperlakukan pekerja dengan adil saja tetapi dengan murah hati juga. Dia tidak hanya
menikmati hak upah yang diterimanya dengan segera, tetapi juga berhak mendapat
istirahat dan relaksasi.
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XVI11. Hak untuk Jaminan Sosial
Setiap orang memiliki hak atas pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan
perawatan medis sesuai dengan kemampuan. Masyarakat dan Negara harus menganggap
hal itu suatu kewajiban khususnya untuk semua individu yang tidak bisa mengurus diri
sendiri karena cacat sementara atau permanen.
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XIX. Hak untuk Membentuk Keluarga
a) Setiap orang berhak menikah untuk membentuk keluarga dan mendidik anak-anaknya
sesuai dengan agama, tradisi dan budayanya. Setiap pasangan berhak atas hak-hak dan
keistimewaan tersebut sebagaimana mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang
ditetapkan oleh hukum syariat.
b) Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan menghormati dan
menghargai pasangannya itu.
¢) Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya menurut kemampuannya.
d) Setiap anak berhak dibesarkan di dalam pangkuan kedua orang tuanya. Dilarang
memperkerjakan anak pada usia dini atau membebani mereka dengan beban yang
menghalangi pertumbuhan dengan baik atau membahayakan mereka.
e) Jika orang tua karena suatu alasan tidak dapat melaksanakan kewajiban mereka
terhadap anak, maka tanggung jawab Negara melaksanakannya dengan uang rakyat.
f) Setiap orang berhak atas bantuan material, serta perawatan dan perlindungan dari pihak
keluarganya selama masa kanak-kanak, masa tua dan masa ketidakmampuannya. Kedua
orang tua berhak atas bantuan material serta perawatan dan perlindungan dari anak-anak
mereka.
g) Ibu berhak atas penghormatan, perawatan dan bantuan dari pihak keluarga dan organ-
organ publik dalam masyarakat (umat).
h) Di dalam keluarga, pria dan wanita berbagi kewajiban dan tanggung jawab mereka
sesuai dengan jenis kelamin, bakat dan kecenderungan alami mereka, selalu
melaksanakan tanggung jawab mereka kepada anak-anak dan kaum kerabat mereka.
i) Tidak ada orang yang boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh ada yang dirampas
atau dikurangi kepribadian hukumnya karena perkawinan.
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XX. Hak Perempuan Menikah
Setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk:
a) tinggal di rumah di mana suaminya tinggal,
b) menerima segala sesuatu yang pokok untuk hidup mulia yang tidak kurang standarnya
dari kehidupan suaminya. Dan dalam hal perceraian, menerima selama masa iddah
sepadan kemampuan suaminya nafkah untuk dirinya dan anak-anak yang diasuhnya,
tanpa memandang kepada status keuangan, pekerjaan dan propertinya.
¢) mencari dan mendapatkan perceraian secara khulu' sesuai dengan hukum syariat. Hak
ini merupakan tambahan haknya untuk meminta cerai melalui pengadilan.
d) mewarisi dari suaminya, keluarganya, anak-anaknya dan kerabat lainnya sesuai dengan
hukum;
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e) penjagaan suaminya atau mantan suaminya setelah bercerai, terhadap rahasia atau
informasi yang terkadang dibongkar oleh suaminya tersebut yang pembongkarannya itu
merugikannya. Tanggung jawab yang sama tersandar pada dirinya dalam hal suaminya
atau mantan suaminya.
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XXI . Hak atas Pendidikan
a) Setiap orang berhak untuk menerima pendidikan sesuai dengan kemampuan
alamiahnya.
b) Setiap orang berhak atas kebebasan memilih profesi dan mengembangkan bakat
alaminya.
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XXII. Hak Privasi
Setiap orang berhak atas perlindungan privasinya.
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XXI111 Hak Kebebasan Berpindah dan Berdomisili
a) Mengingat fakta bahwa Dunia Islam adalah Umat Islam yang sebenar-benarnya,
maka setiap Muslim memiliki hak berpindah di dalam dan antar Negara-negara Islam.
b) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk meninggalkan atau pindah dari negaranya
secara sewenang-wenang dan tanpa alas an yang diterima hukum.
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Penjelasan
1. Dalam perumusan HAM di atas, kecuali konteksnya menyediakan sebaliknya:
a) Istilah 'orang’ atau ‘individu’ mengacu kepada kedua jenis kelamin laki-laki
dan perempuan.
b) Istilah 'hukum' menunjukkan syariah , yaitu prinsip-prinsip yang disarikan dari
Al-Quran dan Sunnah dan undang-undang lainnya yang disimpulkan dengan
metode-metode yang layak sesuai fikih Islam.
2. Masing-masing dari HAM yang tercantum dalam Deklarasi ini membawa kewajiban
yang sepadan.
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3. Dalam melaksanakan dan menikmati hak-hak tersebut di atas, setiap orang terikat
kepada pembatasan seperti yang diperintahkan oleh syariat dengan tujuan memelihara
dan menghormati pengakuan wajib atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan
komitmen terhadap moral, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat (umat) secara
keseluruhan.

Teks Arab dari Deklarasi ini adalah teks asli.

*k%k

Dari pemaparan mengenai Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia yang
dicanangkan oleh Dewan Islam Eropa pada tahun 1981 dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia adalah suatu usaha yang sangat
mulia untuk mempromosikan kembali hak asasi manusia menurut perspektif Islam,
setelah Piagam Madinah yang disusun pada era Nabi Muhammad SAW.

2. Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif tidak mungkin
melalaikan hak-hak manusia yang mendasar dan sepenting ini. Bahkan menurut
pandangan intelektual dan cendekiawan Muslim, HAM adalah ajaran inti Islam. Hak dan
kebebasan manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari Islam.

3. Melihat konten Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia dan
referensinya, jelas menunjukkan bahwa ia bukan copy paste dari DUHAM PBB. Memang
diakui banyak persamaan antara keduanya, namun ada beberapa perbedaan yang jika
dirunut sebabnya adalah karena perbedaan sumber referensi. Deklarasi Universal Islam
merujuk kepada al-Quran dan hadis, sehingga hak-hak dasar yang dianugerahkan kepada
manusia dibatasi oleh keduanya.

4. Deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia berdasarkan sumber llahi
yaitu al-Quran dan hadis dan merupakan anugerah Allah sehingga tidak bisa dilanggar
atau dibatalkan atau diabaikan oleh pemerintah atau organisasi atau lembaga apa pun
lainnya, serta tidak bisa dibuang atau diubah.

5. Deklarasi ini memberikan banyak hak dasar kepada manusia; seperti hak
hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk kesetaraan dan larangan diskriminasi, hak untuk
keadilan, hingga yang terakhir adalah hak kebebasan untuk berpindah dan berdomisili.

6. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk mengungkapkan pikirannya
dengan bebas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menyebarkan
kemungkaran atau hal-hal yang melanggar etika umum atau hal-hal yang mendorong
kebohongan atau fitnah atau menjelekkan orang lain termasuk ke dalam hal-hal yang
dilarang dan bukan termasuk hak asasi manusia.
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7. Deklarasi ini memberikan jaminan penuh terhadap hak setiap orang atas
kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya.

8. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk menikah guna membentuk
keluarga dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama, tradisi dan budayanya. Setiap
pasangan berhak atas hak-hak dan keistimewaan tersebut sebagaimana mempunyai
kewajiban-kewajiban seperti yang ditetapkan oleh hukum syariat.

9. Deklarasi ini menyatakan bahwa di sebalik hak-hak yang dinyatakan ada
tanggung-jawab seimbang yang menyertainya.

10. Deklarasi ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan dan menikmati hak-
haknya, setiap orang terikat kepada pembatasan seperti yang diperintahkan oleh syariat,
dengan tujuan memelihara dan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, dan
komitmen terhadap moral, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat (umat) secara

keseluruhan.

3. Deklarasi Cairo.

Deklarasi Cairo tentang Hak Asasi Manusia di dalam Islam adalah deklarasi yang
dilakukan oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam yang diadopsi di
Cairo, Mesir, pada tahun 1990. Deklarasi Cairo mengetengahkan hak asasi manusia
menurut perspektif Islam dan mengkonfirmasi hukum Islam sebagai sumber satu-satunya
baginya.

Deklarasi Cairo ini seringkali dipandang sebagai respon kepada DUHAM PBB
yang diadopsi tahun 1948. Deklarasi Cairo ini tandangani oleh 45 negara anggota OKI.
Pada tahun 1992 Deklarasi Cairo ini dipresentasikan di Komisi HAM PBB, tapi saat itu
dikutuk secara keras oleh Komisi Hakim Internasional. (Wikipedia, 2010).

Deklarasi Cairo menyatakan tujuannya yaitu sebagai pedoman umum bagi negara-
negara anggota OKI dalam bidang hak asasi manusia. Di dalam Mukadimahnya,
Deklarasi Cairo menegaskan bahwa umat manusia hingga kini masih bingung di antara
keyakinan dan ideologi yang berbeda dan saling bertentangan dan bahwa umat manusia
masih menghadapi masalah kronis peradaban materialistik. Oleh karena itu, untuk
berkontribusi dalam upaya umat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia yang
bertujuan melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk menegaskan
kebebasannya dalam kehidupan bermartabat sesuai dengan syariat Islam, Deklarasi ini
dibuat.
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Deklarasi Cairo terdiri dari Mukadimah dan 25 Pasal. Tidak ada judul pada setiap
Pasal. Namun Pasal-pasalnya dimulai dengan Pasal berkaitan dengan kesamaan manusia
di hadapan Allah dalam martabat, kewajiban dan tanggung jawab dasar; Tiada
keunggulan manusia atas yang lainnya melainkan berdasarkan takwa dan perbuatan baik;
Hidup di dunia ini adalah anugerah Allah dan semua manusia dijamin dan dilindungi
kehidupannya; Manusia tidak boleh disakiti dan apalagi diambil nyawanya tanpa alasan
yang dibenarkan syariat; Orang yang tidak terlibat perang tidak boleh dibunuh; Nama
baik seseorang dilindungi waktu hidupnya dan setelah kematiannya, dan diakhiri dengan
Pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa semua hak dan kebebasan yang diatur dalam
Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat Islam (Pasal 24), dan bahwa Syariat Islam
adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap pasal dari
Deklarasi ini. (Pasal 25).

Berikut ini dipaparkan Deklarasi Cairo dalam bahasa aslinya beserta
terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia agar bisa dikaji dan diteliti secara mendalam

mengenai kontennya.

DEKLARASI CAIRO TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Konferensi Islam ke-19 Menteri Luar Negeri (Sesi Perdamaian, Interdependensi dan
Pembangunan), yang diselenggarakan di Cairo, Republik Arab Mesir, 9-14 Muharram
1411H (31 Juli-5 Agustus 1990M),

MENYADARI kedudukan manusia dalam Islam sebagai khalifah Allah di bumi;
MENYADARI pentingnya mengeluarkan Dokumen Hak Asasi Manusia dalam Islam yang
akan berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara anggota dalam semua aspek
kehidupan;

MEMERIKSA tahapan penyusunan draf Dokumen ini sejauh ini yang telah dilalui, dan
laporan yang relevan dari Sekretaris Jenderal;

MEMERIKSA laporan pertemuan Komite Ahli Hukum yang diselenggarakan di Teheran
dari tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 1989;

SETUJU untuk mengeluarkan Deklarasi Cairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam
yang akan berfungsi sebagai pedoman umum untuk negara-negara anggota di bidang
HAM.
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Mukadimah
Untuk menegaskan peran peradaban dan sejarah umat Islam yang dijadikan Allah sebagai
komunitas terbaik yang memberikan kepada kemanusiaan peradaban universal dan
seimbang, yang mengikat dunia dengan akhirat dan mengkombinasikan antara ilmu dan
iman, dan untuk memenuhi harapan dari komunitas ini untuk membimbing seluruh umat
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manusia yang bingung di antara keyakinan dan ideologi yang berbeda dan saling
bertentangan dan mempersembahkan solusi untuk semua masalah kronis peradaban
materialistik ini.
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Dan untuk berkontribusi dalam upaya umat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia
yang bertujuan melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk
menegaskan kebebasannya dalam kehidupan bermartabat sesuai dengan syariat Islam.
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Dan karena keyakinannya bahwa umat manusia yang telah mencapai stadium lanjut
dalam ilmu materialistis masih dan akan tetap membutuhkan iman untuk mendukung
peradabannya serta kekuatan motivasi diri untuk menjaga hak-haknya;
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Dan karena percaya bahwa hak pokok dan kebebasan umum menurut Islam merupakan
bagian integral dari agama Islam, dan bahwa tidak ada yang berhak secara prinsip untuk
menghapuskannya baik secara keseluruhan atau sebagiannya, atau melanggar atau
mengabaikannya di dalam hukum llahi yang diturunkan di dalam kitab-kitabNya dan
diutus karenanya penutup RasulNya dan disempurnakan dengannya risalah langit,
sehingga menjaga hak-hak dan kebebasan mendasar adalah suatu tindakan ibadah,
sedangkan kelalaian atau pelanggaran terhadapnya adalah suatu kemungkaran agama.
Setiap orang bertanggung jawab atas secara sendiri-sendiri dan umat bertanggungjawab
atasnya secara bersama, dan bahwa negara-negara anggota di dalam Organisasi
Konferensi Islam berdasarkan hal-hal tersebut di atas menyatakan sebagai berikut:
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Pasal 1
(A) Semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya dipersatukan oleh
perhambaan mereka kepada Allah dan keturunan dari Adam. Semua manusia adalah
sama dalam hal martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar, tanpa
diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi
politik, status sosial atau pertimbangan lain. Akidah yang benar adalah jaminan terhadap
martabat seperti ini menuju integritas manusia.
(B) Semua manusia adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah
mereka yang paling bermanfaat bagi makhlukNya, dan tidak ada yang memiliki
keunggulan atas yang lain kecuali atas dasar ketakwaan dan perbuatan baik.
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Pasal 2

(A) Kehidupan adalah karunia Allah dan dijamin untuk setiap manusia. Tugas individu,
masyarakat dan negara melindungi hak ini terhadap setiap pelanggaran, dan dilarang
mengambil nyawa tanpa alasan yang ditentukan syari‘at.

(B) Dilarang menggunakan cara apapun yang dapat mengakibatkan genosida umat
manusia.

(C) Pelestarian kehidupan manusia selama masa waktu dikehendaki oleh Allah adalah
kewajiban yang ditentukan oleh syari‘at.

(D) Keselamatan fisik manusia dijamin. la tidak boleh disakiti sebagaimana tidak boleh
dihinakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan tugas negara untuk melindunginya.

3 salad) °
cJikall 5 31 a5 adllS JUll 3 agd A8 jLia ¥ (pe JB jsa Y ddaliall Gile Jhall i 358 alasial dla 6 -
o s o I Ja a a5 sy pada OF D5 sl OF B G aialls sl

U8 oyl L i ) ul) plaial BN 5 uY)
S ) Caaly gaall dpaal) clliially el cu A3 o g el g ol U S aEl) adad Gean Y -

FEIINETS

Pasal 3
(A) Dalam situasi penggunaan kekuatan dan konflik bersenjata, tidak diperbolehkan
untuk membunuh pihak yang tidak berperang seperti orang tua, wanita dan anak-
anak. Orang yang luka dan sakit memiliki hak perawatan medis; dan tawanan perang
memiliki hak makanan, perlindungan dan pakaian. Dilarang mutilasi mayat. Wajib tukar-
menukar tawanan perang dan mempertemukan keluarga yang terpisah karena sebab
keadaan perang.
(B) Dilarang menebang pohon, menghancurkan tanaman dan ternak, menghancurkan
bangunan dan instalasi sipil musuh dengan tembakan atau peledakan atau cara lainnya.
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Pasal 4
Setiap manusia berhak atas kesucian dirinya dan perlindungan atas nama baiknya selama
hidupnya dan setelah kematiannya. Negara dan masyarakat harus melindungi tubuhnya
dan tempat pemakamannya (dari penodaan).
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(A) Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembuatan sebuah
keluarga. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan yang
mencegah mereka menggunakan hak ini yang berasal dari ras, warna kulit atau
kebangsaan.

(B) Masyarakat dan Negara harus menghapus semua hambatan untuk pernikahan, dan
justru memfasilitasinya dan melindungi keluarga dan menjaga kesejahteraannya.
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Pasal 6
(A) Perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia, dan ia memiliki hak
sendiri sebagaimana ia memiliki kewajiban, dan ia memiliki entitas sipil dan kebebasan
finansialnya sendiri, serta hak untuk mempertahankan nama dan keturunannya.
(B) Suami wajib memberi nafkah kepada keluarga dan bertanggung jawab atas
pemeliharaannya.
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Pasal 7
(A) Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orang tua, masyarakat dan negara untuk
diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, kesehatan dan moral. Janin dan
ibu juga harus dijaga dan diberi perhatian khusus.
(B) Orang tua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis
pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, asalkan mereka
mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai
etika dan hukum-hukum syariat.
(C) Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat
mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan hukum-hukum syariat.
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Pasal 8
Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati kelayakannya yang sah dengan segala hak
istimewa dan kewajibannya. Dalam hal kelayakan tersebut hilang atau berkurang, wali
orang tersebut mewakilinya.
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Pasal 9
(A) Mencari pengetahuan merupakan kewajiban, dan penyediaan pendidikan adalah tugas
dari masyarakat dan Negara. Negara harus menjamin ketersediaan metode, sarana dan
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keragaman pendidikan untuk kepentingan masyarakat dan memungkinkan orang
mengetahui agama Islam dan rahasia alam semesta serta dapat menundukkannya untuk
kepentingan umat manusia.

(B) Di antara hak setiap manusia atas berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan dari
kalangan keluarga, sekolah, media massa dan lainnya ialah mendapatkan pendidikan
manusia secara agama dan keduniaan dengan lengkap.
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Pasal 10
Islam adalah agama fitrah. Dilarang melakukan segala bentuk paksaan terhadap manusia
dengan mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuannya untuk mengubah agamanya
ke agama lain atau ateisme.
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Pasal 11
(A) Manusia dilahirkan bebas, dan tidak seorangpun memiliki hak untuk memperbudak,
menghina, menindas atau mengeksploitasinya. Tidak ada penghambaan kepada selain
Allah Ta’ala.
(B) Kolonialisme dengan semua jenisnya yang merupakan salah satu bentuk paling jahat
dari perbudakan dilarang dengan larangan yang pasti. Masyarakat yang menderita
kolonialisme memiliki hak penuh atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Semua
Negara dan bangsa harus mendukung perjuangan rakyat terjajah untuk membasmi segala
bentuk kolonialisme atau pendudukan, dan semua bangsa memiliki hak untuk
mempertahankan identitas mereka yang independen dan menguasai kekayaan dan sumber
daya alam.
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Pasal 12
Setiap orang berhak, dalam kerangka syariat, kebebasan berpindah dan memilih tempat
tinggalnya baik di dalam atau di luar negaranya. Dan jika dianiaya, ia berhak mencari
suaka di negara lain, dan Negara pengungsian wajib memberikan perlindungan
terhadapnya sehingga keselamatannya terjamin, selama alasan pencarian suaka bukan
melakukan suatu tindakan kriminal dalam pandangan syariat.
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Pasal 13

Kerja adalah hak yang dijamin oleh Negara dan Masyarakat untuk setiap orang yang
mampu bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan yang sesuai demi mewujudkan
kepentingannya dan kepentingan masyarakat. Karyawan berhak untuk menikmati
keselamatan dan keamanan serta semua jaminan sosial lainnya. Dia tidak boleh dibebani
dengan sesuatu di luar kemampuannya, atau dipaksa atau dieksploitasi atau
dibahayakan. Dia berhak -tanpa diskriminasi antara pria dan wanita- atas upah yang adil
untuk pekerjaannya tanpa penundaan, serta tunjangan, liburan dan promosi yang menjadi
haknya. Oleh karena itu, ia wajib bekerja dengan ikhlas dan profesional. Apabila pekerja
dan pengusaha berbeda pendapat tentang suatu masalah, Negara harus campur tangan
untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, menghilangkan kezaliman, mendukung yang
benar dan menegakkan keadilan tanpa bias.
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Pasal 14
Setiap orang berhak mencari penghidupan yang sah, tanpa monopoli atau penipuan atau
menyebabkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Riba secara tegas dilarang.
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Pasal 15
(A) Setiap orang berhak untuk memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang sah, dan
berhak untuk menikmati hak kepemilikan tanpa membahayakan diri sendiri, orang lain
atau masyarakat. Pengambilalihan kepemilikan tidak diperbolehkan kecuali untuk
kepentingan umum dan atas pembayaran kompensasi yang segera dan adil.
(B) Perampasan dan penyitaan harta dilarang kecuali dengan ketentuan hukum.
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Pasal 16
Setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari ilmu pengetahuan, kesusasteraan,
kesenian atau kerja teknisnya, dan ia berhak atas perlindungan kepentingan moral dan
materialnya yang kembali kepadanya, selama hasil karya tersebut tidak bertentangan
dengan hukum-hukum syariat.
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(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dari kerusakan dan
wabah moral, yang akan mendukung perkembangan kepribadiannya, dan Negara dan
masyarakat harus menyediakan hak ini.

(B) Setiap orang berhak terhadap masyarakat dan Negaranya atas perawatan medis dan
sosial dengan mempersiapkan semua fasilitas umum yang diperlukan pada batas-batas
yang dimungkinkan.

(C) Negara harus menjamin hak setiap orang atas kehidupan layak yang dapat
memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang
ditanggungnya, termasuk di dalamnya pangan, pakaian, perumahan, pendidikan,
perawatan kesehatan dan semua kebutuhan dasar lainnya.
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Pasal 18
(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam keadaan aman untuk dirinya sendiri, agama,
keluarga, kehormatan dan hartanya.
(B) Setiap orang berhak atas privasi dalam pelaksanaan urusan pribadinya, di rumahnya,
di antara keluarganya, berkenaan dengan properti dan hubungannya. Tidak dibenarkan
memata-matai dia atau menempatkannya di bawah pengawasan atau menodai nama
baiknya. Negara harus melindungi dirinya dari setiap intervensi sewenang-wenang.
(C) Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat dalam semua keadaan. Tidak
dibenarkan masuk tanpa izin dari pemiliknya atau dengan cara melanggar hukum, dan
tidak dibenarkan menghancurkan rumah tersebut atau menyitanya ata mengusir
penghuninya.
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Pasal 19
(A) Semua orang sama di depan hukum, tanpa perbedaan antara pemerintah dan yang
diperintah.
(B) Hak untuk menggunakan keadilan dijamin untuk semua orang.
(C) Tanggung jawab itu pada dasarnya adalah untuk masing-masing individu.
(D) Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali sebagaimana diatur dalam hokum syariat.
(E) Terdakwa tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan adil di
mana ia diberi semua jaminan untuk mempertahankan diri.
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Tidak diperbolehkan menangkap seorang individu atau membatasi kebebasannya atau
mengasingkannya atau menghukumnya tanpa alasan yang sah. Tidak diperblehkan
melakukan penyiksaan fisik atau psikologis atau segala bentuk penganiayaan, kekejaman
atau penghinaan yang menafikan martabat manusia. Tidak diperbolehkan juga
menjadikan seseorang sebagai objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa kerelaannya dan
dengan syarat tidak menempatkan kesehatan atau hidupnya dalam bahaya. Sebagaimana
tidak diperbolehkan membuat undang-undang darurat yang memberikan kewenangan
eksekutif untuk tindakan tersebut.
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Pasal 21
Mengambil sandera di bawah bentuk apapun atau untuk tujuan apapun dilarang.
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Pasal 22
(A) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dengan cara
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
(B) Setiap orang berhak untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma’ruf dan nahi
mungkar sesuai dengan norma-norma syariat Islam.
(C) Informasi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Dilarang mengeksploitasinya
dan menyalahgunakannya serta melanggar kesucian dan martabat para Nabi di dalamnya,
dan melakukan hal-hal yang melemahkan nilai moral atau menyebabkan masyarakat
menjadi kacau atau rusak akhlak atau bahaya atau guncang akidahnya.
(D) Tidak diperbolenkan membangkitkan kebencian nasionalisme atau doktrinal dan apa
pun yang menghasut kepada diskriminasi rasial dengan segala bentuknya.
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Pasal 23
(A) Otoritas adalah amanah, dilarang secara tegas bersifat otoriter di dalamnya dan
mengeksploitasinya dengan buruk demi menjamin hak asasi manusia.
(B) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung dalam
penyelenggaraan urusan publik negaranya. Dia juga berhak untuk memangku jabatan
publik sesuai dengan ketentuan hukum syariat.
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Pasal 24
Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat
Islam.
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25 sl °
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Pasal 25

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap
pasal dari Deklarasi ini.

*k*

Menurut Sulieman Abdul Rahman al-Hageel sebagaimana dikutip oleh Hamid
Fahmy Zarkasyi, dari pendahuluan Deklarasi Cairo dapat disarikan menjadi beberapa
poin di antaranya adalah bahwa 1) Islam mengakui persamaan semua orang tanpa
membedakan asal-usul, ras, jenis kelamin, warna kulit dan bahasa, 2) persamaan adalah
basis untuk memperoleh hak dan kewajiban asasi manusia, 3) kebebasan manusia dalam
masyarkat Islam konsisten dengan esensi kehidupannya, sebab manusia dilahirkan dalam
keadaan bebas dan bebas dari tekanan dan perbudakan, 4) Islam mengakui persamaan
antara penguasa dan rakyat yang harus tunduk kepada hukum Allah tanpa diskrimasi, 5)
warganegara adalah anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk menuntut siapapun
yang mengganggu ketentraman masyarakat. (Zarkasyi, 2008).

Deklarasi Cairo terdiri dari 25 pasal, mencakup masalah kehormatan manusia,
persamaan manusia, manusia sebagai keluarga, perlunya kerjasama antara sesama
manusia tanpa memandang bangsa dan agamanya, kebebasan beragama, keamanan
rumah tangga, perlunya solidaritas individu dalam masyarakat, pendidikan bukan hak tapi
kewajiban, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembebasan masyarakat dari
kemiskinan dan kebodohan, dan lain sebagainya. Keseluruhan Pasal-pasal dalam
Deklarasi Cairo itu dapat disarikan menjadi 5 poin: (Zarkasyi, 2008).

1) HAM dalam Islam diderivasi dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam manusia dianggap
sebagai makhluk yang mulia. (QS. 17:70)

2) HAM dalam Islam adalah karunia dari Tuhan, dan bukan pemberian dari manusia kepada
manusia lain dengan kehendak manusia. (artinya, hak asasi dalam Islam adalah innate /
fitrah).

3) HAM dalam Islam bersifat komprehensif. Termasuk di dalamnya hak-hak dalam politik,
ekonomi, sosial dan budaya.

4) HAM dalam Islam tidak terpisahkan dari syariah.
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5) HAM dalam Islam tidak absolute karena dibatasi oleh obyek-obyek syariah dan oleh
tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang di dalamnya terdapat
individu-individu.

*k*k

Dari tiga dokumen HAM Islam di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:

1. Di dalam konsep Islam, kehidupan manusia berdasarkan pada ajaran
Teosentris. Yaitu pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat aktifitas dan
kehidupan manusia melalui ketentuan syariatNya. Syariat merupakan tolok ukur baik-
buruk, benar-salah tatanan kehidupan manusia sebagai pribadi maupun warga negara,
secara individual maupun kolektif. Oleh karena itu tidak mengherankan jika hak dan
kebebasan yang dianugerahkan Allah kepada manusia itu tidak boleh dicabut, diubah dan
dibatasi oleh siapa pun, baik individu maupun negara. Yang berhak mencabut, mengubah
dan membatasi hak dan kebebasan tersebut hanya Allah melalui ketentuan syariatNya.

2. Hak asasi manusia menurut pandangan Islam pada dasarnya lahir dari akidah
Tauhid. Akidah Tauhid berdiri tegak di atas kesaksian bahwa tidak ada tuhan yang layak
disembah kecuali Allah. Dengan demikian akidah Tauhid merupakan sumber segala hak
dan kebebasan manusia. Hal ini karena akidah Tauhid mengajarkan bahwa Allah yang
Maha Esa telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang merdeka dan bebas dari
segala macam bentuk eksploitasi, penindasan dan kezaliman.

3. Manusia dalam pandangan Islam mempunyai posisi dan kedudukan yang
sangat mulia karena ia adalah makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu,
penghormatan kepada kebebasan dan HAM adalah esensi dari ajaran Islam. HAM adalah
hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut
atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apa pun. Hak-hak yang diberikan Allah itu
bersifat permanen, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.

4. Letak HAM di antara ajaran Islam ialah seperti berikut: Islam adalah agama
universal yang mengandung unsur-unsur keyakinan (akidah), ritual (ibadah), dan
pergaulan sosial (muamalat). Dimensi akidah memuat ajaran tentang keimanan; dimensi
ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah;
sedangkan dimensi muamalat memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan manusia
dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur-unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-

ketentuan yang disebut dengan istilah syariat (figih). Dalam konteks syariat inilah
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terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM).

5. Islam sebagai agama yang bersumberkan kepada bimbingan llahi adalah
agama pertama yang mempromosikan dan mendeklarasikan prinsip-prinsip kebebasan
dan hak-hak asasi manusia; baik secara teori maupun praktek. Sejak empat belas abad
yang lalu Islam telah menyatakan hak dan kebebasan manusia yang mendasar di dalam
al-Quran dan hadis, dan telah dipraktekkan secara langsung di dalam sirah (peri
kehidupan) Nabi Muhammad SAW bersama masyarakat berbagai golongan dan agama di
Madinah sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah. Sementara dunia baru
menyadari hak dan kebebasan ini dan aktif membicarakan permasalahannya di
penghujung abad ke delapan belas Masehi.

6. Menurut perspektif Islam, hak-hak yang dinikmati oleh seseorang adalah
imbalan atas pelaksanaan tanggungjawabnya. Dengan demikian seimbanglah antara hak
dan kewajibannya. Karena hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan, maka orang tidak akan memperoleh hak tanpa melaksanakan kewajiban, atau
dibebani suatu kewajiban oleh syariat Islam tanpa ada keuntungan untuk memperoleh
hak.

7. Persamaan hak, keadilan, tolong-menolong, dan persamaan di depan hukum
adalah di antara prinsip-prinsip kunci yang sangat diperhatikan Islam. Dalam sejarah
peradaban Islam, prinsip-prinsip ini dipegang oleh umat Islam sebagai cara hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip-prinsip yang sangat jelas di
atas, maka setiap pemaksaan kehendak, penindasan, diskriminasi, intoleransi, terorisme,
dan hal-hal yang menyalahi sunnatullah bukanlah ajaran Islam. Sekalipun hal ini
dilakukan oleh oknum umat Islam, namun ia tetap sebagai bukan ajaran Islam.

8. Ada banyak paralelisme, persamaan dan titik temu antara HAM dalam
perspektif Islam dengan DUHAM PBB. Hal ini membuktikan kenyataan bahwa nilai-
nilai universal tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai universal lainnya.

9. Di antara perbedaan cara pandang Islam dan Barat dalam masalah kehormatan
manusia ialah sebagai berikut: Islam beranggapan manusia mendapat penghormatan
Allah karena tugasnya sebagai KhalifahNya di atas muka bumi, dan tugas kekhalifahan
ini berhubungan erat dengan ketaatan atau ‘ubudiah (perhambaan)nya kepada Allah.
Dengan demikian, jika tidak taat dan tidak menyembah Allah maka ia tidak akan
mendapatkan penghormatan. Apabila ia kufur, bertindak bodoh, durhaka, dan menjauhi
kebenaran maka kehormatannya sebagai manusia akan berkurang atau bahkan bisa habis.
Sementara dalam perspektif Barat, hak dan kehormatan manusia adalah hak tabii, muncul
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dari konsep kedaulatan mutlak manusia yang superior dan tidak ada kedaulatan lain yang
mengatasinya. Konskwensinya, manusia tetap memiliki hak dan kehormatan kodrati
tersebut walaupun ia menyimpang jauh dan melakukan kejahatan.

10. Hak-hak asasi manusia dalam Islam dinyatakan dengan jelas dan tidak
dibiarkan kabur dalam peristilahan yang longgar. Jika ada perbedaan pentafsiran akan
dikembalikan kepada syariat Islam. Ini berbeda dengan hak-hak dalam pemikiran Barat
yang rata rata masih dituangkan dalam bentuk ungkapan yang longgar dan umum
berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan yang samar seperti; keadilan, kesamarataan,
persaudaraan, kehormatan dan martabat. Istilah-istilah ini mempunyai banyak pentafsiran
sehingga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mentafsirkannya sesuai
dengan kehendak masing-masing. Akibatnya, pentafsiran tersebut seringkali bertentangan
satu sama lain.

11. Di antara hal yang membedakan antara HAM perspektif Islam dan HAM
Barat ialah di dalam Islam ada dua konsep tentang hak. Pertama, Hak manusia (huqugq al-
insan al-dharuriyyah). Kedua, Hak Allah (huqug Allah). Kedua jenis hak tersebut bisa
dibedakan namun tidak bisa dipisahkan karena saling terakit. Sementara Barat hanya
mengenal hak manusia saja.

12. Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif dari Hak Asasi
Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jauh lebih praktis dan
aplikatif. Hal ini karena sumbernya adalah syariat Islam yang sesuai diimplementasikan
oleh manusia kapan dan di mana pun berada di belahan bumi ini.

13. Penggalian prinsip-prinsip HAM dari syariat Islam sudah dilakukan oleh
sejumlah ulama dan cendikiawan Muslim dengan hasil dokumen-dokumen tentang HAM.
Konsep syariat Islam mengenai HAM masih terus bisa digali untuk ditambahkan ke
dalam muatan HAM yang sudah diperolehi terlebih dahulu. Pengembangan nilai-nilai

HAM dengan pengayaan prinsip-prinsip syariat Islam dapat menjadi pilihan masa depan.
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B. INSTRUMEN NASIONAL POKOK HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Perdebatan Awal tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Perjalanan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh cara berpikir para
pemimpinnya, terutama para pemimpin awal (The Founding Fathers) dari bangsa
tersebut. Hal seperti itu bukanlah hal yang asing bagi setiap bangsa yang merdeka dan
sedang mencari jati dirinya. Cara berpikir akan sangat menentukan tindakan yang diambil
dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Tidak semua bangsa dan masyarakat di dunia memiliki kosmologi serta
pandangan (outlook) dunia dan kemasyarakatan seperti dimiliki dunia Barat. Barat
dengan pandangan individualnya tidak dapat disamakan dengan masyarakat timur
(termasuk Indonesia) yang memiliki pandangan kolektif. Interaksi dan saling memasuki
satu sama lain bisa terjadi, tetapi yang satu tidak menggusur yang lain. Maka, dalam
kaitan dengan pembicaraan Hak Asasi Manusia akan mengandung arti bahwa Hak Asasi
Manusia memiliki struktur sosial. Struktur sosial tersebut menjadi modal sosial masing-
masing bangsa untuk memasuki dunia Hak Asasi Manusia, menangkapnya dan
menjalankannya. Kalau ingin tetap dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia itu universal
maka ia perlu mengalami verifikasi sehingga menjadi “Hak Asasi Manusia adalah
Universal dan Memiliki Struktur Sosial”. Suatu bangsa atau masyarakat akan
menjalankan nilai Hak Asasi Manusia yang universal itu dengan modal sosial yang

dimilikinya. la tidak dapat menjamin modal sosial bangsa lain. (Muladi (Ed.), 2007).
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Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam perundang-undangan® di Indonesia dalam
realisasinya memerlukan waktu yang panjang dan perjuangan yang cukup besar.
Perjuangan perlu tidaknya pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia diwarnai dengan
perdebatan sengit dari tokoh-tokoh nasional. Orang pertama yang terang-terangan
menentang Hak Asasi Manusia adalah Supomo, arsitetk UUD 1945. Di depan Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam pidatonya
tanggal 29 Mei 1945 Supomo mengatakan :

“.Bahwa Hak Asasi Manusia berasal dari cara berpikir yang liberal dan individualistik,
yang menempatkan warga negara berhadapan dengan negara, dan karena itu paham Hak
Asasi Manusia tidak sesuai dengan ‘ide integralistik dari bangsa Indonesia”.

Menurut Supomo, manusia Indonesia menyatu dengan negaranya, dan karena itu
tidak masuk akal jika ada ide atau pemikiran yang bermaksud untuk melindungi individu
dari negara. Pandangan yang demikian kemudian diperkuat dengan pandangan Soekarno
yang dengan tajam mengemukakan bahwa keadilan yang diperjuangkan bagi Indonesia
bukan keadilan individual melainkan keadilan sosial, dan karena itu Hak Asasi Manusia
dan hak-hak dasar warga negara tidak ada tempatnya dalam Undang Undang Dasar
Republik Indonesia.

Dengan cara berpikir yang lain Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin
memperingatkan bahwa bisa saja negara menjadi negara kekuasaan dan karena itu hak-
hak dasar warga negara perlu dijamin. Hatta melihat bahwa konsep negara integralistik
yang digagas oleh Supomo mengandung bahaya. Dalam prakteknya negara itu akan
menjadi negara kekuasaan (Machstaat), dan kekuasaan sebagai sumber masalah ( power
must be tamed ). Kekuasaan perlu dikontrol melalui aturan main, diatur supaya tidak
bersifat “tidak terbatas” Hatta menentang keras setiap konsepsi yang bertendensi
munculnya negara kekuasaan. Usul Hatta yang didukung Yamin adalah agar negara
Indonesia yang akan dibangun itu haruslah berdasarkan asas kedaulatan rakyat. HAM
yang menjamin kedaulatan rakyat harus masuk di dalam UUD 1945 sebagai
implementasi dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Supomo menentang Hatta
dengan mengatakan pemikiran Hatta itu liberal bersumber dari pemikiran barat dan
individual-liberalistis. Hatta menolak tuduhan itu dengan mengatakan bahwa ini bukan

soal timur atau barat, tetapi suatu negara harus menjamin HAM dalam UUD-nya, sebab

! Tentang pengaturan Hak Asasi Manusia dalam undang-undang ini ditegaskan oleh AV Dicey yang
mengatakan : “the elements of the Rule of Law are : 1.the absolut predominance of the law, 2. Equality
Before the law, 3. The concept according to which the constitution of individual rights by judges. See, AV
Dicey, An Introduction to the Study of Law of the Constitution, (London: ECS Wade, 1971) him.202-203.
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kalau tidak, maka negara itu akan berkembang menjadi negara kekuasaan yang hanya
akan memunculkan pemimpin-pemimpin tiran yang menindas rakyatnya sendiri. (Hafid
Abbas (Ed.), 2010).

Kompromi yang dihasilkan dari pandangan para pendiri negara Indonesia itu pada
akhirnya dapat kita lihat hasilnya dalam konstitusi kita yaitu rumusan yang terdapat
dalam ketentuan Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) di mana hak-hak dasar demokratis seperti hak untuk berserikat dan
berkumpul dan untuk menyampaikan pendapat diakui, tetapi tidak dinyatakan dengan
tegas. (Knut D. Asplund, Eko Riyadi (Ed.), 2008).

Dalam Konstitusi RIS 1949 diatur tentang Hak Asasi Manusia, yakni dalam
Bagian V yang berjudul “Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia”, pada
bagian tersebut terdapat 27 Pasal (dari pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Pasal-pasal
tentang Hak Asasi manusia yang isinya hampir seluruhnya serupa dengan dengan
Konstitusi RIS 1949 juga terdapat dalam UUDS 1950. Dalam UUDS 1950, pasal-pasal
tersebut juga terdapat dalam bagian V, yang berjudul “Hak-Hak dan Kebebasan-
Kebebasan dasar Manusia”, yang terdiri dari 28 pasal (Pasal 7 sampai dengan Pasal 34).

Selanjutnya, pada tahun 1950-an, Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950
(UUDS 1950) yang pernah berlaku dari tahun 1949-1959, telah memuat pasal-pasal
tentang Hak Asasi Manusia yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan dengan UUD
1945. Begitu pula konstituante hasil Pemilu 1955 tanpa ragu-ragu memasukkan daftar
luas Hak Asasi Manusia bagi Undang Undang Dasar negara yang definitif yang mereka
persiapkan. Pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno membubarkan konstituante
berdasarkan Keppres Nomor 150 Tahun 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan
Indonesia kembali kepada UUD 1945. Wacana Hak Asasi manusia untuk sementara
terlupakan. Hak Asasi Manusia dibicarakan kembali oleh MPRS pada Tahun 1968, tetapi
gagal disahkan, karena tidak dicapai kesepakatan tentang Hak Asasi Manusia yang sudah
mengganjal di Konstituante, yaitu Hak kebebasan beragama. Selama Orde Baru, ide Hak
Asasi Manusia distigmatisasi sebagai “individualisme” dan “Liberalisme” barat (yang
bertentangan dengan etika ketimuran yang berdasarkan prinsip “kekeluargaan) yang
tidak perlu karena kita sudah memiliki Pancasila. Maka pada Tahun 1980-an Orde Baru
menggali kembali pidato Soepomo untuk mengkonstruksikan semacam ideologi politik
bagi sistem pemerintahan otoriter Orde Baru. (Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko
Riyadi (Ed.), 2008).
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Kemudian oleh berbagai pihak, untuk melengkapi UUD 1945 yang berkaitan
dengan Hak Asasi Manusia, melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal, orde baru telah
menyusun Piagam Hak-Hak Asasi manusia dan Hak-hak serta kewajiban warga negara.
MPRS telah menyampaikan nota MPRS kepada presiden dan DPR tentang pelaksanaan
hak-hak asasi. Dikarenakan berbagai kepentingan politik pada saat itu, maka piagam
tersebut tidak jadi diberlakukan. Pemerintahan orde baru pada saat itu bersikap anti
terhadap Piagam HAM dan beranggapan bahwa masalah hak asasi manusia sudah diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 1998 dengan terjadinya pengunduran diri Soeharto sebagai presiden
RI, maka arus reformasilah yang kemudian membuka koridor bagi penegakan hukum dan
Hak Asasi Manusia di Indonesia. Upaya memperjuangkan Hak Asasi Manusia ke dalam
konstitusi ialah dengan dilakukannya amandemen | sampai dengan IV UUD 1945,
ketentuan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28 a sampai dengan Pasal 28 j.

Untuk menghapus kekecewaan bangsa Indonesia terhadap Piagam Hak Asasi
Manusia, maka MPR pada sidang istimewanya pada tanggal 11 Nopember 1998
mensahkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan kepada lembaga-
lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan
dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh
masyarakat. (Eko Riyadi (Ed.), 2012).

Pasang surut pemikiran, wacana dan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia
dalam perundang-undangan di Indonesia tersebut sejalan dengan sifat dari hukum itu
sendiri yang selalu berproses dalam masyarakat. Hukum itu bersifat dinamis, hukum yang
selalu berproses inilah yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “law is always in
the process of making”, hukum itu tidak pernah final. Hukum senantiasa mengikuti
perkembangan masyarakatnya. Itulah Hukum yang Progresif, yang selalu merespon
perkembangan zaman. Hukum progresif ini adalah hukum yang membebaskan, meliputi
dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga
teori, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya
melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya. (Rahardjo,
2009: vii-viii).

Pelaksanaan pembangunan Hukum Hak Asasi Manusia akan dapat berjalan
dengan baik apabila ditunjang hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan
nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa

Indonesia yaitu Pancasila. (Kaelan, 2001: 252).
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Pancasila sebagai base-values masih belum sepenuhnya menjadi kenyataan.
Sebagai goal values baru sila Ke-Tuhanan dan Persatuan yang sudah menjadi kenyataan,
namun sila-sila kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan masih jauh dari kenyataan.
(Sidharta, 2000: 184).

Pembahasan tentang Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia di Indonesia
dan perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia disusun seperti berikut:

Pertama, Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen),

Kedua, Perundang-Undangan Nasional Hak Asasi Manusia dan hubungannya
dengan ratifikasi Perjanjian Internasional,

Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia, dan

Kelima, beberapa pengaturan “sektoral” di bidang Hak Asasi Manusia seperti
Keppres No0.50 Tahun 1993 (KOMNAS HAM), UU No.3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

PERTAMA: HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR 1945

Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945, disahkan satu hari setelah
Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agdan Agustus 1945. Oleh karena diplomasi pasca
kemerdekaan dengan Pemerintah Kolonial, juga terdapat UUD 1949 dan UUDS 1950.
Namun UUD 1945 kembali disahkan pada tahun 1959 dan kembali berlaku sejak saat itu.
UUD 1945 diamandemen setelah jatuhnya rezim otoritarianisme Suharto (1966-1998)
pada Oktober 1999, Agustus 2000, Nopember 2001 dan Agustus 2002. UUD 1945
tersebut diamandemen berdasarkan keputusan politik yang dikeluarkan oleh Majleis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen
konstitusi, untuk menyebut perubahan-perubahan tersebut ‘amandemen’ kendati dalam
kenyataannya konstitusi tersebut dapat dikatakan baru. Perubahan-perubahan besar dalam
sistem politik dan hukum ditetapkan. Beberapa contoh: pemilihan Presiden secara
langsung menggantikan pemilihan Presiden oleh MPR, mekanisme peradilan konstitusi
diperkenankan, alokasi kursi untuk militer di parlemen dihapuskan, dan seperangkat

ketentuan hak asasi manusia dimasukkan.
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Amandemen ke dua konstitusi pada tahun 2000 memperkenalkan Bab XA tentang
Hak Asasi Manusia. Sebagian besar dari ketentuan yang baru tersebut berkaca pada hak-
hak yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia.

Ketentuan tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 yang telah diamandemen
diatur dalam ketentuan Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Hak-hak sipil dan politik
diatur dalam Pasal 28 A antara lain hak hidup dan mempertahankan hidup . Sedangkan
hak untuk melangsungkan perkawinan dan melanjutkan keturunan dan hak anak-anak
untuk tumbuh dan berkembang dan perlindungannya diatur dalam Pasal 28 B.

Kemudian dalam Pasal 28 C, tentang hak-hak sosial dan budaya ditegaskan
bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi. Disamping itu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.

Berkaitan dengan jaminan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Equality
Before the Law) , hak mendapatkan keadilan, hak atas kesempatan yang sama dalam
pemerintahan dan hak atas status kewarganegaraan juga dijamin dalam UUD 1945
tercantum dalam Pasal 28 D.

Pada Pasal 28 E hak-hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat sesuai

dengan ketentuan agamanya, meyakini suatu kepercayaan (bandingkan dengan ketentuan

Pasal 29 No 2) yang mengatur hal yang sama), menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati

nuraninya juga dijamin oleh UUD 1945. Juga dalam kebebasan untuk berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam masalah meyakini agama, kepercayaan
dan menyatakan pendapat ini sudah semestinya dilakukan dengan tidak merendahkan dan
melukai perasaan penganut agama/kepercayaan lainnya. Hal ini yang masih sulit
diterapkan dalam praktek di Indonesia.

Hak atas lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan diatur
dalam Pasal 28 H ayat (1) dan hak atas jaminan sosial (Pasal 28 H ayat (3). Negara
berkewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak tersebut (Pasal 28 |
ayat (4) ).

Kebebasan lain yang dijamin dalam UUD 1945 adalah kebebasan menyampaikan
informasi, dan berkomunikasi. Juga hak untuk memperoleh, mencari, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

ada dijamin oleh Pasal 28 F.
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Adapun perlindungan atas diri, keluarga, kehormatan, martabat dan lainnya,
termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan, bebas dari perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan memperoleh suaka dari negara lain telah diatur dalam
ketentuan Pasal 28 G.

Berkaitan dengan kesejahteraan lahir batin, bertempat tinggal, jaminan sosial, hak
milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang bagi setiap orang telah
dijamin dalam ketentuan Pasal 28 H.

Pada UUD 1945 juga diatur hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional , semuanya itu diatur dalam ketentuan Pasal 28 I.

Adapun dalam Pasal 28 J ditegaskan bahwa setiap orang harus menghormati hak
asasi orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh
karenanya dalam kebebasan menjalankan hak-haknya itu setiap orang tetap harus
memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pemasukan hal-hal yang menyangkut hak-hak asasi manusia ke dalam konstitusi
berlanjut melalui amandemen ke empat (dan terakhir) Konstitusi pada tahun 2002.
Amandemen ke empat mendatangkan kewajiban-kewajiban negara yang bahkan lebih
berat terkait dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Mengikuti
amandemen-amandemen Konstitusi, dua undang-undang baru tentang Hak Asasi
Manusia disahkan, yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi
Manusia dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur lebih lanjut ketentuan-
ketentuan Konstitusi. Undang-Undang tersebut juga membentuk Komnas HAM dan
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia di bawah yurisdiksi
pengadilan untuk kasus-kasus pidana, menyidangkan kasus-kasus yang berkenaan dengan

pelanggaran berat hak asasi manusia.

KEDUA: PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN RATIFIKASI PERJANJIAN
INTERNASIONAL
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Pembahasan peraturan Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (dalam hal ini
Indonesia) tidak dapat dilepaskan dari peraturan Hak asasi Manusia di tingkat
internasional. Sebagai konsekuensi bahwa Indonesia adalah anggota masyarakat
internasional, maka instrumen Hak Asasi Manusia internasional sedapat mungkin juga
diimplementasikan ke dalam hukum nasional. Perbincangan mengenai isu ini biasanya
diletakkan dalam konteks dua ajaran dalam hubungan antara Hukum Internasional dan
Hukum Nasional. Ke dua ajaran itu adalah ajaran “Dualisme” (Dualistic School) dan
“Monisme” ( Monistic School). Ajaran yang pertama melihat Hukum Internasional dan
Hukum Nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri,
sedangkan ajaran yang ke dua melihat Hukum Internasional dan Hukum Nasional sebagai
bagian integral dari sistem yang sama. Meskipun ke dua ajaran tersebut dalam prakteknya
tumpang tindih, biasanya negara yang dirujuk menganut ajaran monisme adalah Inggris
dan Amerika Serikat (AS). Tapi hanya AS yang menyatakan dengan gamblang dalam
konstitusinya bahwa :

“ all treaties made or which shall be made, under the authority of the United

States, shall be the supreme law of the land, and the judge in every state shall be

bound thereby”.

Inilah bedanya dengan Indonesia yang lebih condong kepada ajaran yang pertama
(Dualisme). Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.%

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga tidak bisa
menafikan Hukum Internasional, tetapi penerapannya harus sesuai dengan ketentuan
Hukum Indonesia. Seperti dikatakan di atas, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan
dalam proses pemberlakuan Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional, maka
terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan
domestik. Proses ini dikenal dengan ratifikasi atau aksesi. Jadi, meskipun Indonesia telah
memiliki basis hukum perlindungan Hak Asasi Manusia yang kuat di dalam negeri,
namun tetap dipandang perlu untuk mengikatkan diri dengan sistem perlindungan
internasional Hak Asasi Manusia. Sebab dengan pengikutan itu, selain menjadikan
Hukum Internasional sebagai bagian dari Hukum Nasional (Supreme Law of the Land),

juga memberikan landasan legal kepada warga negaranya untuk menggunakan

2 Ketentuan itu berbunyi, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, yang terkait dengan beban keuangan negara,
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
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mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia internasional, apabila ia (warga negara)
merasa mekanisme domestik telah mengalami “exhausted” alias buntu.

Konsep kemerdekaan yang dipakai oleh UUD 1945 adalah berkonotasi universal
sifatnya, karena dengan sifatnya dan komitmen moral yang tinggi dinyatakan secara tegas
sebagai “Hak Segala Bangsa”, Jadi pendirian negara RI tidak hanya menyatakan bahwa
kemerdekaan itu hak bangsa Indonesia, tapi sekali lagi “hak segala bangsa”. Kewajiban
asasi negara RI dalam menegakkan perikemanusiaan dan peri keadilan secara etis
berkorelasi dengan faktor bantuan, “goodwill” dan kerja sama dari negara-negara lain.
Banyaknya negara luar yang mengakui status negara Rl pada masa perjuangan (1947)
seperti pengakuan negara Mesir, Libanon, Suriah, Irak, Afghanistan, Saudi Arabia dan
lain sebagainya merupakan faktor determinan bagi tegaknya kemerdekaan RI yang pada
saat yang bersamaan lepasnya bangsa Indonesia dari perkosaan hak asasi (penjajahan)
oleh bangsa lain. Konsekuensi etis bagi negara RI adalah perlunya sikap “ to take and to
give” dan “peacefull existence” dalam tata krama pergaulan antar negara dituntut adanya
sikap menghargai “jasa baik” negara yang pernah memberi dukungan politik dalam masa
dan proses perjuangan penegakan hak kedaulatan sebagai bangsa merdeka dan hak asasi
bangsa untuk lepas dari cengkeraman penjajahan.

Dalam proses mengimplementasikan kewajiban asasi yaitu membantu
menegakkan hak-hak asasi bangsa lain, negara RI dengan spirit perjuangannya
menghormati hak-hak kemanusiaan dan prinsip-prinsip keadilan, secara historis telah
ditunjukkan dalam moment mempelopori dan mengadakan “Konferensi Asia Afrika
(KAA) di Bandung pada Tahun 1955. Pada konferensi tersebut muncul apa yang lazim
dinamakan kesepakatan “Bandung Declaration” yang isinya adalah :

1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas yang

termuat dalam Piagam PBB;

2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa;

3) Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun

kecil;

4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negara

lain;

5) Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara

sendiri atau kolektif, sesuai dengan Piagam PBB,;



6)

7)

8)

9)
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Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak
bagi kepentingan khusus salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan
terhadap negara lain;

Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan
kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara :
Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti
perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum atau cara damai
lain-lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan
Piagam PBB;

Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama;

10) Menghormati hukum dan kewajiban internasional. (Alkostar, 2008: 62).

Sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi 8 instrumen internasional mengenai

HAM dari 25 instrumen internasional pokok Hak Asasi Manusia”. Delapan instrumen

Internasional HAM yang telah diratifikasi itu meliputi:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Perempuan;

Konvensi Internasional tentang hak Anak;

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap perempuan;

Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid di bidang olah raga;

Konvensi internasional menentang Penyiksaan;

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial;

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Budaya.

Dibanding dengan jumlah instrumen internasional pokok Hak asasi Manusia,

maka tingkat ratifikasi Indonesia masih rendah. Sebagai perbandingan, Filipina misalnya

telah meratifikasi 18 Konvensi Internasional Hak asasi manusia.

Berikut ini adalah Perjanjian-Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional baik

yang sudah diratifikasi atau belum:

Sejak Tahun 1998, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia (RANHAM) untuk mengejar ketertinggalan di bidang ratifikasi tersebut.

Dengan adanya RANHAM diharapkan proses ratifikasi dapat berjalan dengan terencana,
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yang periode lima tahun pertamanya dimulai pada 1998 — 2003, telah disusun skala
prioritas untuk melakukan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen HAM internasional.

Berikut ini adalah beberapa perjanjian pokok hak asasi manusia internasional dan
kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam meratifikasinya.

Perjanjian-perjanjian pokok | Tanggal Ratifikasi, aksesi | Deklarasi/Reservasi Pengakuan atas kompetensi-
Hak Asasi Manusia | atau suksesi kompetensi khusus badan-
Universal badan perjanjian

Konvensi 25 Juni 1999 Pasal 22 Pangaduan Individu (Pasal
Internasionaltentang 14): Tidak

Pengahapusan segala

bentuk Diskriminasi Rasial

(ICERD)

Kovenan Internasional | 23 Februari 2006 Pasal 1

tentang Hak-hak ekonomi,

sosial dan budaya

(ICESCR)

Kovenan Internasional | 23 Februari 2006 Pasal 1 Pengaduan antar Negara
tentang Hak-hak sipil dan (Pasal 41): Tidak

politik (ICCPR)

Konvensi tentang | 29 Juli 1980 Pasal 29 (1)

Penghapusan segala bentuk

diskriminasi terhadap

Perempuan (CEDAW)

Konvensi menentang | 23 Oktober 1985 Pasal 30 (1) dan 20 (1), (2) | Pengaduan antar negara
penyiksaan dan perlakuan dan (3) (Pasal 21): Tidak

atau  penghukuman lain Pengaduan individu (Pasal
yang kejam, tidak 22): Tidak.

manusiawi atau Prosedur penyelidikan
merendahkan martabat (pasal 20) : Ya.

Manusia (CAT)

Konvensi tentang Hak-hak | 26 Januari 1990 Pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22

anak (CRC) dan 29

Perjanjian-perjanjian pokok Hak Asasi Manusia di mana Indonesia bukan merupakan Negara Pihak: Protokol Opsional 1
dan 2 ICCPR (ICCPR OP1 dan OP2), Protokol Opsional CEDAW (OP CEDAW(tanda tangan, 2000) Protokol Opsional CAT (OP-
CAT) Protokol Opsional CRC (OP-CRC AC, (tanda tangan 2001), OP-CRC SC (tanda tangan 2001), ICRMVYV (tanda tangan 2004),
CPD (tanda tangan 2007), Protokol Opsional CPD (OP-CPD) (tanda tangan 2007), CED (tanda tangan 2010).

Sumber : Tinjauan Periodik Universal PBB tahun 2008.

Instrumen-Instrumen internasional lainnya yang relevan Ratifikasi, aksesi atau suksesi
Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap | ya

Kejahatan Genosida

Statuta Roma pada mahkamah Pidana Internasional Tidak

Protokol Palermo Tidak

Pengungsi dan orang-orang tanpa Kewarganegaraan Tidak

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya Konvensi-konvensi saja
Konvensi-Konvensi Pokok 1LO Ya

Konvensi  Unesco menentang  diskriminasi  dalam | Ya

Pendidikan

Sumber: Tinjauan Periodik Universal PBB Tahun 2008

KETIGA: UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA

Fungsi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini adalah memberi
pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
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Dengan dilandasi asas Hak Asasi Manusia yang universal seperti tertuang dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), undang-undang ini memberikan
jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-
asas tersebut di antaranya, pertama undang-undang ini menegaskan komitmen tinggi
bangsa Indonesia untuk menjunjung Hak Asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal
2). Kedua, menegaskan prinsip “Non Diskriminasi”, bahwa setiap orang dilahirkan
dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat sehingga berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 3 dan 5).

Ketiga, Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi
apapun (Pasal 4) seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut (retroactive)®
Adapun asas-asas yang diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 antara lain sebagai
berikut :
1) Persamaan di hadapan Hukum dan Imparsialitas (Pasal 5);
Setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan
perlindungan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat
bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak
memihak.
2) Perlindungan masyarakat Adat (Pasal 6);
Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki Hukum Adat
yang juga merupakan bagian dari hukum Indonesia ikut melatar-belakangi
jaminan perlindungan Hak Asasi manusia bagi hak-hak masyarakat adat.
Jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat ini juga diakui secara internasional
di antaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan

® Dalam kaitan dengan asas hukum yang tidak berlaku surut ini terdapat beberapa pengecualian, seperti
pada kasus terorisme, di mana peristiwa pengadilan terhadap Abu Bakar Baasyir, Imam Samudera dkKk,
dalam kasus Bom Bali terbukti bahwa ketika bom Bali terjadi di Tahun 2002, namun Undang-Undang
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baru disahkan pada Tahun 2003 yaitu Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003, ketika dimintakan penjelasan tentang hal ini dijawab oleh Pemerintah bahwa
undang-undang itu telah dipersiapkan sejak lama, namun baru disahkan pada Tahun 2003. Di sisi lain
Prof.Dr.Muladi menyatakan bahwa Terorisme adalah suatu “Extra Ordinary Crime”, maka hukum
acaranyapun juga harus hukum yang “extra Ordinary”. Penerapan asas retroactive dalam Pasal 46 UU
Nomor 15 tahun 2003 apabila dikaji berdasar pasal 28 | ayat (1) UUD 1945 merupakan pelanggaran kaidah
dasar negara. Baca pada - M. Nur Islami, Rekonstruksi Hukum Dalam Penyelesaian Terorisme di
Indonesia (Studi Eklektisisme), (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) him.402.
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Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights/ICESCR).

3) Upaya Hukum Nasional dan Internasional,
Berkaitan dengan forum internasional ini undang-undang tidak menentang
adanya upaya yang dilakukan ke forum internasional dalam rangka
perlindungan Hak Asasi Manusia bilamana upaya yang dilakukan di forum
nasional tidak mendapat tanggapan. Mereka yang ingin menegakkan Hak
Asasi Manusia dan kewajiban dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua
upaya hukum Indonesia terlebih dahulu (Exhaustion of Local Remedies)
sebelum menggunakan forum di tingkat regional atau internasional. (Lihat
Penjelasan Pasal 7 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

4) Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8);
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
menjadi tanggung jawab pemerintah. RANHAM (Rencana Aksi Nasioanl Hak
Asasi Manusia) merupakan bukti bahwa pemerintah telah melaksanakan
komitmennya. Pasal 28 | ayat (4) UUD 1945 amandemen 2 juga menyatakan
bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi
Manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Adapun hak-hak yang diatur dan dijamin dalam UU No0.39 Tahun 1999 antara lain

adalah :

1) Hak untuk Hidup.
Hak untuk hidup merupakan hak yang mutlak bagi setiap orang. Dalam Pasal
6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dinyatakan
bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan untuk hak ini tidak
boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hak ini sebenarnya juga telah
tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 28
H UUD 1945.

2) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan.
Pasal yang mengatur adalah pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang
menyatakan: Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas
kehendak kedua calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundangan, dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974.
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Kehendak bebas dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan tersebut
dilakukan dengan niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari
siapapun terhadap calon isteri atau calon suami. Misal anak gadis yang
dipaksa menikah oleh orang tuanya untuk membayar hutang orang tuanya,
sehingga dengan pernkahan itu hutang orang tua dianggap lunas.
Masalah lain  yang muncul misalnya masih adanya beberapa
instansi/institusi/perusahaan yang membuat aturan larangan menikah selama
dalam ikatan dinas. Secara umum hal ini tentu melanggar Hak Asasi Manusia
seseorang, namun mereka mempunyai alasan tertentu dalam melaksanakan hal
tersebut. Sayangnya alasan-alasan tersebut lebih pada kepentingan
perusahaan, dan kurang mempertimbangkan hak-hak pegawainya. (Knut D.
Asplund, Eko Riyadi (Ed.), 2008: 258).

3). Hak untuk Mengembangkan Diri;
Dalam UU No.39 Tahun 1999 hak ini diatur dalam ketentuan Pasal 11-16,
sedang dalam UUD 1945 terdapat dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) dan
Pasal 28 F.*
Jaminan perlindungan atas hak atas pengembangan diri ini terlihat dari
semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang
sosial, pengembangan masyarakat, institusi pendidikan formal maupun
informal, pengembangan dunia informasi dan teknologi. Seiring dengan
perkembangan zaman, kesempatan yang diberikan kepada berbagai lapisan
masyarakat untuk mengembangkan diri semakin terbuka. Namun tidak dapat
dipungkiri bahwa kesempatan ini belum merata bagi seluruh rakyat Indonesia
dikarenakan berbagai faktor seperti luasnya wilayah Indonesia, kemiskinan,
kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana;

4). Hak untuk memperoleh Keadilan.
Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (Equality
Before the Law). Hal ini antara lain terdapat dalam Pasal 7 UDHR, Pasal 26
ICCPR, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D UUD 1945.

* Pasal 28 B ayat (2): “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28 F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
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Hak-hak yang diatur dalam hak untuk memperoleh keadilan pada dasarnya
adalah asas-asas dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara tetapi tidak terbatas
pada Hukum Pidana dan Hukum Acara. Di antaranya bahwa seseorang
berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,
pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun
administrasi. (Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999).
Prinsip-prinsip yang tercakup dalam Bagian empat UU NO.39 Tahun 1999 di
antaranya adalah; Peradilan yang bebas serta tidak memihak (Pasal 17),
Praduga Tak Bersalah (Praesumption of Innossence) (Pasal 18), Nullum
Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale (Pasal 18 ayat-2), Ketentuan
yang lebih menguntungkan (Pasal 18 ayat-3), Hak untuk mendapatkan
Bantuan hukum (Pasal 18 ayat-4), Ne bis in Idem (Pasal 18 ayat-5) dan
Hukuman Perampasan Kekayaan (Pasal 19)

5). Hak Atas Kebebasan Pribadi
Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar
bagi setiap orang, karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Hak
atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat,
berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting. Hak lain yang juga
dilindungi adalah hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak
untuk memilih dan dipilih, hak kewarganegaraan dan bertempat tinggal
merupakan hak-hak pribadi yang diatur oleh Undang Undang No.39 tahun
1999 yaitu dalam Pasal 20-43. Sedangkan dalam Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR) hak-hak ini diatur dalam Pasal 17-20.
Perbudakan yang dimaksud dalam UU No0.39 tahun 1999 di antaranya
termasuk penghambaan, perdagangan budak dan perempuan dan segala
perbuatan yang serupa (Pasal 20 UU No 39 tahun 1999). Sedangkan menurut
Victor Conde Perbudakan adalah status seseorang di bawah orang lain sebagai
kepemilikan pribadi di mana ia harus menuruti dan melakukan segala yang
diperintahkan pemiliknya, maka perbudakan merupakan salah satu bentuk
pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Berkaitan dengan Hak Bebas untuk memeluk agama, mendapatkan dasar
hukumnya dalam Pasal 29 UUD 1945 dan ditegaskan kembali oleh UU No0.39
tahun 1999 dalam Pasal 22. Undang-undang tidak hanya memberikan
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kebebasan beragama tetapi juga kebebasan dalam menjalankan ibadah
menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Bebas untuk memilih dan dipilih yang dimaksudkan Undang-undang adalah
dalam arti yang luas. Tidak hanya dipilih dan memilih untuk jadi wakil rakyat,
presiden, dan sebagainya, namun juga termasuk dipilih untuk menjadi yang
terbaik dalam berbagai kompetisi sesuai dengan kompetensinya.
Hak untuk berpendapat dan menyebarluaskan pendapat juga dijamin dalam
Pasal 23 ayat (2) UU No0.39 Tahun 1999, namun kebebasan ini dengan tetap
memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, kepentingan umum,
ketertiban dan keutuhan bangsa.
Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran dengan
lisan dan tulisan yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, ditegaskan lagi dalam
Pasal 24 UU No.39 tahun 1999.
Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk
mogok dijamin oleh ketentuan Pasal 25 UU No.39 tahun 1999. Jadi dengan
hak ini setiap orang bisa menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa rasa
takut, meskipun pandangannya berbeda dengan suara mayoritas ataupun
dengan atasan. Suara setiap orang sangat dihargai dan dihormati. (Knut D.
Asplund, Eko Riyadi (Ed.), 2008: 263).
Hak atas status kewarganegaraan maksudnya setiap orang berhak untuk
memiliki, memperoleh, mengganti atau  mempertahankan  status
kewarganegaraannya, termasuk di dalamnya hak-hak untuk menikmati status
kewarganegaraannya itu.
Hak untuk bertempat tinggal dalam undang —undang dimaksudkan juga untuk
berpindah tempat tinggal di seluruh wilayah tanah air dan tidak mendapatkan
gangguan oleh siapapun. Hal ini juga dimaksudkan untuk terjadinya
penyebaran penduduk, sehingga tidak menumpuk di kota-kota besar saja.
Berkaitan dengan penggusuran yang dilakukan pemerintah terhadap pemukim
liar diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan cara dan alasan yang benar
sesuai dengan ketentuan undang-undang demi kepentingan umum.

6). Hak Atas Rasa Aman
Hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik

maupun psikologis. Hak ini diantaranya meliputi hak suaka, hak perlindungan,
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hak rasa aman, hak rahasia surat, hak bebas dari penyiksaan dan hak tidak
diperlakukan sewenang-wenang.

7). Hak suaka;
Hak suaka merupakan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan
politik dari negara lain, namun perlindungan ini tidak berlaku bagi mereka
yang melakukan kejahatan non politik® atau perbuatan yang bertentangan
dengan tujuan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

8). Hak atas Perlindungan dan Hak atas rasa aman;
Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan hak miliknya, termasuk pengakuan di depan hukum
sebagai manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatupun
merupakan bagian dari hak atas rasa aman. Hal ini meliputi hak untuk hidup
dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai aman dan tenteram,
yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi
manusia dengan menghormati kewajiban dasar manusia.
Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 ditegaskan jaminan bahwa setiap orang
berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. (Pasal
13 UU Nomor 39 tahun 1999). Penghilangan nyawa jelas bertentangan dengan
“Hak untuk hidup”. Penghilangan nyawa yang merupakan putusan pengadilan
atas suatu kejahatan yang telah terbukti, bukanlah pelanggaran Hak asasi
Manusia.Namun penghilangan nyawa yang dilakukan secara semena-mena,
tidak beralasan dan bukan merupakan putusan Pengadilan sebagai hukuman
atas suatu kejahatan.

9). Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang.
Hak ini sangat terkait dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang hukum Acara
Pidana) Indonesia. Perlindungan ini diberikan tidak hanya bagi tersangka yang
mengalami proses pemeriksaan, namun diberikan bagi setiap warga negara
dalam segala situasi. KUHAP mengatur secara rinci bagaimana perlindungan
bagi hak-hak tersangka mulai dari penangkapan sampai eksekusi putusan
pengadilan termasuk hak untuk bebas dari penghukuman atau perlakuan yang

kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

> Yang menentukan suatu perbuatan tergolong kejahatan politik atau non politik adalah negara
penerima pencari suaka dengan didasarkan perjanjian dengan negara asal pencari suaka.
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(Lihat lebih lengkap pada UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana).

10). Hak atas Kesejahteraan
Hak atas Kesejahteraan sangat kental dengan unsur-unsur yang terdapat dalam
Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak atas
kesejahteraan ini dikategorikan dalam kelompok Hak Asasi Manusia Generasi
ke dua. Hak generasi ke dua ini sejajar dengan perlindungan bagi hak
ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak atas terciptanya kondisi yang
memungkinkan bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya
semaksimal mungkin. Hak-hak tersebut diantaranya meliputi hak milik, hak
atas pekerjaan, hak mendirikan serikat pekerja, hak atas kehidupan yang
layak, hak atas jaminan sosial dan hak atas perawatan.
Bukan hanya bagi kaum buruh, hak atas kesejahteraan ini berlaku untuk
siapapun, tidak terkecuali orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tidak ada
diskriminasi dalam jaminan perlindungan atas hak atas kesejahteraan ini.
Perlakuan khusus bagi lansia, anak-anak, penyandang cacat, hal ini tentunya
dengan mempertimbangkan keterbatasan mereka. (Lihat Pasal 42 UU No.39
Tahun 1999).
Hak atas kesejahteraan ini meliputi juga hak atas kepemilikan, namun
berdasarkan Ideologi bangsa Indonesia dinyatakan bahwa hak milik
mempunyai fungsi sosial, artinya hak milik tidak bersifat mutlak. Jika
diperlukan untuk kepentingan umum maka kita harus mau menyerahkannya
demi kepentingan umum. Hal ini mengingat asas yang dianut Bangsa
Indonesia bahwa kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan
pribadi atau golongan.

11). Hak untuk Turut serta Dalam Pemerintahan.
Hak untuk memilih dan dipilih serta Hak untuk Mengajukan Pendapat
merupakan bagian dari Hak Turut serta Dalam Pemerintahan.
Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat diantaranya telah berusia 17
tahun atau sudah menikah, maka dia berhak untuk memilih atau dipilih. Oleh
karena itu jika pernah terjadi di jaman Orde Baru, korps militer di Indonesia
tidak boleh memilih, maka jika saat ini masih terjadi itu berarti melanggar

ketentuan konstitusi.
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Sedangkan dalam Hak untuk mengemukakan pendapat, maka melalui wakil-
wakil rakyat di DPR, DPRD maupun DPD masyarakat dapat berpartisipasi
dalam pemerintahan, Termasuk mengajukan usulan,, permohonan, pengaduan
bahkan kritik terhadap pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan
yang bersih, efektif dan efisien. (Pasal 44 UU No.39 tahun 1999). Upaya yang
dilakukan dapat secara lisan maupun tulisan. Aspirasi dapat disampaikan
secara langsung diantaranya kepada para wakil rakyat yang duduk di
pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Swadaya

masyarakat, bahkan melalui surat dan short message service (sms).

12). Hak Perempuan.

Asas yang terpenting yang mendasari hak perempuan di antaranya adalah asas
perspektif jender dan anti diskriminasi. Kaum perempuan mempunyai
kesempatan yang sama seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya
seperti dalam pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam hukum,
kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hal ini
dilatarbelakangi oleh perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap kaum
perempuan pada masa lalu. Kaum perempuan dulu tidak mendapat
kesempatan yang sama dengan pria, kaum perempuan diperlakukan secara
sewenang-wenang, misalnya perempuan yang sudah menikah tidak dapat
melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi harus minta ijin kepada suami. Hal
ini terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga lahirlah Konvensi Penghapusan
segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan pada Tahun 1979 yang
kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Selain
dalam UU tersebut perlindungan terhadap wanita juga diberikan di dalam UU
Perkawinan, KUHP, UU Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan

sebagainya.

13). Hak Anak

Dalam Konvensi tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah
setiap orang yang belum berumur 18 tahun. Hak asasi anak telah diakui dan
dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta konvensi
tentang hak anak, indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai
upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, diantaranya :

Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan

dan penjualan;
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b) Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara
fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam
keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata dan
anak yang berkonflik dengan hukum.

¢) Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran,
penganiayaan dan eksploitasi;

d) Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman
mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan
kemerdekaan.

Adapun hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori yaitu :

a) Hak untuk bertahan hidup/survival rights;

b) Hak untuk mendapat perlindungan/protection rights;

¢) Hak untuk tumbuh kembang/development rights;

d) Hak berpartisipasi/participation rights.

Hak-hak anak itu meliputi banyak hal seperti hak atas nama dan
kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak
berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak
untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak mendapat wali bila orang tua
meninggal sesuai putusan pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan
buruk, hak untuk tidak dipisah darimorang tua secara paksa, hak mendapat
pengajaran, hak istirahat, hak berrekreasi dengan teman sebaya, hak atas
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam
konflik kekerasan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan
seksual dan tidak dijadikan sasaran penganiayaan.

Bila anak mendapatkan persoalan/konflik hukum, maka Hukum Acara yang
digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku® dan hanya dilakukan sebagai
upaya akhir (last effort).

Hak-hak anak diatur dalam UU Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002),
dan dalam UU No.39 tahun 1999 dinyatakan bahwa apabila orang tua atau
wali atau pengasuh melakukan penganiayaan fisik atau mental, penelantaran,
perlakuan buruk, pelecehan seksual, pembunuhan terhadap anak, maka

mereka harus dikenakan pemberatan hukuman dari yang semestinya.

® Pengaturan mengenai pengadilan anak telah diatur dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
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KEEMPAT: UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

1) Latar Belakang.

Memburuknya situasi keamanan di Timor Timur pasca jajak pendapat pada Tahun
1999 telah menarik perhatian dunia internasional, khususnya PBB untuk mengambil
tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan tersebut.

Pelanggaran Berat HAM yang terjadi antara lain pembunuhan massal, penyiksaan
dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis jender, pemindahan penduduk
secara paksa dan pembumihangusan.

Dengan adanya keadaan seperti itu maka dikeuarkanlah Resolusi Dewan
Keamanan PBB Nomor 1264 Tahun 1999 yang isinya mengecam pelanggaran Berat
HAM vyang terjadi pasca jajak pendapat di Timor timur. DK PBB meminta para pelaku
pelanggaran berat HAM tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka
pengadilan.’

Menyikapi Resolusi PBB tersebut maka Pemerintah Indonesia akhirnya setuju
membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diundangkan dengan UU No.26 Tahun
2000, tanggal 23 Nopember Tahun 2000 sebagai pengganti PERPU Nomor 1 Tahun
1999.

2) Pengertian Pengadilan HAM, Pelanggaran Berat HAM dan kewenangan

Pengadilan HAM

Pengadilan HAM Indonesia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat
HAM. UU No.26 tahun 2000 tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud
dengan pelanggaran Berat HAM itu, namun definisi itu dapat dilihat dalam penjelasan
Pasal 104 UU No.26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa “Pelanggaran berat HAM
adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar
putusan pengadilan (arbitrary/extra judicialkilling), penyiksaan, penghilangan orang
secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic

discrimination).

’ Pasal 25 Piagam PBB jo Pasal 2 ayat (6) jo Pasal 49 menyatakan bahwa semua negara di dunia terikat
secara Hukum Internasional untuk mengikuti keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh DK PBB, dan jika
tidak ditaati, maka DK PBB berhak menjatuhkan sanksi kepada negara tersebut, berupa sanksi ekonomi
(Pasal 41) dan apabila dipandang perlu dijatuhkan sanksi militer (Pasal 42).
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Undang-undang hanya memberikan kategori kejahatan yang termasuk dalam

pelanggaran berat HAM yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan® dan kejahatan genosida.

Yang dimaksud dengan kejahatan Genosida adalah: (Lihat ketentuan Pasal 8
UU No.26 tahun 2000).

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan

kelompok agama dengan cara :

1)
2)

3)

4)

5)

Membunuh anggota kelompok;

Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-
anggota kelompok;

Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik selurunya atau sebagian;

Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan memaksakan kelahiran di
dalam kelompok,dan

Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok
lain.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan
adalah: (Lihat ketentuan Pasal 9 UU No.26 tahun 2000).

“Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang
meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan
penduduk secar paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan secara fisik
lain secara seenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok Hukum
Internasional, penyiksaan,perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara
paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan
terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan
paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau
alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang
menuruthukum Internasional, penghilangan orang secara paksa atau kejahatan
apartheid”.

® Dalam perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini kasus terorisme juga dikategorikan sebagai kejahatan
terhadap kemanusiaan, sedangkan penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Densus 88 Anti
Teror terhadap tersangka teroris sering juga dikatakan sebagai Extra Judicial Killing.
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Definisi ke dua kejahatan di atas merupakan pengadopsian dari kejahatan yang
merupakan yurisdiksi dari International Criminal Court (ICC) seperti diatur dalam Pasal
6 dan 7 Statuta Roma’.

Statuta Roma merupakan dasar untuk berdirinya Mahkamah Pidana Internasional
(ICC). Statuta Roma dilengkapi dengan Aturan Terpisah yakni Rules of Procedure and
evidence mengenai Hukum acaranya serta Element of Crimes mengenai penjelasan
unsur-unsur kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC, yakni kejahatan perang, kejahatan
Terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida.

Element of Crimes ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi
hakim dan aparat penegak hukum ICC serta batasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan
yang merupakan yurisdiksi ICC. Di Indonesia sendiri, UU No,26 Tahun 2000 tidak
dilengkapi dengan Element of Crimes bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan
kejahatan genosida serta pertanggungjawaban komando sehingga seringkali
membingungkan para penegak hukum khususnya hakim, ketika harus menafsirkannya
sebagai suatu tindak pidana/delik yang merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.
Hal ini terjadi dalam penyelesaian kasus Timor Timur.

Selain itu apabila dicermati, terdapat begitu banyak ketidakteraturan penggunaan
padanan bahasa Indonesia untuk istilah-istilah bahasa asing yang dikutip dan diserap dari
instrumen internasional yang bersangkutan dalam hal ini Rome Statute of the
International Criminal Court, misalnya kata “...directed against civilian population..”
diterjemahkan menjadi “ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil..”.
Penambahan kata langsung di sini berimplikasi pada sulitnya menjangkau pelaku yang
bukan pelaku lapangan.

Pengadilan HAM Indonesia berwenang mengadili pelanggaran berat Hak Asasi
Manusia setelah UU No.26 tahun 2000 berlaku. Sedangkan bagi pelanggaran Berat HAM
yang terjadi sebelum diberlakukannya UU tersebut maka seperti diatur dalam Pasal 43,
akan dilaksanakan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan
Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan rakyat (DPR).

Hukum Acara yang digunakan dalam Pengadilan HAM adalah KUHAP, namun
UU No.26 tahun 2000 disebut sebagai Lex Specialist dengan konsekuensi di dalamnya

%Statuta Roma ditetapkan pada tanggal 17 Juli 1998 yang dihasilkan dari Konferensi Diplomatik PBB di
Roma yang berlangsung sejak tanggal 15 Juni 1998, dengan hasil perhitungan suara 120 negara
mendukung, 7 negara menentang dan 21 negara abstain. Statuta ini bisa diberlakukan setelah 60 negara
meratifikasinya. Baca Jerry Fowler dalam sambutan Kata Pengantar untuk Buku Statuta Roma, Ifdhal
Kasim (editor), Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional ( Jakarta : ELSAM, 2000) him.viii.
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terdapat ketentuan yang menyimpang seperti penerapan asas retro-aktif (Retro-Active).
Oleh karena itu menjadi kebutuhan yang mendesak untuk membuat Hukum Acara yang
khusus bagi UU No.26 tahun 2000 tersebut.

KELIMA: BEBERAPA PENGATURAN “SEKTORAL” DI BIDANG HAK
ASASI MANUSIA

Di Indonesia, mekanisme nasional pemajuan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia dilakukan dengan melalui 5 (lima) bentuk tindakan, yakni pertama,
pembentukan lembaga negara atau lembaga yang kedudukannya setingkat dengan
lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah non struktural atau
lembaga ad-hoc lain yang mungkin dibentuk. Kedua, pelibatan masyarakat sipil. Ketiga,
pembuatan peraturan perundang-undangan baru dan/atau perubahan atau pelengkapan
peraturan perundang-undangan yang ada. Keempat penetapan rencana aksi nasional
sebagai rujukan dan pedoman langkah langkah yang harus diambil bagi pemajuan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia untuk periode tertentu dan yang berlanjut dan kelima,
menjadi pihak pada instrumen-instrumen hak asasi manusia yang menunjang pemajuan
dan perlindungan hak asasi manusia.

Mekanisme nasional pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia sangat
dipengaruhi oleh rezim pemerintah yang sedang berkuasa dan situasi dan kondisi negara
saat tindakan itu dilakukan. Sebagai contoh, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (KOMNAS HAM) ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun
1993 yang ditetapkan pada tanggal 7 juni 1993 atau tujuh hari sebelum dimulainya
Konferensi sedunia tentang Hak Asasi Manusia. Menurut ketentuan Pasal 3 Keppres
tersebut KOMNAS HAM dinyatakan sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan salah
satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (Pasal 4,huruf
B kalimat pertama), dan diamanatkan untuk melakukan kegiatan yang esensinya adalah
penyebarluasan wawasan hak asasi manusia, pengkajian instrumen-instrumen
internasional HAM, pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan hak asasi manusia, dan
penyelenggaraan kerjasama internaional (Pasal 5).

Dalam pengamatan menunjukkan bahwa keberadaan KOMNAS HAM tidak
efektif, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Lembaga tersebut harus berfungsi di bawah rezim yang otoriter dan repressif

yang tidak mempunyai kesungguhan niat untuk memajukan dan melindungi
HAM.
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2) Karena dibentuk dengan Keppres, maka KOMNAS HAM hanya berstatus
sebagai lembaga pemerintah (non struktural), bukan lembaga negara atau
lembaga yang disamakan kedudukannya dengan lembaga negara dengan
berbagai dampak yuridisnya, dan

3) Karena hanya dibentuk dengan berdasarkan Keppres, maka tidak mempunyai
kewenangan “penyelidikan dan pemeriksaan” dalam arti mencari fakta,
informasi dan data untuk menentukan terdapat atau tidaknya pelanggaran hak
asasi manusia dalam peristiwa yang “diselidiki dan diperiksa”,

4) Tidak dipunyainya kewenangan memanggil orang untuk dimintai
keterangannya, memanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya, memeriksa
tempat terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya, dan

5) Tidak cukupnya terdapat peraturan perundang-undangan nasional mengenai
pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan
terbatasnya jumlah instrumen internasional yang diterima atau yang padanya
Indonesia menjadi Negara Pihak, yang dapat dijadikan trujukan KOMNAS
HAM dalam kegiatan pemantauan dan penyelidikannya (Enny Soeprapto,
2012:109-110).

Keadaan KOMNAS HAM vyang demikian itu kemudian berubah total setelah
runtuhnya Rezim Orde baru pada Tahun 1998. KOMNAS HAM kenudian dikuatkan
landasan peraturan perundang-undangan keberadaan, fungsi, tugas dan wewenangnya
dengan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang menggantikan Keppres No 50 Tahun 1993, bahkan pada Tahun 2000
dikuatkan lagi dengan adanya UU No0.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia. KOMNAS HAM kemudian diberikan fungsi, tugas dan wewenang sebagai
penyelidik priyustitia untuk kejahatan yang termasuk yurisdiksi Pengadilan HAM
sebagaimana dimaksud dalam UU No.26 Tahun 2000, yakni kejahatan genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan, yang oleh UU No.26 Tahun 2000 digolongkan sebagai
“Pelanggaran HAM yang Berat”.

Enny Soeprapto, Rudi M.Rizky,dan Eko Riyadi dalam tulisannya “Hak Asasi

Manusia Kelompok Rentan dan Mekanisme Perlindungannya” mengatakan:

Pengkategorian kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai ‘“Pelanggaran
HAM yang berat” merupakan kesalahan konseptual dan menyesatkan. Ke dua kejahatan tersebut termasuk
dalam kategori “kejahatan menurut Hukum Internasional (Crimes under International Law), yang termasuk
yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan yang oleh statutanya
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dikategorikan sebagai “Kejahatan paling serius yang menjadi urusan komunitas internasional secara
keseluruhan ( the most serious crimes of concern to the international community as a whole). Istilah
“pelanggaran HAM yang berat” (Gross violations of human rights/serious violations of human rights)
bukanlah istilah yuridis melainkan istilah umum untuk merujuk pada beberapa pelanggaran hak asasi
manusia yang berat atau serius seperti apartheid dan penyiksaan. Berhubung dengan itu adalah keliru untuk
mengkategorikan UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai peraturan nasional tentang Hak
asasi manusia dan dengan demikian tidak tepat pula menetapkan KOMNAS HAM sebagai penyelidik
proyustitia untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena keduanya adalah
kejahatan internasional”

Apabila KOMNAS HAM dikuatkan dengan undang-undang, tidak demikian
halnya dengan KOMNAS Perempuan, KOMNAS Perempuan tidak berubah tingkatnya,
kecuali namanya, yakni dari Keppres No 181 Tahun 1998 menjadi Perpres Nomor 65
Tahun 2005. KOMNAS Perempuan juga menggantungkan hidup dari APBN yang sangat
kecil, maka ia harus ditopang oleh lembaga-lembaga donor dan menjalankan kegiatannya
melalui kerjasama dengan jaringan mitranya di daerah-daerah. Meskipun demikian
kinerja KOMNAS Perempuan tergolong sangat berhasil melaksanakan mandatnya,
terutama yang berkenaan dengan penyebarluasan pemahaman mengenai segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan, juga pencatatan tahunan tindakan kekerasan terhadap
perempuan yang terjadi di Indonesia tercacat dengan cukup baik berkat bantuan mitra-
mitra kerjanya di daerah.

Selain pembentukan lembaga-lembaga tersebut Pemerintah Indonesia juga
membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan menghormati, memajukan dan
melindungi Hak asasi manusia. Langkah pertama diambil oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), misalnya dengan Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tanggal 13
Nopember 1998 , yang demi terwujudnya Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia, maka Bangsa Indonesia menyatakan “Piagam Hak Asasi Manusia” (yang terdiri
atas enam alinea pembukaan, satu diktum dan 44 Pasal operatif). Piagam Hak Asasi
Manusia tahun 1998 ini mengelompokkan dalam pasal-pasalnya sembilan kelompok
pasal tentang hak, satu kelompok pasal tentang kewajiban dan satu kelompok pasal
tyentang prinsip-prinsip pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah “sektoral” dapat disebut di
sini adalah :

1) UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka

umum.

2) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers;

3) UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Buruh;

4) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
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5) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga,;

6) UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi;

7) UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri;

8) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan republik Indonesia;

9) UU No.13 Tashun 2006 tentang Perlindungan korban dan saksi;

10) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

11) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak perdagangan Orang;

12) UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata
Cara Perlindungan Terhadap korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang Berat;

14) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 3 Tashun 2002 tentang
Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang Berat;

15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata
Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

Adapun sebagai bagian mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM di
Indonesia termasuk dalam hal ini adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM) yang dibagi ke dalam:

RANHAM Indonesia 1998-2003 ditetapkan dengan Keppres nomor 129 tahun
1998 tanggal 15 Agustus 1998);

RANHAM Indonesia 2004-2009 ditetapkan dengan Keppres No. 40 tahun 2004;

RANHAM Indonesia 2010-2014 yang tertunda dan akhirnya ditetapkan dengan
Peraturan Presiden No.23 Tahun 2011.

Di samping hal-hal di atas juga disepakati Konvensi menganai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas yang disahkan dengan UU No.19 Tahun 2011 dan Konvensi
Internasional tentang Perlindungan seluruh Pekerja Migran dan Keluarga Mereka yang
disahkan dengan UU No.6 Tahun 2012.
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Penelitian ini sejak awal direncanakan berjangka waktu dua tahun. Dimulai pada
bulan April 2015 hingga bulan November 2016, meliputi waktu persiapan penelitian,
penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, pengolahan dan analisis data, penulisan
laporan serta diseminasi laporan penelitian.

Alhamdulillah, pada tahun pertama telah membahas mengenai hak asasi manusia
dalam perspektif Islam dan Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia di Indonesia
serta perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Temuan-temuan tahun
pertama penelitian ini telah dipaparkan sebagaimana tergambarkan di dalam ringksan
penelitian.

Pada tahun kedua, penelitian ini akan mendesain model harmonisasi hak asasi
manusia perspektif Islam dengan peraturan perundangan tentang hak asasi manusia di
Indonesia. Kegiatan dan tahapan yang akan dilakukan meliputi: Penyusunan model dan
instrumen penelitian yang akan dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan riset
media. Selanjutnya dilakukan uji coba instrumen penelitian, serta perbaikan instrumen
penelitian pasca ujicoba. Selanjutnya dilakukan penelitian lapangan berupa wawancara
dengan para pakar HAM, HAM Islam dan HTN di Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Jakarta. Setelah itu diselenggarakan FGD sebagai sarana untuk memperoleh informasi

yang sebanyak-banyaknya dari partisipan dan pendalaman terhadap permasalahan.
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Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data untuk penyusunan draft model
harmonisasi HAM perspektif Islam dan peraturan perundangan tentang HAM di Indonesia.

Untuk melakukan semua kegiatan dan tahapan tersebut diperlukan dana sebagaimana
pada tahun pertama. Luaran yang akan dihasilkan penelitian ini ialah artikel dimuat di Jurnal

Nasional terakreditasi.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan mengenai hak asasi manusia perspektif Islam dan peraturan

perundangan tentang hak asasi manusia di Indonesia dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Hingga hari ini ada tiga dokumen penting dan mendasar yang membahas
tentang HAM menurut pandangan Islam. Dokumen pertama dibuat pada era
Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lalu sekitar tahun
622M. Dokumen kedua diadopsi olenh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di
Paris. Sedang dokumen ketiga dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara
anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990M.

2. Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia di Indonesia dan perkembangan
pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dikategorikan menjadi lima:
Pertama, Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen); Kedua, Perundang-undangan
Nasional Hak Asasi Manusia dan hubungannya dengan ratifikasi Perjanjian
Internasional; Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia; Keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan Kelima, beberapa pengaturan “sektoral” di
bidang Hak Asasi Manusia seperti Keppres No.50 Tahun 1993 (KOMNAS
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HAM), UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan anak.

Dan berdasarkan temuan-temuan di atas disarankan beberapa hal berikut:

1. Perlu kajian yang lebih mendalam terhadap tiga dokumen penting dan
mendasar yang membahas tentang HAM menurut pandangan Islam, yaitu
dokumen pertama yang dibuat pada era Nabi Muhammad SAW lebih dari
empat belas abad yang lalu sekitar tahun 622M. Dokumen kedua yang diadopsi
olen Dewan Islam Eropa tahun 1981M di Paris. Dan dokumen ketiga yang
dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi
Islam (OKI) pada tahun 1990M.

2. Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia di Indonesia dan pengaturan
Hak Asasi Manusia di Indonesia perlu dikaji lebih mendalam agar dapat
diharmonisasikan dengan tiga dokumen penting tentang HAM menurut
perspektif Islam. Dan saran inilah yang akan dilakukan pada tahun kedua
penelitian ini.
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Media, Yogyakarta, 2007

2008

11.

Menggenggam Harta Menggapai
Surga: Sukses Dunia Akhirat Dengan
Berdagang. Penerbit Moco Media,
Yogyakarta, 2008

2008

12.

Hanya Shalat Khusyuk Yang Dinilai
Allah: Step By Step Shalat Khusyuk.
Penerbit Moco Media, Yogyakarta,
2008

2008

13.

Tiba Waktumu Mengatur Waktu:
Seni  Manajemen Waktu Untuk
Muslim. Penerbit Ichsani Media,
Yogyakarta, 2008

2008

14.

Kunci  Sukses Mengubah Diri.
Penerbit Moco Media, Yogyakarta,
2008

2008

15.

I Love You, Muhammad Saw.
Penerbit Moco Media, Yogyakarta,
2008

2008

16.

Panduan Hidup Bahagia Dengan
Harta Seadanya. Penerbit Moco
Media, Yogyakarta, 2008

2009

17.

Jangan Pernah Bercerai. Penerbit
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Ichsani Media, Yogyakarta, 2009

2009

18. Obat Rindu Menanti si Buah Hati.
Penerbit Moco Media, Yogyakarta,
2009

2012

19. Ayat dan Hadis Ahkam. Penerbit
Ichsani Media, Yogyakarta, 2012.

F. Karya llmiah di
Jurnal

2006

Surat an-Nisak:34: The Position of Men
and Women in The Household, dimuat
dalam Jurnal Media Hukum, Fakultas
Hukum,  Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Vol. 13, No. 1 Juni 2006

2008

Pembinaan Keluarga Muslim Bahagia
dan Identifikasi Isu-lsu Gender Dalam
Skop Keluarga Di Indonesia, dimuat
dalam jurnal Media Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Vol. 15, No. 2 Desember
2008

2011

Al-Ta'amul bi al-Dayn: Masolihuhu wa
Mafasiduhu wa Adabuhu fi al-Syari‘at al-
Islamiyyah, diterbitkan di Journal of
Islam in Asia, 1IUM, Vol. 8, No. 2, 2011

2012

Bias Gender Di Dalam Teks-Teks Islam:
Suatu Kajian Terhadap Keberadaan Dan
Sebabnya, dimuat di Jurnal Ulama
Indonesia, Prop. DI  Yogyakarta,
No.2/Th.V/Edisi 13/Agustus 2012

2013

Hukum dan Etika Berutang, dimuat di
Jurnal Tarjih dan Tajdid, Edisi 11,
Nomor 1, Tahun 2013

G. PENELITIAN

2008

Pemberlakuan  Syariat Islam dalam
Peraturan Daerah  di Indonesia:
Pengaturan, Pembinaan dan Penciptaan
Harmonisasi Sistem Hukum Nasional
(Studi Kasus di 4 Wilayah), Hibah
Bersaing Dikti, 2008.

2009

Konsep Hukum Posisi Aliran Sesat
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan
Hak Kebebasan Beragama di Indonesia,
Hibah Fundamental Dikti, 2009.

H.
KARYA ILMIAH
DI MAJALAH
DAN KORAN

1997

"Bagaimana  Menggunakan  Waktu
Dengan sebaik-baiknya" dimuat di
majalah Dakwah Malaysia
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1997 "Meniti Hijrah Meneladani Sirah™ dimuat
di majalah Dakwah Malaysia
2009 "Istri Berpuasa Sunnah Harus dengan ljin

Suami” 3 edisi dimuat di Suara
Muhammadiyah No: 4, 5 dan 6 /TH Ke —
94 16 Februari 2009, 01 Maret 2009 dan
16 Maret 2009

2009 "Hukum Hewan Qurban dari dan untuk
Non Muslim" dimuat di Suara ‘Aisyiyah,
November 2009

2009 "Hidup adalah Perniagaan™ (Menyambut

Tahun Baru Hijriyah 1431) dimuat di
Suara ‘Aisyiyah, Desember 2009

2009 "Menyambut Ramadhan” dimuat di
Harian Jogja terbitan 22 Agustus 2009
2009 "Puasa dan Tabiat Makan dan Minum

Kita" dimuat di harian Radar Jogja
terbitan 9 September 2009

2010 "Kontroversi Nikah Siri" dimuat di
harian Kedaulatan Rakyat terbitan 18
Februari 2010

2010 "Kepastian Hukum Rokok™ dimuat di
harian Kedaulatan Rakyat terbitan 17
Maret 2010

2012 "Naik Haji Dengan Utang" dimuat di
harian Kedaulatan Rakyat terbitan 28
Maret 2012

2012 "Puasa Ibadah Yang Istimewa" dimuat di
harian Bernas Jogja terbitan 26 Juli 2012

2012 "Keistimewaan Ramadhan” dimuat di
Harian Jogja terbitan 27 Juli 2012

2012 "Al-Imsak™ dimuat di harian Republika
terbitan 30 Juli 2012

2013 "Hukuman Alternatif Bagi Pemerkosa"

dimuat di harian Kedaulatan Rakyat
terbitan 15 Januari 2013

2013 "Memanfaatkan Waktu di  Bulan
Ramadhan™ dimuat di Harian Jogja
terbitan 13 Juli 2013

2013 "Nuzulul Qur'an" dimuat di harian
Bernas Jogja terbitan 29 Juli 2013
2013 "Nasehat Akhir Ramadhan™ dimuat di
Harian Jogja terbitan 5 Agustus 2013
I. PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT

2005 Khutbah Idul Fitri 1426H di area parkir
RS Wirosaban Yogyakarta dengan judul:
"Masalah Umat: Sebab dan Cara
Penyelesaiannya."”
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2005 Khutbah Idul Adha 1426H di lapangan
SMK' Muhammadiyah 3 Umbulharjo
Yogyakarta dengan judul: "Meneladani
Pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan
Keluarganya."

2006 Khutbah Idul Fitri 1427H di lapangan
Palbapang Bantul Yogyakarta dengan
judul: "Permasalahan Umat: Sebab Dan
Cara Penyelesaiannya."

2006 Khutbah Idul Adha 1427H di lapangan
masjid al-Furgan Nitikan Umbulharjo
Yogyakarta dengan judul: "Keprihatinan
Masyarakat Dan Solusinya."

2007 Khutbah Idul Fitri 1428H di halaman
SGM Giwangan Yogyakarta dengan
judul:  "Ramadhan dan Idul Fitri
Momentum Untuk Mengubah Diri."”

2007 Khutbah Idul Adha 1428H di lapangan
masjid al-lkhlas Wonosari Gunung Kidul
Yogyakarta dengan judul:  "Hidup
Sederhana."

2008 Khutbah Idul Fitri 1429H di lapangan
Asri Wirobrajan Yogyakarta dengan
judul: "Permasalahan Agama di Negara
Tercinta Indonesia.”

2008 Khutbah Idul Adha 1429H di area parkir
hotel Melia Purosani Yogyakarta dengan
judul: "Hidup Bahagia Walau Dengan
Harta Seadanya."

2008 Pengabdian Kepada Masyarakat dengan
judul: "Mempersiapkan Generasi
Berakhlag Mulia Yang Bebas Narkoba",
LP3M UMY, 2008

2009 Khutbah Idul Fitri 1430H di lapangan
Plaza Monjali Sleman Yogyakarta
dengan judul: "Kewajiban Kita Terhadap
Agama Yang Kita Peluk."

2010 Khutbah Idul Fitri 1431H di lapangan
masjid Sultonain Nitikan Yogyakarta
dengan judul: "Masyarakat Islami:
Antara Fakta dan Realita."”

2010 Khutbah Idul Adha 1431H di kebun Alm.

Mbah Bowo Samakan  Kotagede
Yogyakarta dengan judul: "Menyikapi
Musibah Yang Bertubi-tubi."

2011 Khutbah Idul Fitri 1432H di lapangan
kabupaten, Wonosari Yogyakarta dengan
judul: "Bangkitlah Bangsaku, Bangkitlah
Negeriku."

2011 Khutbah Idul Adha 1432H di area parkir
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hotel Melia Purosani hotel Yogyakarta
dengan judul: "Kebahagiaan Hidup
Menurut Syariat Islam."

2012 Khutbah Idul Fitri 1433H di lapangan
masjid al-Irsyad Karanganyar
Yogyakarta dengan judul: "Kemuliaan
Dan Kehinaan Manusia di Hadapan Allah
Ta'ala."

2012 Khutbah Idul Adha 1433H di lapangan
Sultan Agung Pleret, Pleret Bantul
Yogyakarta dengan judul: "Korupsi,
Kapankah Hilang Dari Negeri ini?"

2013 Khutbah Idul Fitri 1434H di lapangan RS
Yogyakarta, Wirosaban, Yogyakarta
dengan judul: "Cara Islam
mensejahterakan Umat."

2013 Khutbah Idul Adha 1434H di halaman

Universitas Cokroaminoto  Gambiran
Yogyakarta dengan judul: "Hidup Yang
Berkualitas."

J. SEMINAR 2009 International Joint Seminar held by
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(UMY) and International Islamic
University Malaysia (IIlUM) on The
Impact of Globalization on the Muslim
World (Multi Dimensional Issue) as a
presenter of the article: Freedom of
Religion in the Perspective of Islam, the
Universal Declaration of Human Rights
and Indonesian Legal System.

2012 World Conference on Islamic Thought:
Contemporary, Challenges and Realities,
organized by Kolej Universiti Islam
Sultan Azlan Shah (KUISAS) Ipoh
Malaysia, September 11-12, 2012, as
presenter of the article entitled: Gender
Analysis on Islamic Texts: A Study on its
Accuracy.

2013 International Conference On Law and
Society organized by Hashim Center for
Law IIUM and Iclas Faculty of Law
UMY in UMY Campus, February 15-16,
2013, as presenter of the article entitled:
The Position of Official Documentation
of Marriage in the al-Siyasah al-
Shar'iyyah Framework.

2013 International Conference On Law and
Society Il organized by Hashim Center
for Law [IUM in [IlUM Campus
Malaysia, September 18-19, 2013, as
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presenter of the article entitled: The
Legality of Interreligious Marriage in the
Perspective of Islamic Law and
Indonesian Positive Law.

2013 International Conference On The Practice
of Islamic Law in The Modern World
held by Faculty of Syariah and Law UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, in its
campus, Desember 11-12, 2013 as
participant.

2014 International Seminar on Developing
Global Islamic Monetery System held by
Department of Economics, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Yayasan
Pengurusan limu (YPI) Malaysia, Majelis
Tarjid dan Tajdidi PP Muhammadiyah,
Ikatan Ahli  Ekonomi Islam (IAEI),
Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi
UMY, in UMY campus, March, 14-15,
2014, as presenter of the paper entitled:
The Application of Qawaid Fighiyyah in
the Contemporer Islamic Financial
Transaction.

K.
MATA KULIAH
YANG DIAMPU

[EEN

. Hukum Islam (Peng. Figih dan Ushul
Figih)

. Bahasa Arab Hukum

. Hukum zakat dan Wakaf

. Hukum Pidana Islam

. Hukum Peradilan Islam

. Figih Muamalat

. Figih Kontekstual

. Agama Islam 1 (Akidah dan Akhlak)

OO |NO O WN

. Agama Islam 2 (Figih ibadah dan
muamalat)

10. Manahij al-Fatawa

11. As-Siyasah as-syar’iyah

12. Figh an-Nawazil

L.
PENGALAMAN
&
KEANGGOTAAN
DI ORGANISASI
1991-1993 1. Mengajar di Universiti Kebangsaan
Malaysia dan  Universiti  Islam
Antarabangsa Malaysia (bahasa

medium: Arab)

1993 2. Menulis beberapa artikel di majalah
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Dakwah Malaysia

2006-skrg

Menjadi anggota Majlis Tarjih dan

Tajdid Pimpinan Pusat

Muhammadiyah sejak tahun 2006

2006-skrg

Menjadi anggota Badan Arbitrase
Syariah Nasional Perwakilan
Yogyakarta sejak tahun 2006

2006

Menjadi nara sumber pada pelatihan-
pelatihan  Ekonomi  Syariat di
Yogyakarta dan Semarang

2007-skrg

Menjadi Asesor BAN-PT sejak tahun

2007

2007-skrg

Mengajar di Program Pasca Sarjana
MSI UMS (bahasa medium: Arab)

2007-skrg

Menulis beberapa artikel di majalah
Suara Muhammadiyah dan harian
Kedaulatan Rakyat

2011

Mengajar di Summer Course on
Sharia Law, di Charles Darwin
University, Darwin, Australia pada
Desember 2011.

2012-skrg

10. Anggota Divisi Fatwa MUI DIY.
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Lampiran 2:
CURRICULUM VITAE ANGGOTA PENELITI (1)
A. ldentitas Diri
1 Nama Lengkap (dengan gelar) : Drs. Mujiyana, SH, M.Si
2 Jenis Kelamin - Laki-laki
3 Jabatan Fungsional . Lektor
4 NIP/NIK/Identitas lainnya : 196502011993031001
5 NIDN : 0001026501
6 Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman 1-2-1965
7 E-mail : ahmadmujiyana@yahoo.com
9 Nomor Telepon/HP : 085228088090
10 Alamat Kantor : Fakultas Hukum UMY

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta
11 Nomor Telepon/Faks : 0274 387656 / Fax 0274 387646
12 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1: 30 orang
13. Mata Kuliah yg Diampu
1. Pendidikan Kewarganegaraan

2. Sosiologi Hukum


mailto:ahmadmujiyana@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan
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3. Filsafat Hukum Islam

4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

S1 S2 S3
Nama Perguruan UGM UGM
Tinggi
Bidang llmu Filsafat / Hukum Ilmu Sosial
Tahun Masuk — 1984 — 1992 1996 — 2000
Lulus
Judul Skripsi /Thesis | Konsep Hukum Potensi Konflik
Menurut Aboul A’la | Antar Umat
Al Maududi Beragama di
Indonesia
Nama Pembimbing | Prof. Dr. Soejadi, Prof. Dr. Kodiran,
sH MA

Prof. Dr. Susetiawan

C.P ENGALAMAN DALAM PENELITIAN 5 TAHUN TERAKHIR

No | TAHUN JUDUL Pendanaan
Sumber Jumlah
(juta Rp)
1 2007 | Peran Wanita Pekerja Buruh Gendong Dan UMy 3.5
Eksistensinya Dalam Keluarga
2 2008 | Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan UMy 3.5
Putusan Yang Adil di Pengadilan Negeri
Yogyakarta,
3 2007 | Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Kopertis 1.5
Pengawasan DPRD terhadap
Penyelenggaraan Dana Rekonstruksi Pasca
Gempa 2006, 2007
4 2008 | Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan UMy 35
Perkara yang Adil dan Bijaksana, 2008
5 2010 | Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Pasca UMy 35
Amandemen Undang Undang Dasar 1945
Dalam Bidang Legislasi untuk
Mewujudkan Check and Ballance System
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6 2010 | Studi Implementasi Nilai-nilai HAM Kemenkumham 65
dalam Perturan Daerah dan Dampaknya
bagi Pemenuhan Hak Ekosob di
Kabupaten Bantul Provinsi DIY

7 2011 | Implementasi Nilai HAM dalam Peraturan UMy 35
Daerah di Kabupaten Bantul, 2011

8 Pengelolaan kekayaan Desa di Desa UMY 35
Condongcatur

9 2012 | Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan UMy 3.5
Putusan Teradap Tindak Pidana dengan
Pelaku Anak di Bawah Umur di
Pengadilan Negeri Yogyakarta

A. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No | TAHUN JUDUL Pendanaan
Sumber Jumlah
(juta Rp)

1 2009 | Pengawasan Pemilu Berbasis Budaya Daerah | BAWASLU 283.6

2 2009 | Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula DP2M 45
Perempuan di Desa Tamantirto, Kasihan

2 2010 | KKN Tematik Muktamar Muhammadiyah 1 | UMY 10
Abad

3 2011 | Implementasi Nilai HAM dalam Peraturan UMY 35
Daerah di Kabupaten Bantul, 2011

4 Penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat | UMY 10
dalam Penanggulangan Kemiskinan

5 2012 | Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan umMy 35
Putusan Teradap Tindak Pidana dengan
Pelaku Anak di Bawah Umur di Pengadilan
Negeri Yogyakarta
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E. PENGALAMAN MENULIS BUKU

No | Pancasila, Tinjauan Secasra Historis, Yuridis, dan Filosofis | Buku 2000
Dan 2003

1 Ilmu Budaya Dasar Buku 2001

2 Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) | Buku 2003
Pedoman Dosen

3 Metode Pembelajaran Pendidikan | Buku 2004

Kewarganegaraan (Tim Penulis)

E. PENGALAMAN PPELATIHAN

No Pelatihan  Untuk Pelatih (TOT) Guru Pendidikan | 2006
Kewarganegaraan untuk SMA Muhammadiyah se Indonesia

Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMP 2007

Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMA 2007

Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMP 2008

Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMA 2008

Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMP 2009

Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMAK | 2009

Pelatihan SPMI di UMY 2010

Pelatihan Akreditasi Institusi di Surabaya 2011

F. PENGALAMAN SEBAGAI PELATIH (TRAINER)

Pelatih Metode Pembelajaran untuk Guru Pendidikan | 2006

Kewarganegaraan SMA

TOT Pengawasan Pemilu Tematik Kerjasama UMY dengan | 2009
BAWASLU RI
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CURRICULUM VITAE ANGGOTA PENELITI (2)

Nama Lengkap dan Gelar
Tempat & Tanggal Lahir
NIP/NIK/NIDN
Jabatan Akademik/Gol
Instansi Tempat Kerja Utama
Alamat Rumah
Yogyakarta.
a. Telp. Rumah/Hp./Fax
b. Telp. Kantor/Fax
(Alamat E-mail)
Pendidikan dan Asal Univ
a. Jenjang S1
Fakultas/Program Studi
PT
Bidang Keahlian
b. Jenjang S2
Fakultas/Program Studi

: Dr. Muhammad Nur Islami, SH.M.Hum
. Pati, 3 Oktober 1961

: 196110031987021001

. Lektor Kepala/ 111-d

. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jaranan Rt 10, Rw 41 No.377 Banguntapan,

: 0274-452006/085725492611/ -
. (0274) 387656/ (0274) 387646
: m.nurislami@gmail.com.

: Hukum/Program Studi ilmu Hukum
- Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

: Hukum Perdata.

: Pasca Sarjana/ llmu Hukum
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PT : Universitas Diponegoro, Semarang
Bidang Keahlian : Hukum Ekonomi dan Teknologi (HET)
c. Jenjang S3
Fakultas/Program Studi : Pasca sarjana/Program Doktor llmu Hukum.
PT - Universitas Diponegoro Semarang

Bidang Keahlian : Hukum Internasional, HAM dan Hukum Islam

8. Pengalaman Mengajar :

a. Mata Kuliah

dalam program studi ilmu Hukum di UMY pada 4 tahun terakhir

(TA.: 2007/2008 — 2011/2012)

Kode Nama MK SKS | Jumlah Jumlah Praktek/Tidak
MK Kelas | Pertemuan

Filsafat Hukum 2 2 12 -
Hak Asasi Manusia 2 1 12 -
Human 2 1 12 -
Rights/International
Program
International 2 1 12 -
Humanitarian
Law/International
Program.
Law of 2 1 12 -
International
Treaties
/International
Program

UM State Ideology 2 1 12 -

6111 /International
Program

HK6118 | Pengantar Hukum 4 1 24 -
Indonesia

HK6135 | Sosiologi Hukum 2 3 12 -

HK6158 | Law Research 2 1 12 -
Methodology

Ket: - *) Kolom MK Praktek: Apabila ada muatan praktik beri tanda

checkmark (V) sesuai jenis MK.

b. Mata kuliah di luar program studi llmu Hukum di UMY pada 4 tahun terakhir
(TA.: 2007/2008 — 2011/2012)

Kode MK

Nama MK SKS Jumlah Jumlah Praktek/Tidak
Kelas Pertemuan
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c. Mata kuliah yang diajarkan di luar perguruan tinggi ini pada 4 tahun terakhir
(2007/2008 —2011/2012)

Kode Nama MK SKS Jumlah Jumlah Praktek/Tidak
MK Kelas Pertemuan

PHI 4 1 24 -

Hukum 4 1 24 -

Internasional

Hukum 2 1 12

Perjanjian

Jenis Baru

9. Kegiatan Ilmiah, Lokakarya/Workshop vyang diikuti dalam 3 tahun terakhir
(2008/2009 — 2011/2012) :

a. Dosen Studi lanjut

Jenjang Bidang Studi PT Negara Tahun Mulai
Pendidikan Studi
Lanjut
Program lImu  Hukum, | Universitas Indonesia 2002/2003
Doktor  Ilmu | Konsentrasi Diponegoro
Hukum Hukum Semarang
Internasional
dan HAM

b. Sebagai peserta/ penyaji dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/
workshop/pagelaran/pameran/peragaan

1) ) (©) (4)
No. Jenis Judul Peserta/ Waktu
. Tempat .
Kegiatan penyaji
1. | Seminar “The Current Universitas Peserta 8 Juni 2009
Internasional | Development of Middle | Gadjah Mada
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Penelitian Dan
Pengembangan Lintas

) ) 3) (4)
No. Jenis Judul T Peserta/ Waktu
. empat .
Kegiatan penyaji
eastern Politics: on Yogyakarta
Egypt, Syria, and
Libanon Perspective”

2. | Workshop Studi Visit dan Refleksi | Sleman, Peserta 15-17 juni
dan Studi Hak Atas Air Dan Bantul dan 2009
Visit HAM Perumahan (Wilayah Klaten
(Kerjasama Sleman, Bantul dan
antara Pusat | Klaten)
studi HAM
Ull dan
Norwegian
Centre for
Human
Rights

3 Pelatihan Pelatihan Penyegaran Jakarta Peserta | 12 September

" | Tingkat Pelatih PMI Bidang 2009
nasional Diseminasi
Kepalangmerahan
4 Lokakarya Lokakarya Pengelolaan | Ull- Peserta 23-24
' Jurnal Yogyakarta Nopember
2009
5 Rapat Akselerasi Pelaksanaan | Hotel Inna Peserta | 7-9 Maret

"~ | Koordinasi Agenda Strategis Garuda 2010
Teknis Badan | Penelitian Dan
Penelitian Pengembangan Lintas
Dan Sektoral di Bidang
Pengembanga | HAM Melalui Program
n HAM Kemitraan
Tahun 2010
Seminar Peran dan Fungsi Bank | Hotel melia Peserta | 10 April 2010
Nasional Sentral Dalam Stabilitas | Purosani

Sistem keuangan Dan Yogyakarta
perekonomian Nasional
7 Seminar Membincang Kembali | Auditorium Peserta | 5Juni 2010
' Nasional Islam Politik dan Fakultas
Politik Islam Teknologi
UGM
8 Semiloka Agenda Strategis Yogyakarta Peserta Juni 2010
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) ) 3) (4)
No. Jenis Judul Peserta/ Waktu
. Tempat .
Kegiatan penyaji
Sektoral Di Bidang
HAM Dalam Perspektif
Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya
9 International | On “Revealing The Hall Peserta 29 Maret
Seminar Tradition Of Prayer, University 2011
Moans & Praise in Club UGM
Religions”
10 Seminar “Peneguhan Negara Hall Peserta | 20 Mei 2011
Pancasila Sebagai dasar | University
Pijak Perlawanan Club UGM
Generasi muda
Terhadap Gerakan
Negara Islam Indonesia
11 General General lecture on The | Gedung AR | Resource | 5 Desember
" | Lecture,Kerja | Right of Refugees to Fakhruddin B | Person 2011
sama Seek and Enjoy Asylum, | Lt.5 UMY
UNHCR dan | International Refugee
UMy Law and Shari’a Law in
Comparison
12 Seminar Belenggu Undang Pandan Pembicar | 15 Desember
Nasional Undang Nomor 24 garden Resto | a 2011
Tahun 2009, Pasal 57 Yogyakarta
Poin ¢ dan d Terhadap
Raga Pancasila
13 Paper Dilema Teoritis Dan Ruang Nara- 7 Juli 2012
Conference Praktis Hukum Sidang sumber
Internasional Di Utama
Indonesia Fakultas
Hukum UlI
14 Diskusi “Teroris, Siapa yang Ruang Pemateri | 26 September
Publik, Salah” ? Sidang Lt.3 2012
Dilaksanakan Fak.Hukum
oleh HMI- UMy
MPO
Komisariat
FH UMY

Ket: - Kolom 3: Tempat diisi sesuai dengan tempat penyelenggaraan kegiatan, misalnya
di wilayah Yogyakarta, Jakarta, Taiwan dll.

c. Pencapaian

prestasi/penghargaan

yang pernah

pendidikan/penelitian dan pelayanan kepada masyarakat

diperoleh

dalam

Prestasi yang dicapai

Waktu Pencapaian

Tingkat (Lokal, Nasional,
Internasional)
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Penghargaan dari PMI 19 April 2005 Nasional,

atas  dedikasi  dan Piagam Penghargaan
sumbangsih Dalam No0.0833/Peng/PP/2005
Penanggulangan

Bencana Tsunami

d. Keikutsertaan Dosen Tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi

profesi

Nama Organisasi Kurun Waktu Tingkat

Keilmuan/Profesi Lokal/Nasional/Internasional
PMI 14 tahun (sejak | Lokal;Team Diseminator

1998) Tetap Hukum
Perikemanusiaan
Internasional PMI DIY

e. Dosen Pembimbing Akademik pada TA 2011/2012

Angkatan 2011

Jumlah Mahasiswa 48

Rata-rata jumlah 4

pertemuan/mhs/semester

Masalah yang dibicarakan dlm Pemahaman Materi Kuliah,

pembimbingan Masalah pergaulan mahasiswa

Kesulitan dalam pembimbingan Kesadaran mahasiswa kurang

Upaya mengatasi Selalu dimotivasi dengan nilai nilai
agama

Manfaat yang diperoleh bagi Dapat bertukar pikiran/wawasan

mahasiswa dengan dosen,

f.  Dosen Pembimbing Skripsi

Angkatan 2008

Jumlah Mahasiswa 3 mahasiswa

Rata-rata jumlah 6 kali

pertemuan/mhs/semester

Masalah yang dibicarakan dlm Metode penulisan, analisis data
pembimbingan

Kesulitan dalam pembimbingan Sering berbeda pendapat

Upaya mengatasi Diskusi terbuka

Manfaat yang diperoleh bagi Dapat melakukan penelitian dengan
mahasiswa baik

Perbaikan Pembelajaran dalam tiga tahun terakhir

Butir Upaya Perbaikan

Tindakan yang dilakukan Hasil

Materi Studi komparatif dengan | Mahasiswa lebih luas
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wawasan Syari’ah wawasannya, tidak
hanya dari aspek
hukum umum, tapi
juga Hukum Islam
Metode Pembelajaran Diskusi- Tatap Muka- | Mahasiswa lebih aktif
Pembuatan Makalah dan tidak tergantung
dosen
Penggunaan Teknologi L.top, Lcd Mempermudah
Pembelajaran penyampaian materi.
Cara-cara Evaluasi Membandingkan dengan | Standarisasi
materi kuliah pada | Pemahaman  Materi
perguruan tinggi lain kuliah tercapai.

Perolehan dan Alokasi Dana dalam tiga tahun terakhir:

a. Pendidikan
Tahun Perguruan Tinggi | Sumber Jenis Dana Jumlah Dana/ th
Dana*)
2011/2012 UMY UMY Penulisan Buku | Rp.10.000.000,-

*) pembiayaan sendiri/PT yang bersangkutan/Institusi dalam Negeri di luar
Depdiknas/Institusi Luar Negeri

b. 1.Penelitian

Tahun Judul Sumber Dana*) Jenis Dana Jumlah Dana

*) pembiayaan sendiri/PT yang bersangkutan/Institusi dalam Negeri di luar
Depdiknas/Institusi Luar Negeri

2.Publikasi
Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama
tiga tahun terakhir oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS

Tahun Judul naskah | Nama Jurnal dan Tingkat Penyajian
Nomor Jurnal Nasional/Internasional | publikasi di...
(Akreditasi/Tidak) (misalnya
prosiding,
bunga rampai,
dil)
2009 Hukum Buku - Buku,
Internasional | Pengembangan No.ISBN: 978-
Dalam Materi Kuliah 979-704-898-3
Pandangan Badan Penerbit
Islam Universitas
Diponegoro
Semarang
2011 Intervensi Jurnal IImiah | Nasional Jurnal  Media
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Hukum
Internasional
Dalam
Kedaulatan
Negara
Republik
Indonesia

Terakreditasi
Fak.Hukum UMY

Hukum,
Fak.Hukum
UMY.

2012 Rekonstruksi | Buku

Hukum

Dalam
Penyelesaian
Terorisme Di
Indonesia
(Studi
Eklektisisme)

Nasional

Buku,
No.ISBN:978-
602-097-244-2.

*) pembiayaan sendiri/PT yang bersangkutan/Institusi

Depdiknas/Institusi Luar Negeri

c. Pengabdian Masyarakat

dalam Negeri di luar

Tahun Judul Sumber Jenis Dana | Jumlah
Dana*) Dana
Mengabdi pada Ranting - -
2010 - 2015 Muhammadiyah
Banguntapan IV Yogyakarta,
dengan tugas sebagai
Pimpinan Ranting,
memimpin rapat bulanan,
pengajian mingguan dan
kegiatan lainnya. SK
Pimpinan Cabang
Muhammadiyah
Banguntapan Utara
Yogyakarta No:
02/KEP/IV.0/D/2012 tanggal
1 Januari 2012
2011 Talkshow di Radio Persatuan - -
bantul, Yogya, dengan tema
“Perlindungan Terhadap
Tersangka Terorisme”
2012 Imam Taraweh dan - -

Pembicara dalam Ramadhan
Di kampus UAD Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli dan 2
agustus 2012, dengan judul
”Syarat terkabulnya Doa,
dan Meraih lailatul Qadar
dengan iktikaf

*pembiayaan

sendiri/PT yang bersangkutan/Institusi
Depdiknas/Institusi Luar Negeri

dalam Negeri di luar
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Lampiran 4:
PUBLIKASI

TIGA DOKUMEN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat
manusia, karena kewujudannya sebagai manusia. Hak itu merupakan bagian dari
manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena
dia adalah makhluk Allah yang berbentuk manusia. Hak itu bukan diperolehnya dari
suatu otoritas negara atau pemerintahan atau pihak apapun lainnya, tetapi merupakan
anugerah Allah kepada manusia supaya bermartabat sebagai manusia. Sebagai manusia,
dia harus memiliki hak yang asasi, fundamental, dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya.
Jika haknya itu dipisahkan dari dirinya, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu
akan merosot dan direndahkan, dan bahkan dia tidak akan dihargai sebagai manusia lagi.

Hak sepenting ini tidak mungkin luput dari perhatian Islam. Islam sebagai agama
universal dan komprehensif mustahil mengabaikan Hak Asasi Manusia. Bahkan menurut
ajaran Islam, Hak Asasi Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari syariat Islam
dan harus merujuk kepadanya. Oleh karena itu sumber utama HAM dalam Islam tiada
lain adalah al-Quran dan hadis (termasuk di dalamnya sirah atau perjalanan hidup Nabi

Muhammad SAW.). Dari kedua sumber utama inilah para ulama dan cendekiawan



113

Muslim menyarikan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai HAM menurut pandangan
Islam.

Sesuai perjalanan waktu, hingga hari ini ada tiga dokumen penting dan mendasar
yang membahas tentang HAM menurut pandangan Islam. Dokumen pertama dibuat pada
era Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lalu sekitar tahun 622M.
Dokumen kedua diadopsi oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di Paris. Sedang
dokumen ketiga dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi
Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990M. Ini berarti ada jarak yang cukup jauh antara
dokumen pertama dan kedua-ketiga. Tiga dokumen HAM tersebut oleh para cendekiawan
Muslim dianggap mewakili pandangan Islam dalam masalah HAM, yaitu sebagai berikut:

1. Piagam Madinah.

2. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia.

3. Deklarasi Cairo.

Berikut ini keterangan secara rinci mengenai dokumen-dokumen tersebut:

1. Piagam Madinah.

Piagam Madinah dikenal juga dengan istilah Konstitusi Madinah. Di dalam
bahasa asalnya yaitu bahasa Arab, disebut shahifat al-Madinah. Piagam Madinah adalah
sebuah dokumen yang disusun atas perintah Nabi Muhammad SAW. Isinya merupakan
perjanjian formal antara beliau dengan semua kaum dan suku penting di Yathrib yang
kemudian berubah nama menjadi Madinah pada tahun 622 Masehi.

Di dalam dokumen tersebut ditetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-
kewajiban bagi kaum Muslimin yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor,
kaum Yahudi yang terdiri dari beberapa puak, dan beberapa komunitas penyembah
berhala yang ada di Madinah dan sekitarnya, dengan tujuan utama menggabungkan
mereka semua menjadi umat yang bersatu padu, terhindar dari pertentangan dan
peperangan yang berterusan dan saling membantu menghadapi agresi musuh bersama.

Dalam Piagam Madinah hubungan antara sesama warga yang Muslim dan non
Muslim didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam
menghadapi serangan dari luar dan menghormati kebebasan beragama. Melalui perjanjian

ini pula, seluruh warga negara --baik Muslim maupun non Muslim-- maupun negara
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tetangga yang terikat dengan perjanjian ini, terjamin hak dan kewajiban politiknya secara
adil dan merata.

Piagam Madinah berisi 47 pasal yang dimulai dengan mukadimah, lalu
dilanjutkan dengan hal-hal seputar pembentukan umat, persatuan seagama, persatuan
segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara,
pimpinan negara, politik perdamaian dan penutup.

Siti Nafidah mencatat, dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak
terdapat pasal-pasal. Pemberian pasal-pasal sebanyak 47 itu baru kemudian dilakukan
oleh A.J. Winsick dalam karyanya Mohammed en de joden te Madina tahun 1928 M yang
ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam sastra Semit. Melalui karyanya itu,
Winsick mempunyai andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah di kalangan
sarjana Barat yang menekuni studi Islam. Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu
dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab. (Nafidah, 2010)

Oleh karena banyak kesalahan dalam penterjemahan Piagam Madinah ke dalam
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam banyak referensi, maka berikut ini dipaparkan
teks asli Piagam Madinah beserta terjemahan dan pembagiannya menjadi 10 bab 47
pasal: (Ibn Hisyam, 1411H, 3:31-35)

I. MUKADIMAH

oo (3B agad ey gy G e Cpalasdlls Grlesall (g B ol a2 (e IS 18 el edilTale oy
JPVE IR EN

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari

Muhammad Nabi Allah SAW, untuk kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal

dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri

dan berjuang bersama mereka.

I1. PEMBENTUKAN UMAT
Pasal 1

Ll 53 e Baa) g Al ped) )
Sesungguhnya mereka satu umat, selain dari (komunitas) manusia yang lain.

Pasal 2

O dandl) 5 Cag yrally agaile ()53 a5 Lgdlae | 5 4l 38T agiy () slilaty aging ) Ao Gl B (e 05 saleal) Y
(e el

Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu

mengambil dan memberi diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan

dengan cara baik dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 3
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Crite el Cp Jonsil 5 oy pmalls Lgpile (50 Asia JS 5 (3Y) aglilan () Blaty aglins ) o Cige 5 T
Banu ‘Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat di
antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 4

Ot zall (s Janidl 5 (g yaally Lgstile (5285 agia Al S5 (W) aelilan ) slilaty aglins ) o sacbu sy €
Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat
di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 5

e sall G Janll 5 oy yaally Lile (5085 agie Adia IS5 (oY) 0 slilay agling ) e Call sy 0
Banu Al-Harts sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat
di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 6

el Cp Jansill 5 g pmally Lgpile (5085 aga bl S5 5V pelilaa (o glilaty aging 5 Lo adia 5y 1
Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat
di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 7

e gal) G ol 5 Cag pmalls Lgile (685 agia il JS 5 5V aelilaa 0 slilaty aginy ) e Jladll 5y Y
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar
diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 8

O Tl 5 Cag paally Lguile (528 gl Adila S5 (51 pelilan o slilaty agling ) e Cige (s ae sg A
Cie 3l

Banu ‘Amru bin ‘Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan

tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 9

e 3all O ol 5 o g prally Lgile (o285 pglie il IS5 (151 pglilaa (o slilaty aginy ) o cill 55 9
Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat
di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukminin.

Pasal 10

On il o praly Lgnile (5a8 agie diith S5 (oY) aelilae oslilaty aginy ) o s sy Ve
(e el

Banu Al-Aus sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik

dan adil di antara kaum mukminin.
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I1l. PERSATUAN SEAGAMA
Pasal 11

Jie gl el 3 Cag ymally o shany O agin L e O S RY Catasall O )Y
Kaum mukminin tidak membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara
mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12

Aigd (esa (se (ese Al W VY
Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan hamba mukmin
lainnya tanpa persetujuan (tuan)nya.

Pasal 13

gl () Cmiasall C b ) () sae ol 31 ol alls dapy 2 ) agie o e e tal) (iazall Gls N Y
ppaal Al IS g bea 4le

Kaum mukminin yang bertagwa bersatu menentang orang yang melampaui batas di

antara mereka dan menuntut sesuatu secara zalim, atau jahat, atau bermusuhan atau

membuat kerusakan di kalangan kaum mukminin. Mereka kompak dalam menentangnya,

sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14

(ese o 1S an W IS i liase (ese iy V5 )
Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya karena sebab membunuh orang
kafir. Seorang mukmin juga tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang
beriman.

Pasal 15

Ol (50 Glan ) se agadans Gaiasall () 5 aalial agale day sl 5 i dad )5 V0
Jaminan perlindungan Allah satu, diberikan kepada mereka yang paling rendah (lemabh).
Kaum mukminin itu sebagiannya menjadi pelindung bagi sebagian lainnya, selain dari
(komunitas) manusia yang lain.

IV. PERSATUAN SEGENAP WARGA NEGARA
Pasal 16

pele ualiie V5 Gpeasllaa e 85y puaill 4l (3 3563 (pe Ui (ga 4dl 5 ) 1
Orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, mereka tidak
dizalimi dan tidak diserang.

Pasal 17

ot dae 5 el s o VA dans (B D8 8 Gae (553 (ase allay Y Baa) 5 (el ol o5 VY
Perdamaian kaum mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat
perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah,
kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18
Lany Lpidany (e L 36 493l JS )5 VA
Setiap pasukan yang berperang bersama kita bahu-membahu satu sama lain.



117

Pasal 19

@3 Gl o Gfitalls Grlasall Oy bl o (B waeled J Lay lany (e ppadans (o Gl 05 ) 4
a8l

Orang-orang mukmin itu bersatu padu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam

peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk

yang terbaik dan lurus.

Pasal 20

(ese sle 490 Jsmn W Lati W g (ly 8l Yla & e iy Wil Vo
Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy,
dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21

ped s V5 AS e el ()5 sl (g (oom s o W) 4 258 408 Ay (e DI L e Jaie] (30 43)5 Y
Ao ALEY)

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus

dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman

harus bersatu dalam menghukumnya dan tidak boleh melindunginya.

Pasal 22
Ge adls Aass Vs Bana pealy o AY) asally il (pals dimaall o3 (8 Loy B el Jng Y il VY
e Vs o pn die 225 V5 Al a gy A g ) Al ale (ol gl gl 5 jua
Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, dan beriman kepada Allah
dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi perlindungan kepadanya.
Siapa yang memberi bantuan dan perlindungan untuknya, akan mendapat kutukan dan
kemurkaan Allah pada hari kiamat, dan tidak akan diterima darinya penyesalan dan
tebusan.

Pasal 23

Hag s das e dl e pe (o (e 4 SIS Lagae oS35 YT
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah
Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

V. GOLONGAN MINORITAS
Pasal 24

O e 1 sala Lo (e sall ae (55885 2 5ell 05 Y £
Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25

YM\AVJ\}(‘JLL)A\}“ ‘MU?QUA?@'QJMJEJ 3 gl ‘u.\.\A‘}QS\cAZ.A\ (G P ‘;‘L}J}HQ‘\}_YO
Al daly 4t V) 5o

Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum

Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini

berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat,

maka janganlah ia menjelekkan melainkan diri dan keluarganya.

Pasal 26
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Cise i sed Lo e Jladll iy 25 0l YT
Kaum Yahudi Bani Najjar memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 27
Cise st el Lo dia o al iy 2gedd o5 TV
Kaum Yahudi Bani al-Harts memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 28
Case b asel b Jlataclu b asedd )5 YA
Kaum Yahudi Banu Sa’idah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 29
Cage sl Lo Jie adia S ased 0. Y9
Kaum Yahudi Banu Jusyam memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 30 ‘
Cose (i 3 seal e e us¥) ( asead Ol T
Kaum Yahudi Banu Al-Aus memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 31

Ay Jaly i ) o W adld a5 alla 00 W) ecise (s 0 sl Lo e a8 (3 2560l 05T
Kaum Yahudi Banu Tsa’labah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf, kecuali
yang zalim dan jahat, maka janganlah ia menjelekkan melainkan diri dan keluarganya.

Pasal 32
pernilS Alel oy Ak )5 1Y
Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Tsa’labah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf.

Pasal 33

A s o Ol e o 2l e Jie Aphallll 3l )5 Y
Kaum Yahudi Banu as-Syutaibah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu ‘Auf. Dan
kebajikan itu tanpa dosa.

Pasal 34
agnatilS Auled ) ge o)) 5 Y8
Sekutu-sekutu Tsa’labah memiliki hak sama seperti mereka (Banu Tsa’labah).

Pasal 35
penilS 3 ey Ailhay o) 5 YO
Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) memiliki hak sama seperti mereka (Yahudi).

VI. TUGAS WARGA NEGARA

Pasal 36

V) At Jal s olid adi @b e 4df s oz s U e naty Y ai)s o a2 030 ) agie aal 2 a0 Y A3 T
Ja il e i ol s alls g

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. la

tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa
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berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan
keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

Pasal 37
petn Oy Al 020 ol s e o sealll pety Oy o488 Cpelusal o g a3 56l e 0l 7Y
psthaall uatll () 5 ddalay 5 el A3h Al adl 5 Y1 (50 Lall 5 dapaill sl
Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya.
Mereka (YYahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini.
Mereka saling memberi saran dan nasehat serta kebaikan tanpa melakukan kejahatan.
Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pertolongan
diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38
Ol ) sala Le e sall pa 585 2 56l )5 YA
Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukiminin selama dalam peperangan.

VIl. PERLINDUNGAN NEGARA
Pasal 39

Abaall sda JaY Lebsa ol a0 0574
Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

Pasal 40

A5 e e IS sl )5 £
Orang yang berlindung diperlakukan seperti diri penjamin (pelindung), sepanjang tidak
bertindak merugikan dan tidak jahat.

Pasal 41
Aol 3 VI e a i Y gy 8
Jaminan (perlindungan) tidak boleh diberikan kecuali seizin ahlinya.

VIII. PIMPINAN NEGARA

Pasal 42

Gha 3z s oy Do ) ea e (ld edlud Cilay ey G e ddaall oda Jal gn S a4l L €Y
ool g Admall oda Lo T e dll o) 5 ol g 4dle )

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang

dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan)

Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah sangat

memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 43
L et e V5 Gl JadY 4l £
Tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44

R e e o aill agin o5 £ 8
Mereka (pendukung Piagam ini) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota
Yatsrib (Madinah).

Pasal 45
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e ped 4l Gl Jia ) oo 13) agd) g 4 gualy g 45 salliay agild (43 gl 5) 43 palliay e ) Vsea 135 €0

el G agila (e agiean il JS e enall (B Gla (e Y i3l
Apabila mereka (pendukung Piagam ini) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan)
memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus
dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi
ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang atas
nama agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai
tugasnya.

IX. POLITIK PERDAMAIAN

Pasal 46 ‘ g ‘ ‘
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Kaum Yahudi al-Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti

kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua

pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan

(pengkhianatan).

X. PENUTUP

Pasal 47
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Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sungguh Allah sangat membenarkan
dan memandang baik isi Piagam ini. Piagam ini tidak membela orang zalim dan jahat.
Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang yang tetap berada di Madinah aman,
kecuali orang yang zalim dan jahat. Sungguh Allah adalah Pelindung orang yang berbuat
baik, bertakwa dan (Pelindung) Muhammad Rasulullah SAW.

**k*

Dengan meneliti dan mencermati Piagam Madinah seperti dipaparkan di atas
dapat diambil kesimpulan seperti berikut:
1. Piagam Madinah adalah Piagam yang luar biasa karena dibuat empat belas
abad yang lalu atas perintah Nabi Muhammad SAW tatkala berhijrah dari
Mekkah ke Madinah sekitar tahun 622M. Piagam Madinah merupakan
deklarasi awal yang memperkenalkan HAM sebagaimana dipraktekkan oleh
Nabi Muhammad SAW di dalam masyarakat Madinah yang plural dan terdiri
dari berbagai macam suku bangsa dan pemeluk agama. Dengan Piagam
Madinah, masyarakat dari seluruh golongan kala itu dapat bersatu padu, saling
mendukung dan tanpa tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam
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telah mengakui dan memperhatikan masalah HAM dan bahkan telah
dipraktekkan oleh kaum Muslimin dalam kehidupan nyata jauh lebih dahulu
dibanding dengan Deklarasi HAM oleh PBB yang baru dibuat pada tahun
1948.

. Piagam Madinah dapat disebut sebagai cikal-bakal, model dan pemicu
kelahiran dokumen-dokumen HAM lainnya menurut perspektif Islam.

. Piagam Madinah dibuat bagi semua kelompok dan golongan masyarakat yang
ada di Madinah saat itu, yaitu kaum Mukminin dari kalangan Muhajirin dan
Ansor, kaum Yahudi dengan berbagai macam puaknya dan kaum Musyrikin
di Madinah dan sekitarnya, dengan tujuan menggabungkan keragaman
tersebut menjadi satu umat yang saling menghormati dan bahu-membahu
melawan musuh bersama.

. Semua orang dan setiap kabilah kabilah tanpa kecuali tunduk kepada sistem
dan hukum Islam. Setiap perselisihan yang terjadi baik antara orang-orang
yang seagama maupun antar agama dalam permasalahan-permasalahan
duniawi, penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Islam. Namun dalam
masalah akidah dan ibadah, masing-masing berhak melaksanakannya sesuai
dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tidak ada paksaan untuk
memeluk agama Islam meskipun yang mempunyai otoritas tertinggi saat itu di
Madinah adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau.

. Seluruh warga negara Madinah, baik Muslim maupun Non Muslim
berkedudukan sama di hadapan hukum.

. Seluruh warga negara Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama, adil
dan tanpa diskriminasi.

Interaksi antara komunitas Muslim dengan non Muslim didasarkan pada
prinsip-prinsip: bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi
musuh bersama, membela yang lemah dan teraniaya, saling menasehati, dan
menghormati agama dan keyakinan masing-masing.

. Stabilitas negara adalah kewajiban bersama. Tidak boleh membentuk
kelompok atau bekerjasama dan apalagi berkonspirasi dengan komunitas lain,

tanpa perkenan dari Muhammad SAW. sebagai kepala negara.

. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia.
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Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Dewan Islam Eropa
pada tanggal 21 Dzul Qa’dah 1401 / 19 September 1981. Deklarasi Islam Universal Hak
Asasi Manusia ini adalah dokumen pokok kedua setelah Deklarasi Universal mengenai
Hak Asasi Manusia dalam Islam yang diumumkan di Konferensi Internasional tentang
Nabi Muhammad SAW. dan misinya, yang diadakan di London pada tanggal 12-15 April
1980.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam dicanangkan oleh Dewan
Islam Eropa untuk menandai awal abad ke-15 Hijriyah dan disusun oleh para ulama
Muslim terkemuka, ahli hukum dan perwakilan dari berbagai gerakan dan pemikiran
Islam.

Di dalam kata pengantarnya, Sekertaris Jenderal Dewan Islam Eropa antara lain
menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam Islam berakar kuat di atas keyakinan bahwa
Allah adalah Pembuat hukum dan Sumber segala hak asasi manusia. Dan oleh karena hak
asasi manusia adalah anugerah Allah, maka tidak ada penguasa, pemerintah, organisasi
atau otoritas apa pun yang boleh memperkecil atau membatasi atau membiarkannya.

Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem Islam yang
umum dan bersandar kepada al-Quran dan hadis. Menjadi suatu kewajiban atas semua
pemerintah Muslim dan organ masyarakat untuk berkomitmen terhadapnya, baik secara
tersurat maupun tersirat dalam kerangka sistem tersebut.

Sayangnya, hak asasi manusia dilanggar dengan cara yang paling buruk dan
menjijikkan di banyak negara dunia, termasuk beberapa negara Muslim. Pelanggaran-
pelanggaran tersebut menyadarkan hati nurani dunia dengan berjalannya waktu.
(Anonim, 1981)

Deklarasi ini diharapkan memberikan dorongan kuat kepada bangsa-bangsa
Muslim untuk berdiri teguh dan membela dengan tegas dan berani hak-hak yang
diberikan kepada mereka oleh Allah.

Deklarasi ini berisi 23 pasal yang didahului dengan preambul, lalu pasal-pasal
mengenai hak hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk kesetaraan dan larangan
diskriminasi, hak untuk keadilan, hingga yang terakhir adalah pasal mengenai hak
kebebasan untuk berpindah dan berdomisili, lalu disudahi dengan penjelasan dan
referensi dari al-Quran dan hadis untuk setiap pasal.

Deklarasi ini menurut sebagian penulis, dibuat untuk menjawab bagaimana
tantangan zaman menemukan HAM dalam Islam yang seimbang, Islami dan tidak

individualistis. Tapi Deklarasi ini kurang mendapat respon dari kalangan intelektual dan
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cendekiawan, baik dari dunia Islam maupun dunia Barat. Sulit menemukan referensi
mengenai Deklarasi ini. Biasanya, ia hanya disinggung secara sekilas dalam banyak
tulisan. Hal ini terjadi, mungkin karena Deklarasi ini seolah-olah dibuat sebagai saingan
Deklarasi Universal HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 dan
perumusannya senada dengannya, hanya ditambah dan dilengkapi dengan sumber Islami
yaitu al-Quran dan Hadis. Selain itu, gaya bahasa dan istilah-istilah dalam Deklarasi ini
memang sangat terasa Barat, khususnya Perancis. (Sardi, 2014).

Berikut ini dipaparkan teks asli Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia
dalam bahasa Arab dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bisa
diketahui apakah Deklarasi ini hanya sekedar copy paste dari DUHAM PBB, atau
kontennya berbeda dan memang merujuk kepada dua sumber Islam; al-Quran dan Hadis
sehingga bisa dianggap sebagai HAM Islami.
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Wabhai sekalian manusia! Sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu semua dari laki-
laki dan perempuan, dan Kami telah membuat kamu menjadi bangsa-bangsa dan suku-
suku, supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya, yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah
Maha Menegtahui lagi Maha Mengenal. (Al Quran, surat al-Hujurat 49:13)
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MENGINGAT aspirasi manusia sejak dahulu kala untuk tatanan dunia yang adil di mana
orang bisa hidup, berkembang dan makmur dalam lingkungan yang bebas dari ketakutan,
penindasan, eksploitasi dan perampasan, masih belum tercapai;
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MENGINGAT kasih sayang Ilahi kepada umat manusia yang tercermin dalam
anugerahNya berupa sarana penghidupan perekonomian yang melimpah terbuang tanpa
tanggungjawab, atau penduduk bumi dihalangi daripadanya tanpa hak;
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MENGINGAT Allah telah memberikan manusia melalui wahyuNya dalam Al-Quran dan
Sunnah Nabi Muhammad SAW kerangka hukum dan moral yang mengikat dan mengatur
lembaga-lembaga kemanusiaan;
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MENGINGAT hak asasi manusia yang ditetapkan oleh hukum Ilahi bertujuan untuk
menganugerahkan martabat dan kehormatan kepada umat manusia dan untuk
menghilangkan penindasan dan kezaliman;
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MENGINGAT hak-hak berdasarkan sumber Ilahi ini tidak bisa dilanggar atau dibatalkan
atau diabaikan oleh pemerintah atau organisasi atau lembaga lain, dan tidak bisa dibuang
atau diubah;
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Oleh karena itu, kami sebagai orang-orang Islam yang yakin kepada:
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Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Sang Pencipta, Pemberi rezeki,

Tuan, Pemberi petunjuk kepada manusia dan Sumber segala hukum;

kekhalifahan manusia yang telah diciptakan untuk mewujudkan kehendak Allah di

bumi;

hikmah bimbingan llahi yang dibawa oleh para nabi, yang misinya menemukan titik

puncak dalam pesan Ilahi akhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW

kepada seluruh umat manusia;

bahwa rasionalitas saja tanpa cahaya wahyu dari Allah tidak bisa menjadi panduan

pasti dalam urusan manusia dan tidak bisa menyediakan santapan rohani bagi jiwa

manusia. Dan bahwa ajaran Islam merupakan intisari dari bimbingan llahi dalam
bentuknya yang sempurna, merasa berkewajiban untuk mengingatkan manusia akan
status tinggi dan martabat yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah;

dakwah kepada seluruh manusia menuju misi Islam;

ketentuan perjanjian awal kami dengan Allah, tugas dan kewajiban kami memiliki

prioritas di atas hak-hak kami, dan bahwa ada tugas terletak di bahu kami masing-

masing untuk menyebarkan ajaran Islam, dengan kata-kata, perbuatan dan dengan
segala cara yang sesuai, dan untuk membuat ajaran tersebut efektif bukan hanya
dalam kehidupan pribadi kita, tetapi juga di dalam masyarakat sekitar Kita;

kewajiban kami untuk membangun sebuah tatanan Islam:

1) di mana semua manusia sama, tanpa ada yang menikmati hak istimewa yang
membedakannya dengan orang lain atau menderita diskriminasi karena alasan ras,
warna kulit, jenis kelamin, asal atau bahasa;

2) di mana semua manusia dilahirkan bebas;

3) di mana perbudakan dan kerja paksa dibenci;

4) di mana kondisi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga institusi keluarga
harus dilestarikan, dilindungi dan dihormati sebagai dasar dari kehidupan sosial;

5) di mana penguasa dan rakyat sama-sama tunduk dan sama di hadapan hukum
tersebut;

6) di mana ketaatan harus diberikan kepada perintah yang sejalan dengan hukum;

7) di mana semua kekuasaan duniawi dianggap sebagai amanat suci yang harus
dilaksanakan dalam batas yang ditentukan oleh syariat dan dalam cara yang
disetujui olehnya, dan dengan memperhatikan prioritas yang ditetapkannya;

8) di mana semua sumber daya ekonomi akan diperlakukan sebagai berkah llahi
yang diberikan kepada umat manusia, untuk dinikmati oleh semua sesuai dengan
aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah;

9) di mana semua urusan publik harus ditentukan dan dipimpin, dan kewenangan
untuk mengurusnya harus dilaksanakan setelah musyawarah antara orang-orang
beriman yang memenuhi syarat untuk berkontribusi pada keputusan yang sesuai
baik dengan syariat maupun kepentingan publik;

10)di mana setiap orang harus melakukan kewajiban secara proporsional sesuai
dengan kapasitasnya dan memikul tanggung jawab sesuai perbuatannya;

11)di mana setiap orang, dalam kasus pelanggaran hak-haknya, yakin langkah-
langkah perbaikan yang tepat sesuai dengan syariat;

12) di mana tidak seorangpun dapat dirampas haknya yang dijamin syariat, melainkan
yang dibenarkan dan sejauh yang diizinkan oleh syariat;

13) di mana setiap individu berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap siapa
saja yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau
terhadap salah satu anggotanya;

14) di mana setiap usaha harus dilakukan untuk:
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i. menjamin pembebasan umat manusia dari setiap jenis eksploitasi, kezaliman
dan penindasan,

ii. menjamin keamanan, martabat dan kebebasan untuk semua, sesuai dengan
hukum dan cara-caya yang dapat diterima serta dalam batasan-batasan yang
ditetapkan oleh hukum;

Ll 51l e csoma e Gualall ol Aoy 8 callal) Bpadlul) 5 AY) 8 eliaclS 5 d ladS cdpn gay K3

Y ares G Lo it 5 oyl 5 SMgD AL e A 5 sinll ey
Dengan ini, sebagai hamba Allah dan sebagai anggota Persaudaraan Islam Universal,
pada awal abad XV dari Era Islam, menegaskan komitmen kami untuk menjunjung tinggi
hak asasi manusia berikut yang tidak dapat diganggu-gugat dan dicabut dan yang kami
anggap ajaran inti Islam.
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I. Hak Hidup

a) Kehidupan adalah suci dan ia dijamin untuk setiap manusia dan setiap usaha harus
dilakukan untuk melindunginya. Tidak boleh menghilangkan nyawa melainkan dengan
alasan yang dibenarkan hukum.

b) Setiap manusia memiliki kehormatan dalam kehidupannya dan setelah kematiannya,
dan keselamatan badan manusia terpelihara dan tidak boleh diganggu gugat.
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1. Hak untuk Kebebasan
a) Manusia dilahirkan bebas. Tidak ada orang yang boleh membatasi kebebasannya
melainkan yang ditetapkan hukum.
b) Setiap orang dan setiap bangsa menikmati hak yang tidak bisa diganggu gugat berupa
kebebasan fisik, budaya, ekonomi dan politik, dan berhak untuk berjuang dengan segala
cara melawan setiap pelanggaran hak ini. Hukum menjamin hak setiap orang atau bangsa
yang tertindas untuk meminta dukungan dari orang atau masyarakat lain dalam
perjuangannya itu.
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I11. Hak untuk Kesetaraan dan Larangan Diskriminasi
a) Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak atas peluang yang sama dan

perlindungan di bawah naungannya.
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b) Semua orang berhak atas upah yang adil sebagai imbalan atas pekerjaannya.

c) Tidak ada seorangpun yang dihalangi dari peluang kerja atau diperlakukan secara
diskriminatif dan mendapat penyiksaan fisik dengan alasan keyakinan agama, warna
kulit, asal, jenis kelamin atau bahasa.
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IV. Hak untuk Keadilan
a) Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum, dan hanya sesuai
dengan hukum saja.
b) Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk memprotes kezaliman; dan untuk
menggunakan cara-cara yang dibenarkan hukum untuk menuntut pencederaan dan
kerugian yang tidak sah dan untuk mempertahankan diri dari tuduhan-tuduhan yang
ditujukan kepadanya dan mendapatkan peradilan yang adil di dalam pengadilan
independen dalam perselisihannya dengan otoritas publik atau otoritas lainnya.
c) Setiap orang memiliki hak dan kewajiban membela hak-hak orang lain dan masyarakat
pada umumnya (Hisbah).
d) Tidak ada seorangpun mendapatkan diskriminasi ketika membela hak-hak pribadi
maupun publik.
e) Setiap Muslim memiliki hak dan kewajiban menolak mematuhi setiap perintah yang
bertentangan dengan hukum, dari manapun sumbernya.
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V. Hak untuk Peradilan Yang Adil
a) Setiap terdakwa bebas sehingga terbukti bersalah di depan pengadilan independent dan
adil.
b) Setiap terdakwa bebas sehingga terbukti bersalah melalui peradilan adil yang
memberikan segala jaminan yang cukup untuk pembelaannya.
¢) Hukuman tidak diberikan melainkan sesuai ketentuan hukum syariat sebanding dengan
keseriusan kejahatan dan dengan mempertimbangkan keadaan di mana perbuatan tersebut
dilakukan.
d) Tidak ada tindakan kejahatan melainkan yang dinyatakan dengan jelas dalam syariat.
e) Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sebagai pengikut, anggota
keluarga atau kelompoknya tidak memiliki tanggung jawab pidana selama mereka tidak
turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan kejahatan
tersebut.
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V1. Hak Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan
Setiap orang memiliki hak perlindungan dari pelecehan oleh lembaga resmi. la tidak
bertanggung jawab untuk menjustifikasi dirinya sendiri kecuali untuk membuat
pembelaan atas tuduhan yang dibuat terhadap dirinya atau di dalam keadaan di mana ia
diduga secara logis melakukan kejahatan.
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VII. Hak Perlindungan Terhadap Penyiksaan
Tidak boleh ada orang yang harus mengalami penyiksaan fisik atau psikis atau perlakuan
yang menghinakan atau mendapat ancaman pencederaan, atau untuk salah seorang
kerabat atau kawan karibnya, atau memaksanya untuk mengakui perbuatan jahat atau
menekannya untuk menyetujui suatu perbuatan yang membahayakan kepentingannya.
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VI11. Hak Perlindungan Kehormatan dan Reputasi
Setiap orang memiliki hak untuk membela kehormatan dan reputasinya melawan fitnah
dan tuduhan tidak berdasar atau upaya penghinaan dan pemerasan.
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IX. Hak Suaka
a) Setiap orang berhak untuk mencari perlindungan di Negara lain jika ditindas. Hak ini
dijamin untuk setiap orang tanpa memandang ras, agama, warna kulit dan jenis
kelaminnya.
b) Al-Masjid Al-Haram di Mekah adalah tempat perlindungan bagi seluruh umat Islam.
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X. Hak Minoritas
a) Prinsip Al-Qur'an "Tidak ada paksaan dalam agama"™ mengatur hak-hak agama bagi
minoritas non-Muslim.
b) Di negara Muslim, minoritas agama berhak menentukan pilihan untuk diatur sesuai
dengan hukum Islam dalam urusan sipil dan pribadi mereka, atau sesuai dengan hukum
mereka sendiri.
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X1. Hak dan Kewajiban Berpartisipasi Dalam Manajemen Urusan Publik
a) Sesuai dengan hukum syariat, setiap individu dalam masyarakat (umat) berhak untuk
memangku jabatan publik.
b) Musyawarah adalah dasar hubungan administratif antara pemerintah dan
rakyat. Rakyat berhak memilih atau melengserkan pemerintahnya sesuai prinsip ini.
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XI1I. Hak untuk Kebebasan Berkeyakinan, Berpikir dan Berucap
a) Setiap orang berhak untuk mengungkapkan pikirannya dengan bebas selama tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Siapapun tidak berhak menyebarkan
kemungkaran atau hal-hal yang melanggar etika umum atau hal-hal yang mendorong
untuk berbohong atau fitnah atau menjelekkan orang lain.
b) Menuntut ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran adalah hak dan kewajiban setiap
Muslim.
c) Setiap Muslim memiliki hak dan kewajiban untuk memprotes dan melawan penindasan
(dalam batas-batas yang ditetapkan hukum syarait), meskipun hal itu menantang otoritas
tertinggi di dalam negara.
d) Tidak boleh memberi batasan terhadap penyebaran informasi asalkan tidak
membahayakan keamanan masyarakat dan selama masih dalam batas-batas yang
ditetapkan oleh syariat.
e) Tidak seorangpun boleh menghina atau mengejek keyakinan agama orang lain atau
menghasut permusuhan publik terhadap mereka. Menghormati perasaan keagamaan
orang lain adalah kewajiban setiap Muslim.
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XI111. Hak Kebebasan Beragama
Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinan
agamanya.
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X1V. Hak untuk Berpartisipasi dalam Perkumpulan

a) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara individual maupun kolektif dalam
kehidupan agama, sosial, budaya dan politik masyarakat dan dalam membangun lembaga
dan instansi yang memerintahkan apa yang benar dan mencegah apa yang mungkar.

b) Setiap orang berhak untuk memperjuangkan pembentukan lembaga di mana
pemenuhan hak-hak ini akan dimungkinkan. Masyarakat dan Negara pada umumnya,
harus membangun kondisi sehingga memungkinkan orang-orang mengembangkan
kepribadian mereka.
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XV. Sistem Ekonomi dan Hak-hak yang Berkembang darinya

a) Dari segi perekonomian, semua orang berhak atas manfaat penuh dari alam dan semua
sumber dayanya. Ini adalah berkat yang diberikan oleh Allah demi kepentingan umat
manusia secara keseluruhan.

b) Semua orang berhak mencari nafkah sesuai hukum syariat.

c) Setiap orang berhak untuk memiliki harta secara individual maupun bersekutu.
Kepemilikan negara atas sebagian sumber daya ekonomi tertentu untuk kepentingan
umum adalah sah.

d) Orang miskin memiliki hak atas sebagian kekayaan orang kaya sebagaimana
ditetapkan oleh undang-undang zakat, yang dipungut dan dikumpulkan sesuai dengan
syariat.

e) Semua alat-alat  produksi harus dimanfaatkan  untuk  kepentingan
masyarakat (umat) secara keseluruhan, dan tidak boleh diabaikan atau disalahgunakan.

f) Dalam rangka untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang seimbang dan
untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi, syariat melarang monopoli, praktek-
praktek perdagangan yang tidak masuk akal dan terbatas, riba, penggunaan paksaan
dalam pembuatan kontrak dan publikasi iklan yang menyesatkan.

g) Semua kegiatan ekonomi diperbolehkan dengan syarat tidak merugikan kepentingan
masyarakat (umat) atau melanggar hukum dan nilai-nilai Islam.
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XVI. Hak Perlindungan Properti

Properti tidak boleh dicabut kecuali untuk kepentingan umum dan dengan pembayaran

kompensasi yang adil.
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XVII. Status dan Martabat Pekerja
Islam menghormati kerja dan pekerja dan memerintahkan umat Islam tidak hanya untuk
memperlakukan pekerja dengan adil saja tetapi dengan murah hati juga. Dia tidak hanya
menikmati hak upah yang diterimanya dengan segera, tetapi juga berhak mendapat
istirahat dan relaksasi.
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XVIII. Hak untuk Jaminan Sosial
Setiap orang memiliki hak atas pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan
perawatan medis sesuai dengan kemampuan. Masyarakat dan Negara harus menganggap
hal itu suatu kewajiban khususnya untuk semua individu yang tidak bisa mengurus diri
sendiri karena cacat sementara atau permanen.
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XIX. Hak untuk Membentuk Keluarga
a) Setiap orang berhak menikah untuk membentuk keluarga dan mendidik anak-anaknya
sesuai dengan agama, tradisi dan budayanya. Setiap pasangan berhak atas hak-hak dan
keistimewaan tersebut sebagaimana mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang
ditetapkan oleh hukum syariat.
b) Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan menghormati dan
menghargai pasangannya itu.
¢) Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya menurut kemampuannya.
d) Setiap anak berhak dibesarkan di dalam pangkuan kedua orang tuanya. Dilarang
memperkerjakan anak pada usia dini atau membebani mereka dengan beban yang
menghalangi pertumbuhan dengan baik atau membahayakan mereka.
e) Jika orang tua karena suatu alasan tidak dapat melaksanakan kewajiban mereka
terhadap anak, maka tanggung jawab Negara melaksanakannya dengan uang rakyat.
) Setiap orang berhak atas bantuan material, serta perawatan dan perlindungan dari pihak
keluarganya selama masa kanak-kanak, masa tua dan masa ketidakmampuannya. Kedua



132

orang tua berhak atas bantuan material serta perawatan dan perlindungan dari anak-anak
mereka.

g) Ibu berhak atas penghormatan, perawatan dan bantuan dari pihak keluarga dan organ-
organ publik dalam masyarakat (umat).

h) Di dalam keluarga, pria dan wanita berbagi kewajiban dan tanggung jawab mereka
sesuai dengan jenis kelamin, bakat dan kecenderungan alami mereka, selalu
melaksanakan tanggung jawab mereka kepada anak-anak dan kaum kerabat mereka.

i) Tidak ada orang yang boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh ada yang dirampas
atau dikurangi kepribadian hukumnya karena perkawinan.

da g jiall ) pall (4 s8n XX
18 da s e 31yl (U B2
flgn sy 4ty (530 Cal) 3 ) (]
(Ul Jla 8 Jsmanlly Lens sla oo Ula J8 Y Aoy S slan Gl (500 58 Lo OS e Jpanli(
(el Lgmns g Dl ity caale 55 0pdll SV U5 e A8 o g s 5 lSe) Gpanas 32211 858 ) sk
eSOl LeaulSa
feSlaall & 3Ol alla (A Lgda ) il B 5 5 day ) sl pam adde Jgeanlly aldl) Cilla (=
tp Al Ty G AV LAl 35 sy sl 5 Lelals Lea s &) e Jsanll (2
O LS 0l Gy el L) ()5 8 e slas (51 2 s o (ORI 2ay bl Lem 5 5l Lemns 5 Blis (o
bl e s sl L 30 GBlaty Lo (8 Allas 4 s 50 gle iy ) pucall Lgy 3oy
XX. Hak Perempuan Menikah
Setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk:
a) tinggal di rumah di mana suaminya tinggal,
b) menerima segala sesuatu yang pokok untuk hidup mulia yang tidak kurang standarnya
dari kehidupan suaminya. Dan dalam hal perceraian, menerima selama masa iddah
sepadan kemampuan suaminya nafkah untuk dirinya dan anak-anak yang diasuhnya,
tanpa memandang kepada status keuangan, pekerjaan dan propertinya.
¢) mencari dan mendapatkan perceraian secara khulu' sesuai dengan hukum syariat. Hak
ini merupakan tambahan haknya untuk meminta cerai melalui pengadilan.
d) mewarisi dari suaminya, keluarganya, anak-anaknya dan kerabat lainnya sesuai dengan
hukum;
e) penjagaan suaminya atau mantan suaminya setelah bercerai, terhadap rahasia atau
informasi yang terkadang dibongkar oleh suaminya tersebut yang pembongkarannya itu
merugikannya. Tanggung jawab yang sama tersandar pada dirinya dalam hal suaminya
atau mantan suaminya.
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XXI . Hak atas Pendidikan
a) Setiap orang berhak untuk menerima pendidikan sesuai dengan kemampuan
alamiahnya.
b) Setiap orang berhak atas kebebasan memilih profesi dan mengembangkan bakat
alaminya.

Lo peadl 4 gl XX/
Aiagad o Blial) b Gall gl) JS
XXI1. Hak Privasi
Setiap orang berhak atas perlindungan privasinya.
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XXI111 Hak Kebebasan Berpindah dan Berdomisili
a) Mengingat fakta bahwa Dunia Islam adalah Umat Islam yang sebenar-benarnya,
maka setiap Muslim memiliki hak berpindah di dalam dan antar Negara-negara Islam.
b) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk meninggalkan atau pindah dari negaranya
secara sewenang-wenang dan tanpa alas an yang diterima hukum.
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Penjelasan
1. Dalam perumusan HAM di atas, kecuali konteksnya menyediakan sebaliknya:
a) Istilah 'orang' atau ‘individu’ mengacu kepada kedua jenis kelamin laki-laki
dan perempuan.
b) Istilah 'hukum' menunjukkan syariah , yaitu prinsip-prinsip yang disarikan dari
Al-Quran dan Sunnah dan undang-undang lainnya yang disimpulkan dengan
metode-metode yang layak sesuai fikih Islam.
2. Masing-masing dari HAM yang tercantum dalam Deklarasi ini membawa kewajiban
yang sepadan.
3. Dalam melaksanakan dan menikmati hak-hak tersebut di atas, setiap orang terikat
kepada pembatasan seperti yang diperintahkan oleh syariat dengan tujuan memelihara
dan menghormati pengakuan wajib atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan
komitmen terhadap moral, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat (umat) secara
keseluruhan.
Teks Arab dari Deklarasi ini adalah teks asli.

**k*k

Dari pemaparan mengenai Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia yang
dicanangkan oleh Dewan Islam Eropa pada tahun 1981 dapat diambil kesimpulan berikut:
1. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia adalah suatu usaha yang sangat

mulia untuk mempromosikan kembali hak asasi manusia menurut perspektif
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Islam, setelah Piagam Madinah yang disusun pada era Nabi Muhammad
SAW.

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif tidak mungkin
melalaikan hak-hak manusia yang mendasar dan sepenting ini. Bahkan
menurut pandangan intelektual dan cendekiawan Muslim, HAM adalah ajaran
inti Islam. Hak dan kebebasan manusia adalah bagian yang tak terpisahkan
dari Islam.

Melihat konten Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia dan
referensinya, jelas menunjukkan bahwa ia bukan copy paste dari DUHAM
PBB. Memang diakui banyak persamaan antara keduanya, namun ada
beberapa perbedaan yang jika dirunut sebabnya adalah karena perbedaan
sumber referensi. Deklarasi Universal Islam merujuk kepada al-Quran dan
hadis, sehingga hak-hak dasar yang dianugerahkan kepada manusia dibatasi
oleh keduanya.

. Deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia berdasarkan sumber Ilahi
yaitu al-Quran dan hadis dan merupakan anugerah Allah sehingga tidak bisa
dilanggar atau dibatalkan atau diabaikan oleh pemerintah atau organisasi atau
lembaga apa pun lainnya, serta tidak bisa dibuang atau diubah.

. Deklarasi ini memberikan banyak hak dasar kepada manusia; seperti hak
hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk kesetaraan dan larangan diskriminasi,
hak untuk keadilan, hingga yang terakhir adalah hak kebebasan untuk
berpindah dan berdomisili.

. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk mengungkapkan pikirannya
dengan bebas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariat. Menyebarkan kemungkaran atau hal-hal yang melanggar etika umum
atau hal-hal yang mendorong kebohongan atau fitnah atau menjelekkan orang
lain termasuk ke dalam hal-hal yang dilarang dan bukan termasuk hak asasi
manusia.

. Deklarasi ini memberikan jaminan penuh terhadap hak setiap orang atas
kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya.

. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk menikah guna membentuk
keluarga dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama, tradisi dan

budayanya. Setiap pasangan berhak atas hak-hak dan keistimewaan tersebut
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sebagaimana mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang ditetapkan oleh
hukum syariat.

9. Deklarasi ini menyatakan bahwa di sebalik hak-hak yang dinyatakan ada
tanggung-jawab seimbang yang menyertainya.

10. Deklarasi ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan dan menikmati hak-
haknya, setiap orang terikat kepada pembatasan seperti yang diperintahkan
oleh syariat, dengan tujuan memelihara dan menghormati hak-hak dan
kebebasan orang lain, dan komitmen terhadap moral, ketertiban umum dan

keselamatan masyarakat (umat) secara keseluruhan.

3. Deklarasi Cairo.

Deklarasi Cairo tentang Hak Asasi Manusia di dalam Islam adalah deklarasi yang
dilakukan oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam yang diadopsi di
Cairo, Mesir, pada tahun 1990. Deklarasi Cairo mengetengahkan hak asasi manusia
menurut perspektif Islam dan mengkonfirmasi hukum Islam sebagai sumber satu-satunya
baginya.

Deklarasi Cairo ini seringkali dipandang sebagai respon kepada DUHAM PBB
yang diadopsi tahun 1948. Deklarasi Cairo ini tandangani oleh 45 negara anggota OKI.
Pada tahun 1992 Deklarasi Cairo ini dipresentasikan di Komisi HAM PBB, tapi saat itu
dikutuk secara keras oleh Komisi Hakim Internasional. (Wikipedia, 2010).

Deklarasi Cairo menyatakan tujuannya yaitu sebagai pedoman umum bagi negara-
negara anggota OKI dalam bidang hak asasi manusia. Di dalam Mukadimahnya,
Deklarasi Cairo menegaskan bahwa umat manusia hingga kini masih bingung di antara
keyakinan dan ideologi yang berbeda dan saling bertentangan dan bahwa umat manusia
masih menghadapi masalah kronis peradaban materialistik. Oleh karena itu, untuk
berkontribusi dalam upaya umat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia yang
bertujuan melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk menegaskan
kebebasannya dalam kehidupan bermartabat sesuai dengan syariat Islam, Deklarasi ini
dibuat.

Deklarasi Cairo terdiri dari Mukadimah dan 25 Pasal. Tidak ada judul pada setiap
Pasal. Namun Pasal-pasalnya dimulai dengan Pasal berkaitan dengan kesamaan manusia
di hadapan Allah dalam martabat, kewajiban dan tanggung jawab dasar; Tiada
keunggulan manusia atas yang lainnya melainkan berdasarkan takwa dan perbuatan baik;
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Hidup di dunia ini adalah anugerah Allah dan semua manusia dijamin dan dilindungi
kehidupannya; Manusia tidak boleh disakiti dan apalagi diambil nyawanya tanpa alasan
yang dibenarkan syariat; Orang yang tidak terlibat perang tidak boleh dibunuh; Nama
baik seseorang dilindungi waktu hidupnya dan setelah kematiannya, dan diakhiri dengan
Pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa semua hak dan kebebasan yang diatur dalam
Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat Islam (Pasal 24), dan bahwa Syariat Islam
adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap pasal dari
Deklarasi ini. (Pasal 25).

Berikut ini dipaparkan Deklarasi Cairo dalam bahasa aslinya beserta
terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia agar bisa dikaji dan diteliti secara mendalam

mengenai kontennya.

DEKLARASI CAIRO TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Konferensi Islam ke-19 Menteri Luar Negeri (Sesi Perdamaian, Interdependensi dan
Pembangunan), yang diselenggarakan di Cairo, Republik Arab Mesir, 9-14 Muharram
1411H (31 Juli-5 Agustus 1990M),

MENYADARI kedudukan manusia dalam Islam sebagai khalifah Allah di bumi;
MENYADARI pentingnya mengeluarkan Dokumen Hak Asasi Manusia dalam Islam yang
akan berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara anggota dalam semua aspek
kehidupan;

MEMERIKSA tahapan penyusunan draf Dokumen ini sejauh ini yang telah dilalui, dan
laporan yang relevan dari Sekretaris Jenderal;

MEMERIKSA laporan pertemuan Komite Ahli Hukum yang diselenggarakan di Teheran
dari tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 1989;

SETUJU untuk mengeluarkan Deklarasi Cairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam
yang akan berfungsi sebagai pedoman umum untuk negara-negara anggota di bidang
HAM.
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Mukadimah
Untuk menegaskan peran peradaban dan sejarah umat Islam yang dijadikan Allah sebagai
komunitas terbaik yang memberikan kepada kemanusiaan peradaban universal dan
seimbang, yang mengikat dunia dengan akhirat dan mengkombinasikan antara ilmu dan
iman, dan untuk memenuhi harapan dari komunitas ini untuk membimbing seluruh umat
manusia yang bingung di antara keyakinan dan ideologi yang berbeda dan saling
bertentangan dan mempersembahkan solusi untuk semua masalah kronis peradaban
materialistik ini.
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Dan untuk berkontribusi dalam upaya umat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia
yang bertujuan melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk
menegaskan kebebasannya dalam kehidupan bermartabat sesuai dengan syariat Islam.
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Dan karena keyakinannya bahwa umat manusia yang telah mencapai stadium lanjut
dalam ilmu materialistis masih dan akan tetap membutuhkan iman untuk mendukung
peradabannya serta kekuatan motivasi diri untuk menjaga hak-haknya;
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Dan karena percaya bahwa hak pokok dan kebebasan umum menurut Islam merupakan
bagian integral dari agama Islam, dan bahwa tidak ada yang berhak secara prinsip untuk
menghapuskannya baik secara keseluruhan atau sebagiannya, atau melanggar atau
mengabaikannya di dalam hukum llahi yang diturunkan di dalam kitab-kitabNya dan
diutus karenanya penutup RasulNya dan disempurnakan dengannya risalah langit,
sehingga menjaga hak-hak dan kebebasan mendasar adalah suatu tindakan ibadah,
sedangkan kelalaian atau pelanggaran terhadapnya adalah suatu kemungkaran agama.
Setiap orang bertanggung jawab atas secara sendiri-sendiri dan umat bertanggungjawab
atasnya secara bersama, dan bahwa negara-negara anggota di dalam Organisasi
Konferensi Islam berdasarkan hal-hal tersebut di atas menyatakan sebagai berikut:
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Pasal 1
(A) Semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya dipersatukan oleh
perhambaan mereka kepada Allah dan keturunan dari Adam. Semua manusia adalah
sama dalam hal martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar, tanpa
diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi
politik, status sosial atau pertimbangan lain. Akidah yang benar adalah jaminan terhadap
martabat seperti ini menuju integritas manusia.
(B) Semua manusia adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah
mereka yang paling bermanfaat bagi makhlukNya, dan tidak ada yang memiliki
keunggulan atas yang lain kecuali atas dasar ketakwaan dan perbuatan baik.
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Pasal 2

(A) Kehidupan adalah karunia Allah dan dijamin untuk setiap manusia. Tugas individu,

masyarakat dan negara melindungi hak ini terhadap setiap pelanggaran, dan dilarang

mengambil nyawa tanpa alasan yang ditentukan syari‘at.

(B) Dilarang menggunakan cara apapun yang dapat mengakibatkan genosida umat

manusia.

(C) Pelestarian kehidupan manusia selama masa waktu dikehendaki oleh Allah adalah

kewajiban yang ditentukan oleh syari‘at.

(D) Keselamatan fisik manusia dijamin. la tidak boleh disakiti sebagaimana tidak boleh

dihinakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan tugas negara untuk melindunginya.
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Pasal 3
(A) Dalam situasi penggunaan kekuatan dan konflik bersenjata, tidak diperbolehkan
untuk membunuh pihak yang tidak berperang seperti orang tua, wanita dan anak-
anak. Orang yang luka dan sakit memiliki hak perawatan medis; dan tawanan perang
memiliki hak makanan, perlindungan dan pakaian. Dilarang mutilasi mayat. Wajib tukar-
menukar tawanan perang dan mempertemukan keluarga yang terpisah karena sebab
keadaan perang.
(B) Dilarang menebang pohon, menghancurkan tanaman dan ternak, menghancurkan
bangunan dan instalasi sipil musuh dengan tembakan atau peledakan atau cara lainnya.
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Pasal 4
Setiap manusia berhak atas kesucian dirinya dan perlindungan atas nama baiknya selama
hidupnya dan setelah kematiannya. Negara dan masyarakat harus melindungi tubuhnya
dan tempat pemakamannya (dari penodaan).
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Pasal 5
(A) Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembuatan sebuah
keluarga. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan yang
mencegah mereka menggunakan hak ini yang berasal dari ras, warna kulit atau
kebangsaan.
(B) Masyarakat dan Negara harus menghapus semua hambatan untuk pernikahan, dan
justru memfasilitasinya dan melindungi keluarga dan menjaga kesejahteraannya.
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Pasal 6

(A) Perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia, dan ia memiliki hak

sendiri sebagaimana ia memiliki kewajiban, dan ia memiliki entitas sipil dan kebebasan

finansialnya sendiri, serta hak untuk mempertahankan nama dan keturunannya.

(B) Suami wajib memberi nafkah kepada keluarga dan bertanggung jawab atas

pemeliharaannya.
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Pasal 7
(A) Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orang tua, masyarakat dan negara untuk
diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, kesehatan dan moral. Janin dan
ibu juga harus dijaga dan diberi perhatian khusus.
(B) Orang tua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis
pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, asalkan mereka
mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai
etika dan hukum-hukum syariat.
(C) Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat
mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan hukum-hukum syariat.
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Pasal 8
Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati kelayakannya yang sah dengan segala hak
istimewa dan kewajibannya. Dalam hal kelayakan tersebut hilang atau berkurang, wali
orang tersebut mewakilinya.
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Pasal 9
(A) Mencari pengetahuan merupakan kewajiban, dan penyediaan pendidikan adalah tugas
dari masyarakat dan Negara. Negara harus menjamin ketersediaan metode, sarana dan
keragaman pendidikan untuk kepentingan masyarakat dan memungkinkan orang
mengetahui agama Islam dan rahasia alam semesta serta dapat menundukkannya untuk
kepentingan umat manusia.
(B) Di antara hak setiap manusia atas berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan dari
kalangan keluarga, sekolah, media massa dan lainnya ialah mendapatkan pendidikan
manusia secara agama dan keduniaan dengan lengkap.
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Pasal 10

Islam adalah agama fitrah. Dilarang melakukan segala bentuk paksaan terhadap manusia

dengan mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuannya untuk mengubah agamanya

ke agama lain atau ateisme.

77 sl .

sl ) sl A ge Vg alain o ely ol Al gl sdumiany OF 8Y (s | a gl Al -

) agilas ) pndilly (IS e Loy o jme laeial) sl gl e o lticlys 4ot gl il Hlesial) -0
JEET dhatl Leali€ i L) 3 paill canly gndll g Joall mpen o 5 ¢ praall 8 oy aie ) yaill JalS))
L)) sa s el s i e 5yl g Al Linaddy Bl b 3all Cogndll apeads (Y] 5 laainY)
Auanlal)

Ty

Pasal 11

(A) Manusia dilahirkan bebas, dan tidak seorangpun memiliki hak untuk memperbudak,
menghina, menindas atau mengeksploitasinya. Tidak ada penghambaan kepada selain
Allah Ta’ala.

(B) Kolonialisme dengan semua jenisnya yang merupakan salah satu bentuk paling jahat
dari perbudakan dilarang dengan larangan yang pasti. Masyarakat yang menderita
kolonialisme memiliki hak penuh atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Semua
Negara dan bangsa harus mendukung perjuangan rakyat terjajah untuk membasmi segala
bentuk kolonialisme atau pendudukan, dan semua bangsa memiliki hak untuk
mempertahankan identitas mereka yang independen dan menguasai kekayaan dan sumber
daya alam.
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Pasal 12
Setiap orang berhak, dalam kerangka syariat, kebebasan berpindah dan memilih tempat
tinggalnya baik di dalam atau di luar negaranya. Dan jika dianiaya, ia berhak mencari
suaka di negara lain, dan Negara pengungsian wajib memberikan perlindungan
terhadapnya sehingga keselamatannya terjamin, selama alasan pencarian suaka bukan
melakukan suatu tindakan kriminal dalam pandangan syariat.
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Pasal 13
Kerja adalah hak yang dijamin oleh Negara dan Masyarakat untuk setiap orang yang
mampu bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan yang sesuai demi mewujudkan
kepentingannya dan kepentingan masyarakat. Karyawan berhak untuk menikmati
keselamatan dan keamanan serta semua jaminan sosial lainnya. Dia tidak boleh dibebani
dengan sesuatu di luar kemampuannya, atau dipaksa atau dieksploitasi atau
dibahayakan. Dia berhak -tanpa diskriminasi antara pria dan wanita- atas upah yang adil
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untuk pekerjaannya tanpa penundaan, serta tunjangan, liburan dan promosi yang menjadi
haknya. Oleh karena itu, ia wajib bekerja dengan ikhlas dan profesional. Apabila pekerja
dan pengusaha berbeda pendapat tentang suatu masalah, Negara harus campur tangan
untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, menghilangkan kezaliman, mendukung yang
benar dan menegakkan keadilan tanpa bias.
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Pasal 14
Setiap orang berhak mencari penghidupan yang sah, tanpa monopoli atau penipuan atau
menyebabkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Riba secara tegas dilarang.
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Pasal 15
(A) Setiap orang berhak untuk memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang sah, dan
berhak untuk menikmati hak kepemilikan tanpa membahayakan diri sendiri, orang lain
atau masyarakat. Pengambilalihan kepemilikan tidak diperbolehkan kecuali untuk
kepentingan umum dan atas pembayaran kompensasi yang segera dan adil.
(B) Perampasan dan penyitaan harta dilarang kecuali dengan ketentuan hukum.
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Pasal 16
Setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari ilmu pengetahuan, kesusasteraan,
kesenian atau kerja teknisnya, dan ia berhak atas perlindungan kepentingan moral dan
materialnya yang kembali kepadanya, selama hasil karya tersebut tidak bertentangan
dengan hukum-hukum syariat.
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Pasal 17
(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dari kerusakan dan
wabah moral, yang akan mendukung perkembangan kepribadiannya, dan Negara dan
masyarakat harus menyediakan hak ini.
(B) Setiap orang berhak terhadap masyarakat dan Negaranya atas perawatan medis dan
sosial dengan mempersiapkan semua fasilitas umum yang diperlukan pada batas-batas
yang dimungkinkan.
(C) Negara harus menjamin hak setiap orang atas kehidupan layak yang dapat
memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang
ditanggungnya, termasuk di dalamnya pangan, pakaian, perumahan, pendidikan,
perawatan kesehatan dan semua kebutuhan dasar lainnya.
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Pasal 18
(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam keadaan aman untuk dirinya sendiri, agama,
keluarga, kehormatan dan hartanya.
(B) Setiap orang berhak atas privasi dalam pelaksanaan urusan pribadinya, di rumahnya,
di antara keluarganya, berkenaan dengan properti dan hubungannya. Tidak dibenarkan
memata-matai dia atau menempatkannya di bawah pengawasan atau menodai nama
baiknya. Negara harus melindungi dirinya dari setiap intervensi sewenang-wenang.
(C) Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat dalam semua keadaan. Tidak
dibenarkan masuk tanpa izin dari pemiliknya atau dengan cara melanggar hukum, dan
tidak dibenarkan menghancurkan rumah tersebut atau menyitanya ata mengusir
penghuninya.
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Pasal 19
(A) Semua orang sama di depan hukum, tanpa perbedaan antara pemerintah dan yang
diperintah.
(B) Hak untuk menggunakan keadilan dijamin untuk semua orang.
(C) Tanggung jawab itu pada dasarnya adalah untuk masing-masing individu.
(D) Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali sebagaimana diatur dalam hokum syariat.
(E) Terdakwa tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan adil di
mana ia diberi semua jaminan untuk mempertahankan diri.
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Pasal 20
Tidak diperbolehkan menangkap seorang individu atau membatasi kebebasannya atau
mengasingkannya atau menghukumnya tanpa alasan yang sah. Tidak diperblehkan
melakukan penyiksaan fisik atau psikologis atau segala bentuk penganiayaan, kekejaman
atau penghinaan yang menafikan martabat manusia. Tidak diperbolehkan juga
menjadikan seseorang sebagai objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa kerelaannya dan
dengan syarat tidak menempatkan kesehatan atau hidupnya dalam bahaya. Sebagaimana
tidak diperbolehkan membuat undang-undang darurat yang memberikan kewenangan
eksekutif untuk tindakan tersebut.

217 sild/ .
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Pasal 21
Mengambil sandera di bawah bentuk apapun atau untuk tujuan apapun dilarang.

22 salall .
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Pasal 22
(A) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dengan cara
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
(B) Setiap orang berhak untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma’ruf dan nahi
mungkar sesuai dengan norma-norma syariat Islam.
(C) Informasi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Dilarang mengeksploitasinya
dan menyalahgunakannya serta melanggar kesucian dan martabat para Nabi di dalamnya,
dan melakukan hal-hal yang melemahkan nilai moral atau menyebabkan masyarakat
menjadi kacau atau rusak akhlak atau bahaya atau guncang akidahnya.
(D) Tidak diperbolenkan membangkitkan kebencian nasionalisme atau doktrinal dan apa
pun yang menghasut kepada diskriminasi rasial dengan segala bentuknya.

23 sl °
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Pasal 23
(A) Otoritas adalah amanah, dilarang secara tegas bersifat otoriter di dalamnya dan
mengeksploitasinya dengan buruk demi menjamin hak asasi manusia.
(B) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung dalam
penyelenggaraan urusan publik negaranya. Dia juga berhak untuk memangku jabatan
publik sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

24 solddl .
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Pasal 24
Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat
Islam.

25 sald/ .
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Pasal 25

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap
pasal dari Deklarasi ini.

*k*
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Menurut Sulieman Abdul Rahman al-Hageel sebagaimana dikutip oleh Hamid
Fahmy Zarkasyi, dari pendahuluan Deklarasi Cairo dapat disarikan menjadi beberapa
poin di antaranya adalah bahwa 1) Islam mengakui persamaan semua orang tanpa
membedakan asal-usul, ras, jenis kelamin, warna kulit dan bahasa, 2) persamaan adalah
basis untuk memperoleh hak dan kewajiban asasi manusia, 3) kebebasan manusia dalam
masyarkat Islam konsisten dengan esensi kehidupannya, sebab manusia dilahirkan dalam
keadaan bebas dan bebas dari tekanan dan perbudakan, 4) Islam mengakui persamaan
antara penguasa dan rakyat yang harus tunduk kepada hukum Allah tanpa diskrimasi, 5)
warganegara adalah anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk menuntut siapapun
yang mengganggu ketentraman masyarakat. (Zarkasyi, 2008).

Deklarasi Cairo terdiri dari 25 pasal, mencakup masalah kehormatan manusia,
persamaan manusia, manusia sebagai keluarga, perlunya kerjasama antara sesama
manusia tanpa memandang bangsa dan agamanya, kebebasan beragama, keamanan
rumah tangga, perlunya solidaritas individu dalam masyarakat, pendidikan bukan hak tapi
kewajiban, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembebasan masyarakat dari
kemiskinan dan kebodohan, dan lain sebagainya. Keseluruhan Pasal-pasal dalam
Deklarasi Cairo itu dapat disarikan menjadi 5 poin: (Zarkasyi, 2008).

1) HAM dalam Islam diderivasi dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam manusia dianggap
sebagai makhluk yang mulia. (QS. 17:70)

2) HAM dalam Islam adalah karunia dari Tuhan, dan bukan pemberian dari manusia kepada
manusia lain dengan kehendak manusia. (artinya, hak asasi dalam Islam adalah innate /
fitrah).

3) HAM dalam Islam bersifat komprehensif. Termasuk di dalamnya hak-hak dalam politik,
ekonomi, sosial dan budaya.

4) HAM dalam Islam tidak terpisahkan dari syariah.

5) HAM dalam Islam tidak absolute karena dibatasi oleh obyek-obyek syariah dan oleh
tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang di dalamnya terdapat

individu-individu.

*kk

Dari tiga dokumen HAM Islam di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Di dalam konsep Islam, kehidupan manusia berdasarkan pada ajaran
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Teosentris. Yaitu pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat aktifitas
dan kehidupan manusia melalui ketentuan syariatNya. Syariat merupakan
tolok ukur baik-buruk, benar-salah tatanan kehidupan manusia sebagai pribadi
maupun warga negara, secara individual maupun kolektif. Oleh karena itu
tidak mengherankan jika hak dan kebebasan yang dianugerahkan Allah
kepada manusia itu tidak boleh dicabut, diubah dan dibatasi oleh siapa pun,
baik individu maupun negara. Yang berhak mencabut, mengubah dan
membatasi hak dan kebebasan tersebut hanya Allah melalui ketentuan
syariatNya.

. Hak asasi manusia menurut pandangan Islam pada dasarnya lahir dari akidah
Tauhid. Akidah Tauhid berdiri tegak di atas kesaksian bahwa tidak ada tuhan
yang layak disembah kecuali Allah. Dengan demikian akidah Tauhid
merupakan sumber segala hak dan kebebasan manusia. Hal ini karena akidah
Tauhid mengajarkan bahwa Allah yang Maha Esa telah menciptakan manusia
sebagai makhluk yang merdeka dan bebas dari segala macam bentuk
eksploitasi, penindasan dan kezaliman.

Manusia dalam pandangan Islam mempunyai posisi dan kedudukan yang
sangat mulia karena ia adalah makhluk yang paling sempurna. Oleh karena
itu, penghormatan kepada kebebasan dan HAM adalah esensi dari ajaran
Islam. HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap
manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apa
pun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, tidak boleh diubah
atau dimodifikasi.

Letak HAM di antara ajaran Islam ialah seperti berikut: Islam adalah agama
universal yang mengandung unsur-unsur keyakinan (akidah), ritual (ibadah),
dan pergaulan sosial (muamalat). Dimensi akidah memuat ajaran tentang
keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian
manusia terhadap Allah; sedangkan dimensi muamalat memuat ajaran tentang
hubungan manusia dengan manusia dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur-
unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan
istilah syariat (figih). Dalam konteks syariat inilah terdapat ajaran tentang hak
asasi manusia (HAM).

Islam sebagai agama yang bersumberkan kepada bimbingan Ilahi adalah

agama pertama yang mempromosikan dan mendeklarasikan prinsip-prinsip
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kebebasan dan hak-hak asasi manusia; baik secara teori maupun praktek.
Sejak empat belas abad yang lalu Islam telah menyatakan hak dan kebebasan
manusia yang mendasar di dalam al-Quran dan hadis, dan telah dipraktekkan
secara langsung di dalam sirah (peri kehidupan) Nabi Muhammad SAW
bersama masyarakat berbagai golongan dan agama di Madinah sebagaimana
termaktub dalam Piagam Madinah. Sementara dunia baru menyadari hak dan
kebebasan ini dan aktif membicarakan permasalahannya di penghujung abad
ke delapan belas Masehi.

Menurut perspektif Islam, hak-hak yang dinikmati oleh seseorang adalah
imbalan atas pelaksanaan tanggungjawabnya. Dengan demikian seimbanglah
antara hak dan kewajibannya. Karena hak dan kewajiban merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan, maka orang tidak akan memperoleh hak tanpa
melaksanakan kewajiban, atau dibebani suatu kewajiban oleh syariat Islam
tanpa ada keuntungan untuk memperoleh hak.

. Persamaan hak, keadilan, tolong-menolong, dan persamaan di depan hukum
adalah di antara prinsip-prinsip kunci yang sangat diperhatikan Islam. Dalam
sejarah peradaban Islam, prinsip-prinsip ini dipegang oleh umat Islam sebagai
cara hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip-prinsip
yang sangat jelas di atas, maka setiap pemaksaan kehendak, penindasan,
diskriminasi, intoleransi, terorisme, dan hal-hal yang menyalahi
sunnatullah bukanlah ajaran Islam. Sekalipun hal ini dilakukan oleh oknum
umat Islam, namun ia tetap sebagai bukan ajaran Islam.

. Ada banyak paralelisme, persamaan dan titik temu antara HAM dalam
perspektif Islam dengan DUHAM PBB. Hal ini membuktikan kenyataan
bahwa nilai-nilai universal tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai
universal lainnya.

. Di antara perbedaan cara pandang Islam dan Barat dalam masalah kehormatan
manusia ialah sebagai berikut: Islam beranggapan manusia mendapat
penghormatan Allah karena tugasnya sebagai KhalifahNya di atas muka bumi,
dan tugas kekhalifahan ini berhubungan erat dengan ketaatan atau ‘ubudiah
(perhambaan)nya kepada Allah. Dengan demikian, jika tidak taat dan tidak
menyembah Allah maka ia tidak akan mendapatkan penghormatan. Apabila ia
kufur, bertindak bodoh, durhaka, dan menjauhi kebenaran maka
kehormatannya sebagai manusia akan berkurang atau bahkan bisa habis.
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Sementara dalam perspektif Barat, hak dan kehormatan manusia adalah hak
tabii, muncul dari konsep kedaulatan mutlak manusia yang superior dan tidak
ada kedaulatan lain yang mengatasinya. Konskwensinya, manusia tetap
memiliki hak dan kehormatan kodrati tersebut walaupun ia menyimpang jauh
dan melakukan kejahatan.

Hak-hak asasi manusia dalam Islam dinyatakan dengan jelas dan tidak
dibiarkan kabur dalam peristilahan yang longgar. Jika ada perbedaan
pentafsiran akan dikembalikan kepada syariat Islam. Ini berbeda dengan hak-
hak dalam pemikiran Barat yang rata rata masih dituangkan dalam bentuk
ungkapan yang longgar dan umum berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan
yang samar seperti; keadilan, kesamarataan, persaudaraan, kehormatan dan
martabat. Istilah-istilah ini mempunyai banyak pentafsiran sehingga
memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mentafsirkannya sesuai
dengan kehendak masing-masing. Akibatnya, pentafsiran tersebut seringkali
bertentangan satu sama lain.

Di antara hal yang membedakan antara HAM perspektif Islam dan HAM
Barat ialah di dalam Islam ada dua konsep tentang hak. Pertama, Hak
manusia (huquq al-insan al-dharuriyyah). Kedua, Hak Allah (hugug Allah).
Kedua jenis hak tersebut bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan karena
saling terakit. Sementara Barat hanya mengenal hak manusia saja.

Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif dari Hak Asasi
Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jauh lebih
praktis dan aplikatif. Hal ini karena sumbernya adalah syariat Islam yang
sesuai diimplementasikan oleh manusia kapan dan di mana pun berada di
belahan bumi ini.

Penggalian prinsip-prinsip HAM dari syariat Islam sudah dilakukan oleh
sejumlah ulama dan cendikiawan Muslim dengan hasil dokumen-dokumen
tentang HAM. Konsep syariat Islam mengenai HAM masih terus bisa digali
untuk ditambahkan ke dalam muatan HAM yang sudah diperolehi terlebih
dahulu. Pengembangan nilai-nilai HAM dengan pengayaan prinsip-prinsip

syariat Islam dapat menjadi pilihan masa depan.



